TINDAK LANJUT

Pengadilan Agama Solok

NOMOR ST : W3-A/1437/PS.00/V/2022
TANGGAL : 21 Juli 2022

TAHUN 2022




Manajemen Peradilan

NO. | STATUS KETERANGAN TINDAK LANJUT

1 Status KONDISI e PA Solok telah memuat
SUDAH e Pengadilan Agama Solok Majelis Hakim yang
Target Penyelesaian telah menerbitkan SK menangani Perkara
2022-06-18 Tentang Susunana Majelis Ekonomi Syariah
Tanggal Penyelesaian Hakim Pengadilan Agama

Solok tahun 2021, namun
belum memuat Majelis
Hakim yang menangani
Perkara Ekonomo Syariah
REKOMENDASI
e Agar dipenuhi
sebagaimana mestinya.

2 Status KONDISI e Banner agen perubahan
SUDAH e Pengadilan Agama Solok sudah ditindak lanjuti
Target Penyelesaian telah melaksanakan sesuai rekomendasi
2022-06-18 pemilihan Agen HATIWASDA
Tanggal Penyelesaian Perubahan sesuai dengan

ketentuan, namun banner
Agen Perubahan masih
tertulis Agen Perubahan
tahun 2021
REKOMENDASI
e Untuk ditindaklanjuti
secepatnya.
Administrasi Perkara

NO. | STATUS KETERANGAN TINDAK LANJUT

1 Status KONDISI e Arsip perkara telah
SUDAH e -Berkas perkara sudah disimpan disatukan dalam satu
Target di lemari arsip perkara, namun ruangan arsip.
Penyelesaian arsip tersebut hanya menampung
2022-06-18 berkas sampai tahun 2019,

Tanggal berkas perkara tahun berikutnya
Penyelesaian disimpan dilemari yang tidak

berada di ruang arsip, karena
ruangan arsip tidak memadai
untuk menampung lemari arsip
tersebut. Sehingga lemari
penyimpana arsip lainnya berada
di ruangan lain, sehingga arsip




berkas perkara tidak berada pada
satu ruangan; -Ruang Arsip
kurang terawatt, masih terdapat
barang-barang lainnya yang
seharusnya tidak berada di
ruangan tersebut.

REKOMENDASI
e Menempatkan lemari arsip berkas
perkara dalam satu ruangan
dengan diberi pintu masuk

Status KONDISI e Data statistik yang belum
SUDAH e Statistik/Data perkara yang terisi yakni bulan April
Target diterima dan diputus Pengadilan 2022, telah diisi oleh
Penyelesaian Agama Solok tahun 2022 belum penanggung jawab data
2022-06-18 diisi. statistik hingga bulan
Tanggal Juni 2022
Penyelesaian
REKOMENDASI
e Pejabat terkait harus mengawasi
pelaksanaan tugas pada bagian
kepaniteraan;
Status KONDISI Terhadap perkara yang
SUDAH e Pada LIPA 13, masih terdapat mana para pihaknya
Target Akta Cerai yang diterbitkan berdomisili dalam wilayah
Penyelesaian setelah tanggal BHTnya lebih dari yurisdiksi Pengadilan
2022-06-18 1 minggu. Seperti perkara nomor Agama Solok, Akta Cerai
Tanggal 59/Pdt.G/2022 /PA.Slk, tanggal telah diterbitkan paling
Penyelesaian terbit 4 April 2022, BHT tanggal lambat satu minggu
16 Maret 2022. setelah perkara
berkekuatan hukum
tetap. Persoalan timbul
REKOMENDASI . . .
i i ketika pemberitahuan isi
e Penerbitan Akta Cerai harus . .
putusan didelegasikan ke
berpedoman pada pasal 84 ayat . .
Pengadilan Agama lain,
(4) Undang-Undang Nomor 7 .
. sering terkendala untuk
Tahun 1989 tentang Peradilan .
A bahwa Pani memenuhi maksud Pasal
gama, bahwa Panitera 84 UU. No. 7 Tahun 1989
berkewajiban memberikan akta .
) ) i ) dimaksud
cerai sebagai surat bukti cerai
kepada para pihak selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari
terhitung setelah putusan
memperoleh kekuatan hukum
tetap (BHT).
Status KONDISI e Pimpinan telah menegasi
SUDAH e Pengambilan biaya panggilan oleh kembali dalam rapat

Juru Sita Pengganti pada kasir

terbatas kepaniteraan




Target dilakukan setelah Juru Sita tanggal 13 Juni 2022
Penyelesaian Pengganti memanggil para pihak bahwa Jurusita Pengganti
2022-06-18 berperkara. Misalnya pada sebelum memanggil para
Tanggal perkara nomor pihak, harus terlebih
Penyelesaian 1/Pdt.G/2022 /PA.Slk, pada dahulu mengambil uang
relaas panggilan dilaksanakan di Kasir dengan
pada taggal 5 Januari 2022, menyerahkan instrument
sementara pada jurnal keuangan panggilan sesuai
perkara, biaya panggilan ketentuan Buku II
dikeluarkan pada tanggal 6 tentang Pedoman
Januari 2022. Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan
Agama;
REKOMENDASI
e Dalam melaksanakan tugasnya,
Juru Sita Pengganti harus
berpedoman kepada Standar
Operasional Prosedur dan
Pejabat yang terkait harus
mengawasi, memonitor dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas
Juru Sita Pengganti.
Status KONDISI Pengelola biaya proses
SUDAH e Saldo ATK perkara pada tanggal telah menindaklanjuti
Target 19 Mei 2022 Rp 5.143.000,00 dengan melakukan
Penyelesaian (lima juta seratus empat puluh pembelian map perkara,
2022-06-18 tiga ribu rupiah) sementara sisa lembar minutasi dan map
Tanggal perkara sebanyak 21 perkara, hal akta cerai
Penyelesaian ini berarti masih banyak yang
tidak dibelanjakan (tidak balance)
dengan sisa perkara. yaitu sisa
perkara = 21 perkara x
Rp.50.000,00 = Rp1.050.000,00
(satu juta lima puluh ribu
rupiah);
REKOMENDASI
e Panitera harus melakukan
pengawasan secara rutin tentang
keuangan perkara dengan
berpedoman kepada Perma nomor
3 tahun 2012;
Status KONDISI e Ketua Pengadilan Agama
SUDAH e SK penggunaan biaya proses Solok telah menetapkan
Target untuk tahun 2022 belum ada. keputusan mengenai
Penyelesaian penggunaan biaya proses
2022-06-18 melalui SK Ketua
Tanggal REKOMENDASI Pengadilan Agama Solok
Penyelesaian e Biaya Proses perkara harus No. W3-

berpedoman kepada Perma




Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Biaya Proses Perkara
di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Peradilan di bawahnya;

A7/610.a/HK.05/VI/2022
tanggal 2 Juni 2022

berpedoman kepada SK Dirjend
Badilag nomor
1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018
tentang Pedoman Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di lingkungan
Peradilan Agama

7 Status KONDISI Pengadilan Agama Solok
SUDAH e Akta Cerai masih banyak yang telah mengembangkan
Target belum diambil para pihak. Seperti inovasi berbasis teknologi
Penyelesaian dari tahun 2020 sampai dengan informasi yang bernama
2022-06-18 19 Mei 2022 masih banyak Legalisasi Akta Cerai.
Tanggal tumpukan akta cerai dalam box. Aplikasi ini dapat
Penyelesaian Tetapi untuk mengetahui menampilkan data akta

jumlahnya secara rinci tidak ada cerai yang telah diambil
rekap datanya. maupun yang belum
diambil oleh para pihak.
REKOMENDASI
e Buat inovasi untuk mendapatkan
data yang akurat mengenai
kondisi akta cerai;

8 Status KONDISI Pelayanan Terpadu Satu
SUDAH e PTSP tidak dilengkapi dengan Pintu (PTSP) Pengadilan
Target brosur; Agama Solok telah
Penyelesaian memperbanyak brosur
2022-06-18 informasi untuk
Tanggal REKOMENDASI memberikan kemudahan
Penyelesaian * Pelayanan PTSP harus kepada masyarakat

Administrasi Persidangan

Target Penyelesaian

2022-06-18

Tanggal Penyelesaian

420/Pdt.G/2021/PA.Slk.
Pada berkas tersebut
ditemukan 1. Pada surat
gugatan tertulis tanggal
20 Desember 2022,
senyatanya 20 Desember
2021. 2. Pada PHS
tertulis kata-kata
Jurusita/Jurusita

NO. | STATUS KETERANGAN TINDAK LANJUT
1 Status KONDISI e 1. 2 untuk kedepannya
SUDAH e Perkara Nomor Majelis akan

menggunakan lembaga
renvoi dalam setiap
kesalahan dokumen,
dan perintah terhadap
para pihak berperkara
telah disesaikan dengan
kebutuhan sidang. 3.4
Majelis Hakim telah
mempertimbangkan




Pengganti, dan ada

perintah ............. bahwa
kepada
Penggugat/Pemohon

untuk membawa bukti-
bukti .... dan kepada
Tergugat dapat
mengajukan jawaban
secara lisan atau tertulis
yang diajukan pada waktu
sidang tersebut. 3. Pada
BAS ada Bukti Surat
berupa Akta cerai. namun
dalam Putusan tidak
dipertimbangkan bukti
surat tersebut. 4. Amar
dalam BAS dan amar
dalam Putusan tidak
sama.

REKOMENDASI

e 1. dan 2. Ketua Majelis
Agar mempergunakan
lembaga renvoi dan dalam
hal perintah terhadap
Pihak berperkara harus
disesuaikan dengan
perkara yang diajukan,
seperti kalau dalam
perkara Volunter (bisa
diperintahkan kepada
pihak untuk membawa
bukti-bukti) ataupun
terhadap perkara yang
pihak lawan tidak
diketahui alamatnya
(ghaib), dalam hal itu ada
estimasi yang meyakinkan
bahwa
Tergugat/Termohon
kemungkinan tidak hadir,
untuk mengantisipasi
perkara akan diputus
dengan verstek. 3. Agar
Majelis Hakim dalam
membuat putusan harus
lebih cermat dan teliti
dengan
mempertimbangkan
seluruh alat bukti yang
diajukan, sehingga
menghasilkan putusan

seluruh alat bukti yang
diajukan sesuai
rekomendasi, begitu
pula PP dan Ketua
Majelis yang
menandatangani BAS
sudah lebih teliti dan
cermat sebelum
menadatangani BAS




yang berkwalitas. 4. Ketua
Majelis dan Panitera
Pengganti yang
menandatangani BAS
harus teliti dan cermat.

Status

SUDAH

Target Penyelesaian
2022-06-18

Tanggal Penyelesaian

KONDISI
e Perkara Nomor

1/Pdt.G/2022/PA. Slk. 1.
Ditemukan pada PMH
perkara tersebut seperti
PMH perkara pada
umumnya, sementara
perkara tersebut di atas
diajukan secara
elektronik. 2. Penggugat
dalam posita dan
petitumnya meminta hak
asuh atas 3 orang anak
Penggugat dan Tergugat
namun tidak ada satupun
bukti yang dapat
menguatkan gugatan
tersebut. 3. Bukti saksi
yang diajukan adalah
anak kandung.

REKOMENDASI
e 1. Segera untuk

disosialisasikan dan
dibuat blanko PMH E
Court sesuai dengan
Surat Keputusan Dirjen
Badilag. 2. Pedomani
ketentuan tentang
pembuktian. 3. untuk
dijadikan pedoman dalam
pemeriksaan terhadap
anak.

e 1. PMH telah
disesuaikan dengan
blangko E-Court yang
terdapat dalam surat
edaran Dirjen Badilag.
2. untuk perkara
selanjutnya dalam
proses pembuktian
sudah dilakukan
dengan menggali
keterangan saksi sesuai
dengan kebutuhan
perisdangan 3. saksi
anak kandung yang
diajukan adalah anak
kandung dari
pernikahan pertama
Penguggat, bukan anak
kandung dari
pernikahan Penggugat
dengan Tergugat;

Status

SUDAH

Target Penyelesaian
2022-06-18

Tanggal Penyelesaian

KONDISI
e Perkara Nomor

65/Pdt.G/2022/PA. Slk.
1. Dalam laporan Mediasi,
Mediator menyatakan
mediasi berhasil sebagian,
diantaranya nafkah
iddah, uang mut'ah dan
hadhonah serta nafkah
anak dan selanjutnya
dalam Amar Putusan

e 1. untuk amar putusan
dalam perkara
selanjutnya sudah
disesuaikan,
kesepakatan tersebut
dipertimbangkan
kembali dan dimuat
dalam amar putusan; 2.
dalam BAS Ikrar talak
selanjutnya telah
dijelaskan apakah




Nomor 3. tertulis
Menghukum Pemohon
dan Termohon untuk
melaksanakan isi
Kesepakatan damai yang
telah ditandatangani pada
tanggal 23 Februari
2022.. seharusnya
terperinci. 2. Dalam BAS
Ikrar Talak tidak ada
kalimat yang menyatakan
bahwa Pemohon telah
membayar akibat cerai....

REKOMENDASI

e 1. untuk Amar yang tepat
dalam putusan tersebut
di atas adalah.
Menghukum Pemohon
dan Termohon untuk
melaksaksanakan isi
kesepakatan yaitu. 1. 2.
3.. (dan kalau
kesepakatan itu masih
belum sempurna, harus
disempurnakan, contoh
nafkah anak kedepan ada
kenaikan persentasi. dan
hal tersebut tidak
dianggap ultra petita. dan
tentunya dalam
pertimbangan harus
dibuat juga. 2. Untuk
dituangkan dalam BAS
tentang pelaksanaan
pembayaran khusus
akibat cerai. 2. Dalam
BAS Ikrar. dibuat
pernyataan kondisi yang
sebenarnya tentang
pembayaran akibat cerai,
apakah sudah dibayar
atau tidak dibayar karena
isteri rela tidak dibayar
dan bisa juga dibuat
dalam bentuk kwitansi.
yang penting bisa
dijadikan sebagai bukti
apabila pihak berperkara
nantinya
mempermasalahkan
dikemudian hari.

pihak tersebut
melaksanakan
kewajibannya atau
tidak sesuai
rekomendasi




Administrasi Umum

NO. | STATUS

KETERANGAN

TINDAK LANJUT

1 Status

SUDAH

Target Penyelesaian
2022-06-18

Tanggal Penyelesaian

KONDISI
e PSP belum dilakukan
terhadap BMN yang
sudah diperoleh dan
tercatat di aplkasi SIMAK,
terakhir dilakukan di
tahun 2016

REKOMENDASI
e agar segera melalukan

penetapan status melalui
aplikasi SIMAN

e PA Solok telah
melaksanakan PSP

2 Status

SUDAH

Target Penyelesaian
2022-06-18

Tanggal Penyelesaian

KONDISI
e LPJ tidak ada verivikasi
kppn

REKOMENDASI

e Agar ditanyakan kembali
ke kppn apakah memang
tidak ada verivikasi dari
KPPN , apa ada update
peraturan yang baru
untuk menghilangkan
aturan verivikasi tersebut.

e LPJ Bendahara PA
Solok telah di verifikasi
oleh KPPN

3 Status

SUDAH

Target Penyelesaian
2022-06-18

Tanggal Penyelesaian

KONDISI
e Aplikasi Persediaan baik

pembelian dan
pengeluran di DIPA 01
dan 04 untuk tahun
2022 belum diinput di
aplikasi. Begitu juga
dengan DBR (Daftar
Barang Ruangan) di
aplikasi SIMAK juga
belum di update

REKOMENDASI
e Agar tetap diijnput dulu
kwitansi dan barang habis

e PA Solok telah
menginput persediaan
pada aplikasi dan juga
telah melakukan
update DBR di aplikasi
SIMAK BMN




pakai baik pada aplikasi
persediaan 01 dan 04
serta update data DBR
per ruangan di aplikasi
SIMAK, sampai ada Surat
Keputusan pemakaian
aplikasi SAKTI utk
persediaan ataupun
simak

Status

SUDAH

Target Penyelesaian
2022-06-18

Tanggal Penyelesaian

KONDISI
¢ Kwintansi dan dokumen
pembayaran pajak BA
1718 BP motor tidak ada
data dukung berupa bukti
Pembayaran STNK.

REKOMENDASI
e Agar Bendahara segera
melengkapi dokumen
Bukti Pembayaran STNK

e Kwintansi dan
dokumen pembayaran
pajak BA 1718 BP
motor telah dilengkapi
data dukung berupa
bukti Pembayaran
STNK.

Status

SUDAH

Target Penyelesaian
2022-06-18

Tanggal Penyelesaian

KONDISI
e Laporan penilaian PPNPN
akhir tahun tidak ada dan
Perjanjian Kerja belum
sesuai format dengan
peraturan sekma yang
baru.

REKOMENDASI

e Agar nanti di akhir tahun
oleh Tim yang dibentuk
KPA dibuat rekap
Penilaian akhir tahun dan
dirubah lagi Perjanjian
Kerja PPNPN untuk tahun
2022

e PA Solok sudah
melakukan Penilaian
Kinerja kepada PPNPN
di akhir tahun 2021
dan PA Solok telah
menyesuaikan
Perjanjian Kerja PPNPN
dengan peraturan
SEKMA terbaru

Status

SUDAH

Target Penyelesaian
2022-06-18

Tanggal Penyelesaian

KONDISI
¢ Perjanjian kinerja tiap
bulan tidak di review oleh
masing masing pegawai
dan tidak dilampirkan di
PKP tiap bulannya

REKOMENDASI
e agar segera dilengkapi
oleh masing masing

e PA Solok sudah
melampirkan reviu dan
masing-masing pegawai
telah melampirkannya
kemudian
menyerahkan kepada
kasubag Kepegawaian




atasan pada setiap
bawahannya untuk
setelah itu di serahkan
kepada Kasubag
Kepegawaian setiap

bulannya
7 Status KONDISI e PA Solok telah
SUDAH e Standar Operasional melaksanakan reviu
Target Penyelesaian Prosedur (SOP)untuk SOP
2022-06-18 tahun 2022 belum di

Tanggal Penyelesaian

review sementara
perubahan prosedur
pekerjaan di bagian
keuangan dan
perencanaan dengan
adanya aplikasi SAKTI
tentu ada perubahan SOP
nya.

REKOMENDASI
e agar bagian terkait yang
sudah memakai aplikasi
SAKTI dalam pekerjaan
nya membuat kembali
SOP nya

Kinerja Pelayanan

Tanggal Penyelesaian

masih kurang rapi dan
tidak tertata dengan baik,
ditemukan
keranjang/tempat
sampah yang sudah
penuh, ada ditemukan
sisa sisa kertas didekat
meja kerja.

REKOMENDASI
e Agar masalah kebersihan,
kerapian dan keindahan
ruangan dan penataan
bunga-bunga

NO. | STATUS KETERANGAN TINDAK LANJUT

1 Status KONDISI e Kebersihan, kerapian
SUDAH e Kebersihan dan kerapian dan keindahan seluruh
Target Penyelesaian ruangan serta penataan lini di Pengadilan
2022-06-18 bunga bunga sebagian Agama Solok sudah

menampilkan wajah
ASRI




diperhatikan dan
ditingkatkan, pimpinan
dan seluruh pegawai
tanpa terkecuali harus
merasa memilki kantor
sepenuhnya dengan cara
sering gotong royong
sehingga nantinya
menampilkan wajah
kantor yang menarik,
tertib dan ASRI (Apik,
Sejuk, Rindang dan
Indah).

b}
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AKTA CERAL:

2022 v

Show 50 w entries

Momor AL

oo acizozz/Paclk

noozfac 2022 Paslk

o003/ acfzoezfPaslk

o004/ acfzoez/Paslk

0005 ac) 2022/ Paclk

Tanggal
AC

04-01-20%22

O4-01-20Z2Z

05-01-2027

05-01-202%2

O5-01-20%2

MNomor Serl
A

3182

383

4184

3185

2186

Momor Perkara

20z Pdt 3207 Paclk

389/ Pit 32071/ P Sk

276/ Poit 3/ 207/ Paslk

302 Poit Gf 2071/ Paslk

286/ Pdt 3207/ Paclk

Jenis
Perkara

Ceroi Talok

Ceroi Gugot

Ceroi Gugot

Cerci Gugaot

Cerci Talok

Pitalk '

Renggo Cinowvan bin Zainal Babri
melciaan
Jodi Largs Soti binti Jhon Kenedy

Jusrnoini binti Moisor Rofdi
rrelcwon
lpe wardi bin Julis

ROSMAICAR Binti SaPARIMN
el cosan
JHOM DESCM hin ASMMAR

Cesi Putri binti Sofri
rrelowon
Bokhrizal bin Tozor

YLULFITRA Bin SAFR
rrielohwon
LISk DEWITA Binti SalR

Tanggal
Putus

O07-10-20%1

14-12- 2021

24-11-20Z1

OB-10- 2021

08-12- 204

Tanggal
lkrar

04-071-2022

05-01-2022

Pencarian nemer AC/nomer perkara tahun dipilib ;

Tanggal

BHT Y Ceragiks P

18-10-202

04-01-2022

09-12-204

05-01- 2022

23-12-202 0&5-07-20%22

Sebelurmimy o Z

Tanggal Penyerahan Akta

Salan|utnvo

Tanggal Penyerahan Akta
CeraikeT

Z8-04-2022

10-01-2022






MENGAJUKAN PENGANGKATAN

GUGATAN WARIS ANAK
1.Surat Permohonan Sesuai 1.S8urat Permohonan Rangkap 8 (Delapan)
Jumlah Pihak Rangkap 8 2. Fotokopi KTP Calon Orang Tua Anak

(Delapan) (Suami & Istri) PEN G AD I L AN

3.Fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua Anak

2. KTP Penggugat

) Sse . & Calon Orang Tua Anak AG AM A
3. Buku Nikah Pewaris . :

4. Fotokopi Buku Nikah Orang Tua Anak &
4. Kartu Keluarga Pewaris CaloriO AN gk S O LO K
5. Akta Kelahiran Penggugat 5.Fotokopi Akta Kelahiran Anak
6. Akta Kematian Pewaris 6.Akta Kematian Orang Tua Anak (Jika BROSUR
7. Surat Keterangan Ahli Waris Sudah Meninggal)
=Rkt et 7.Surat Izin dari Dinas Sosial (BP3A) PERSYARATAN
- 8. Slip Gaji Pemohon (Jika PNS) / Surat RKARA

9. Surat Keterangan Silsilah R - TR BERPE

Keterangan Penghasilan (Jika Non PNS).

Keluarga darl Kelurahan / Ranll 9. Surat Keterangan Tidak Mampu Orang {@ Alamat : Jalan Kapten Bahar, Keluarahan Laing
P Kee. Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumalera Baral

Tua Anak (Jika Kurang Mampu) N Hubungi it
10. Membayar Panjar Biaya Perkara St i ; .
y ) y 10.Surat Keterangan Penyerahan Anak dari L (°7 5 5) 3210231

HARTA BERSAMA T A % pa.solok@pta-padang.go.id

11. Surat Keterangan Penerimaan Anak dari & WWW pa-solok g0 id

Keluarga

1.Surat Permohonan Sesuai Jumlah Calon Orang Tua Anak © 082172061773
Pihak Rangkap 8 (Delapan) 12. Surat Persetujuan Kedua Orang Tua O pasolokgoid
2. Fotokopi KTP Penggugat Ak f) pengadilanagama solok

13. Surat Keterangan Tidak Melakukan pengadilan agama solok
Kekerasan pasolokgoid

14.Surat Keterangan Sehat / SKCK Oran . . . . .

Bukti < / 2 Kunjungi Website Resmi Kami :
Tua Anak. http://www.pa-solok.go.id/

RSN LENC S ZVI IR ENC RS Vel 15, Membayar Panjar Biaya Perkara https://ptsp.pa-solok.go.id/

3. Fotokopi Akta Cerai

4. Daftar Harta Bersama Beserta




PERMOHONAN PERMOHONAN PERMOHONAN

PERUBAHAN IDENTITAS  IZIN POLIGAMI ASAL USUL ANAK
1.Surat Permohonan Rangkap 8 1.8urat Permohonan Rangkap 8 1.Surat Permohonan Rangkap 8
(Delapan) (Delapan) (Delapan)
2. Fotokopi KTP Pemohon /Para 2. Fotokopi KTP Pemohon (Calon 2. Fotokopi KTP Pemohon / Para
Pemohon Istri Pertama) Pemohon
3. Fotokopi Kartu Keluarga 3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon BERSSTHRHHEIIB G LI
4. Fotokopi Buku Nikah 4.Fotokopi Buku Nikah Pemohon Pemohon
5. Surat Keterangan dari Kelurahan 5.Surat Keterangan Status Calon Istri B 1 BN el DS s te)sle)e!
Terkait Identitas yang sama dari Kelurahan (Jika Janda 5. Surat Keterangan Lahir Anak dari
6. Surat Keterangan dari KUA Melampirkan Surat Cerai / Surat Lurah Setempat
tentang Nama yang Bersangkutan Kematian) 6.Membayar Panjar Biaya Perkara
7. Fotokopi Ijazah yang 6.Surat Pernyataan Berlaku Adil dari
Bersangkutan dan Akta Kelahiran Pemohon
8.Membayar Panjar Biaya Perkara 7. Surat Pernyataan Bersedia PEMBATALAN
WALI ADHAL Dimadu dari Pemohon PERKAWINAN

8. Surat Pernyataan Tidak Keberatan

1. Surat Permohonan Rangkap 8 1.Surat Permohonan Rangkap 8

Dimadu dari Istri Kedua
(Delapan)
2. Fotokopi Buku Nikah Pemohon

3. Fotokopi KTP Pemohon

(Delapan)

2. Fotokopi KTP Pemohon 9. Surat Keterangan Pemisahan

Harta Kekayaan

3. Kartu Keluarga Pemohon

10. Daftar H no Gini Bersam .
B iRo A gr D Py 4. Menikah Karena Keterpaksaan

4. Akta Kelahiran Pemohon
5. Surat Penolakan dari KUA
6. Akta Kematian Ayah (Jika Sudah

Meninggal)

11. Surat Keterangan Penghasilan dalam Jangka Waktu 6 Bulan dan

Pemohon Belum Berhubungan Suami Istri

12. Membayar Panjar Biaya Perkara

5. Membayar Panjar Biaya Perkara

7. Membayar Panjar Biaya Perkara



DISPENSASI KAWIN

1.Surat Permohonan Rangkap 8
(Delapan)
2. Fotokopi KTP Orang Tua / Wali

3.KTP / Akta Kelahiran Calon Suami

& Anak

4. Kartu Keluarga Anak.

5. [jazah Anak & Calon Suami (Jika
Ada)

6. Surat Penolakan dari KUA (Khusus

Domisili Kabupaten Solok)
7. Surat Izin dari Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (BP3A) (Khusus

Domisili Kota Solok)

8. Buku Nikah Orang Tua

9. Surat Keterangan Meninggal
Dunia Orang Tua (Jika Orang Tua
Meninggal Dunia)

8. Membayar Panjar Biaya Perkara

CERAI GUGAT /
CERAI TALAK

1.Surat Permohonan Rangkap 8
(Delapan)

2. Fotokopi KTP Pemohon /
Penggugat

3. Buku Nikah Asli dan Fotokopi

4. Surat Izin Atasan (Jika PNS)

5. Kartu Keluarga (Khusus
Berdomisili Kota Solok)

6. Membayar Panjar Biaya Perkara

HADHANAH

1.Surat Permohonan Rangkap 8
(Delapan)

2. Fotokopi KTP Pemohon

3. Akta Cerai Pemohon

4. Akta Kelahiran Anak

* Hadhanah diajukan sesuai

domisili anak

PENGADILAN
AGAMA
SOLOK

BROSUR
PERSYARATAN
BERPERKARA

Alamatl : Jalan Kapten Bahar, Keluarahan Laing
Kee. Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Baral

Hubungi Kami :
(0755) 3210231
pa.solok@pta-padang.go.id
www.pa-solok.go.id
082172061773
pasolokgoid

pengadilan agama solok

pengadilan agama solok
pasolokgoid

Kunjungi Website Resmi Kami :

http://www.pa-solok.go.id/
https://ptsp.pa-solok.go.id/



PERMOHONAN
ISBAT NIKAH

1.Surat Permohonan Isbat Nikah

Rangkap 8 (Delapan)

2. Fotokopi KTP/Surat Keterangan
Domisili Suami & Istri

3. Fotokopi Surat Keterangan
Menikah

4.Kartu Keluarga (Jika Sudah Ada)

5. Fotokopi Surat Kematian Suami /
Istri (Bagi Pemohon yang
meninggal)

6.Akta Cerai (Bagi yang Pernah
Menikah)

7.Membayar Panjar Biaya Perkara

PENETAPAN AHLI
WARIS

1.Surat Permohonan Rangkap 8

(Delapan)

2. Fotokopi KTP Pemohon / Ahli
Waris

3. Buku Nikah Pewaris & Ahli
Waris

4.Kartu Keluarga Pewaris & Ahli
Waris

5.Akta Kematian Orang Tua
Pewaris

6.Surat Keterangan / Silsilah Ahli
Waris dari Kelurahan / Ranji
Keluarga

7. Membayar Panjar Biaya Perkara

PERWALIAN

1.Surat Permohonan Rangkap 8

(Delapan)

2. Fotokopi KTP Pemohon

3. Akta Kelahiran Anak

4. Kartu Keluarga Anak

5. Buku Nikah Orang Tua Anak /
Akta Cerai
6. Surat Keterangan Meninggal
Dunia Orang Tua (Jika Orang Tua
Sudah Meninggal)
7. Pencabutan Perwalian Orang Tua
Anak (Jika Orang Tua Masih Ada)
- Surat Keterangan Bersedia
Menjadi Wali
- Surat Keterangan Tidak
Akan Melakukan Kekerasan
- Surat Izin Menjadi Wali dari
Suami / Istri
- Surat Persetujuan Orang Tua
Anak
8. Membayar Panjar Biaya Perkara




Menimbang

Mengingat

PENGADILAN AGAMA SOLOK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

NOMOR : W3-A7/ 63F/HK.05/V1/2022

TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PROSES

s a.

4.

PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

Bahwa dalam rangka Pembangunaan Zona Integritas
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dibutuhkan
inovasi pelayanan publik untuk memudahkan masyarakat,
maka komponen Penggunaan Biaya Proses perlu

diperbarui;

. Bahwa atas pertimbangan huruf a, maka perlu diterbitkan

surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok tentang
Penggunaan Biaya Proses:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman:;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia

Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya
Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya.



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
TENTANG PENGGUNAAN  BIAYA PROSES PADA
PENGADILAN AGAMA SOLOK

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok
Nomor : W3-A7/ 805 /HK.05/VIII/2021, tanggal 02 Agustus 2021
tentang penggunaan biaya Proses pada Pengadilan Agama
Solok;

Menetapkan komponen Penggunaan Biaya Proses untuk

penyelesaian perkara sebagaimana terlampir pada surat
keputusan ini;

Apabila terdapat komponen Penggunaan Biaya Proses habis
pakai yang diperlukan untuk penyelesaian perkara, namun tidak
tercantum pada lampiran keputusan ini, maka diperbolehkan
untuk memenuhi keperluan barang tersebut sesuai dengan
ketentuan;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 02 Juni 2022
?’Ketua Pengadilan Agama Solok,

/ Zulfa Yenti, S.Ag..M.A
2 NIP. 19771 0282003122006

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok

Nomor : W3-A7/

Tangg

/HK.05/V1/2022
al 02 Juni 2022

DAFTAR KOMPONEN PENGGUNAAN BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

Box File

No. URAIAN No. URAIAN
1 | Kertas A4 21 | Spidol
2 | Map Bundel Perkara Gugatan 22 | Lakban
3 | Map Bundel Perkara Permohonan 23 | Binder clip
4 | Map Minutasi Perkara Gugatan 24 | Triagonal clip
5 | Map Minutasi Perkara Permohonan | 25 | Isi cutter
6 | Map Akte Cerai 26 | Lem
7 | Map Salinan Putusan/Penetapan 27 | Pensil
8 | Instrumen Panggilan 28 | Staples
9 | Instrumen PBT 29 | Penghapus
10 | Instrumen Pengembalian  sisa | 30 Continuos form |
panjar
11 | Amplop 31 | Benang Jahit
12 | Cek Giro 32 | Tinta/Toner
13 | Buku Ekspedisi 33 | Catridge
14 | Rol 34 | Jasa pengantaran produk
pengadilan
15 | Buku Folio 35 | Kertas Thermal
16 | Jarum Jahit Berkas 36 | Stempel
17 | Pulpen 37 | Stiker Note
18 | Map Sneil 38 | Index Note
19 | Double tip 39 | Snack untuk para pihak pada
ruang tunggu sidang
T = . H e

cEF Ketua Pgngadilan Agama Solok,

A Zulfa Yenth S.Ag.,M.A
NIP. 197710282003122006




PENGADILAN AGAMA SOLOK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

Nomor : W3.A7/626 /HK.05/V1/2022

TENTANG

BESARAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA

Menimbang

Mengingat

PENGADILAN AGAMA SOLOK

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

.a.

-

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 A ayat (3)
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, perlu menetapkan
besaran biaya proses penyelesaian perkara;

Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok
Nomor W3.A7/014/KU.00/1/2019 tanggal 01 Januari 2019
perlu dicabut dan diterbitkan surat keputusan yang baru.

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung RI;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman:;

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama;

Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan
Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Rl dan Badan
Peradilan yang Berada Di Bawahnya;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
026/KMA/SK/II/2012  Tentang  Standar Pelayanan
Peradilan.



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
TENTANG BESARAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN
PERKARA PENGADILAN AGAMA SOLOK

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok
Nomor W3.A7/804.b /HK.05/VIII/2021, tanggal 02 Agustus
2021 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara
Pengadilan Agama Solok:

Bahwa besarnya biaya proses penyelesaian perkara untuk
setiap perkara pada Pengadilan Agama Solok adalah
sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa biaya proses penyelesaian perkara dipergunakan
untuk pengadaan/pembelian alat tulis kantor (ATK) perkara
dan membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses
penyelesaian perkara dan pendukung lainnya :

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal
ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Solok
Pada tanggal : 02 Juni 2022
f Ketua

/Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.
: NIP. 197710282003122006



TANGGAPAN TINDAK LANJUT

Terhadap perkara yang mana para pihaknya berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Solok, Akta Cerai telah diterbitkan paling lambat satu minggu setelah perkara berkekuatan
hukum tetap. Persoalan timbul ketika pemberitahuan isi putusan didelegasikan ke Pengadilan
Agama lain, sering terkendala untuk memenuhi maksud Pasal 84 UU. No. 7 Tahun 1989 dimaksud.



TANGGAPAN TINDAK LANJUT

Pengelola biaya proses telah ditindaklanjuti dengan melakukan pembelian map perkara, lembar
minutasi dan map akta cerai



PUTUSAN
Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Slk
AT :
/\*»_L\ff)\?-“»\:\—/;ﬁ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ayu Asari binti Tamar, tempat dan tanggal lahir di Sibarambang, 13
November 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Pakarohan,
Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten
Solok, sebagai Penggugat;
melawan
Nasrijal bin Nasyaraf, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Balik, 05
April 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Jorong Hilir, Nagari Tanjung Balit,
Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19
Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada
tanggal 23 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.SIK,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat termasuk keluarga miskin yang bekerja sebagai Ibu
Rumah Tangga dan kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orang tua

Penggugat, sehingga Penggugat tidak mampu membayar biaya gugatan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2022/PA.Slk



ini  sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:

140/284/NSBR-2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sibarambang,

Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, tanggal 19 Mei 2022;

Bahwa berdasarkan dalil di atas Penggugat tidak mampu membayar

perkara ini, oleh karena itu, Penggugat mohon diizinkan berpekara

secara Prodeo/Cuma-Cuma;

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat

pada tanggal 16 Juli 2018 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X

Koto Diatas, Kabupaten Solok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

0088/08/V11/2018 tanggal 16 Juli 2018;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan

dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat

yang beralamat di Jorong Pakarohan, Nagari Sibarambang, Kecamatan X

Koto Diatas, Kabupaten Solok, sampai berpisah;

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama, Regina Syakira, lahir

tanggal 26 Mei 2019;

Bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah dan sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak

pertengahan tahun 2021 sampai dengan bulan April 2022;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus hingga semakin tajam dan memuncak pada

bulan April 2022;

Bahwa sebab-sebab terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus karena :

8.1Tergugat tidak bertanggugat jawab dalam memenuhi kebutuhan
sehari-hari, sehingga untuk mencukupinya orang tua Penggugat yang
membantu;

8.2Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat

selaku isteri sah Tergugat, seperti uang hasil usahanya disimpan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2022/PA.Slk



10.

11.

12.

sama tengga, hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan
tetangga itu sendiri;
8.3Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti,
meninju paha Penggugat, mencekik Penggugat, dan bahkan pernah
menampar anak Penggugat dengan Tergugat ;
Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan
April 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 3 Minggu, Tergugat
pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama dan pulang kerumah
orangtua Tergugat di Jorong Hilir, Nagari Tanjung Balit, Kecamatan X
Koto Diatas, Kabupaten Solok dan tidak pernah Kembali sampai
sekarang;
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah
atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;
Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas,maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secaraterus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup
rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai
denganTergugat;
Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan
Penggugat, dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih
sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak
tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan

Penggugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cg. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2022/PA.Slk



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nasrijal bin Nasyaraf)
terhadap Penggugat (Ayu Asari binti Tamar);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak atas anak yang
bernama Regina Syakira, lahir tanggal 26 Mei 2019 dengan tetap
memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak
tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(exaequoet bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh upaya mediasi, hamun sesuai laporan Mediator (Yani
Arfianti Siregar, S.H.) tanggal 07 Juni 2022, ternyata mediasi telah berhasil
terhadap sebagian tuntutan hukum yaitu terjadi kesepakatan antara
Penggugat dan Tergugat bahwa hak asuh anak yang bernama Regina
Syakira, lahir tanggal 26 Mei 2019 diserahkan kepada Penggugat dengan
tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan
mencurahkan kasih sayang kepada anak;

Bahwa meskipun mediasi telah berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun
membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan
membantah sebagian, adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai
berikut;
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Tergugat telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat sebagai
petani, Tergugat tidak mengetahui kalau orang tua Penggugat juga
memberikan belanja kepada Penggugat;

Benar kalau Tergugat tidak jujur dan menyimpan uang ke tetangga, tapi
simpanan tersebut akan digunakan sebagai tabungan jika terjadi hal-hal
lain yang membutuhkan uang seperti sakit, karena kalau disimpan sendiri
uang tersebut sering terpakai;

Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, hanya
memukul paha Penggugat sedikit, tidak pernah mencekik, tapi kepada
anak memang pernah namun hanya untuk mendidik anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik

secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap

pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :
A. Surat

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0088/08/VI11/2018, tanggal
16 Juli 2018, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan X Koto Diatas,
Kabupaten Solok bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. Bujang Malin bin Caro, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nagari Sibarambang,
Kecamatan X Kotto Diatas Kabupaten Solok, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah

Paman Penggugat;
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Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun
dan harmonis namun 4 (empat) bulan terakhir rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi
perselisinan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur
dalam masalah keuangan, misalnya Tergugat mendapat uang dari
hasil bekerja, namun tidak semuanya diberikan kepada Penggugat,
Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat
dengan hampir mencekek Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan
upaya damai, namun tidak berhasil;

Rusman bin Rais, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nagari Sibarambang,
Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah
tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun
dan harmonis namun beberapa bulan terakhir rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur
dalam masalah keuangan, tidak semua uang dari hasil bekerja
Tergugat diberikan kepada Penggugat, selain itu Tergugat pernah
melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
2 (dua) bulan lebih;
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- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan
upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan
Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat
membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah
mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yang bernama Alisar bin
Leman, umur 64 tahun, agama lIslam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Jorong Batu Balirik, Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X
Koto Diatas Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah
kakek Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun
dan harmonis namun beberapa bulan terakhir rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga)
bulan;

- Bahwa pihak keluarga belum melakukan upaya untuk memperbaiki

rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak
mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian
tersebut telah berhasil sebagian, namun dalam gugatan pokok yaitu
perceraian tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal
82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam gugatan
pokok tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak bulan April 2022 karenasering terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan tidak ada
harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat
mengakui telah sering terjadi perselishan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, namun penyebab perselisihan tersebut dibantah
oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah megajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
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sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat
formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah
dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai
akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat
dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2018,
hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari
keluarga dekat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah
diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi
keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh
para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian
satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi
tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil memenuhi
persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172
R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan
Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti
yang sah di persidangan sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat
juga telah mengajukan satu orang saksi dari keluarga dekat Tergugat, saksi
tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi tersebut belum
memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1905
KUHPerdata bahwa keterangan satu orang saksi tidak dapat dipercaya, oleh

karenanya Majelis Menilai bahwa keterangan saksi tersebut harus

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2022/PA.Slk



dikesampingkan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tida dapat

membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat,
bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan
fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Akta Nikah
Nomor 0088/08/VI1/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Koto
Diatas, Kabupaten Solok, atas nama Penggugat dan Tergugat dan dari
pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu
orang anak;

— Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat
tidak jujur dalam masalah keuangan, tidak semua uang dari hasil bekerja
Tergugat diberikan kepada Penggugat, selain itu Tergugat pernah
melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2
(dua) bulan lebih;

— Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan
upaya damai, namun tidak berhasil;

— Bahwa pertengkaran dan pisah rumah merupakan faktor yang sangat

prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat
bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare
tweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah
rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage)

dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;
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Menimbang, bahwa mengenai siapa yang penyebabkan perselisihan
dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka
dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung
abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang
menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada
keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika
Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang
menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi
maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak
dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa
mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga
tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan
sebagaimana kaidah fighiyah yang berbunyi sebagai berikut:

I el
Artinya:  Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah
syar’iyyah dari Kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih
sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Al LBl e Bl Lea g3l Aa gl 4 ) pae 381 O

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah

sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak
Suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada
hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini
perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak
berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta
orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima
untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan
demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah
memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2
(dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan
2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah
perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan
Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan
terhadap Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,
maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali
suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian
tersebut ba’da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal
155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat
wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan
pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak
dengan alasan karena anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah
umur, maka demi kepentingan dan masa depan anak Penggugat mohon agar

Hak Asuh Anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat.
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Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat
penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam
menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan
pertimbangan yang matang dengan berdasarkan pada landasan hukum yang
ada;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar dalam
pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak. Oleh
karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan
terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 juga dijelaskan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus
terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap
mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya
semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau
salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa
pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadinya
perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur
12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu
(Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12
tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: “ Barang siapa
memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah SWT., akan
memisahkan antara dia dengan kekasih — kekasihnya pada hari kiamat “ (HR.
Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fugoha* dalam kitab Bajuri juz Il
halaman 195 yang artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan
isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu,

isterinya lebih berhak untuk memeliharanya*;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, ditemukan fakta bahwa telah terjadi kesepakatan damai antyara
Penguggat dan Tergugat bahwa hak asuh anak diserahkan kepada
Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses
kepada Tergugat selaku ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih
sayangnya kepada anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut tidak
bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, maka
kesepakatan tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat oleh
karenanya atas dasar kesepakatan tersebut Majelis menghukum Penguggat
dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan
menyatakan bahwa hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat
sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak berada ditangan
Penggugat, namun demi kepentingan terbaik anak, Penggugat harus
memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan
mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, dan Pengugat tidak
diperkenankan untuk membatasi apalagi menghalangi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 3 yang
intinya Penggugat bermohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada negara, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 9 (5) vide Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Agama Solok tentang Layanan Pembebasan
Biaya Perkara atas nama Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara
ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Pengadilan Agama Solok Tahun 2022 yang besarnya akan
disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
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MENGADILI
Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nasrijal bin Nasyaraf)
terhadap Penggugat (Ayu Asari binti Tamar);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang
bernama Regina Syakira, perempuan, lahir tanggal 26 Mei 2019 dengan
tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi
anak-anak tersebut;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui
DIPA Pengadilan Agama Solok tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Solok pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 15 Zulgaidah 1443 Hijriah oleh Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.
sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. dan Muhammad llham Al
Firdaus Lubis, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Fadila Rusyda, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Ahmad Hidayat, S.H.l., M.H. Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Muhammad llham Al Firdaus Lubis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fadila Rusyda, S.H.l.

Perincian biaya: 0
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BERITA ACARA SIDANG

Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.SIk
Sidang lkrar Talak
Persidangan Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang
Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 27
April 2022 dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Mawardi bin Lii, tempat tanggal lahir di Alahan Panjang, 7 Januari 1979, NIK
13720220701790001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Wirausaha, tempat tinggal di JI. Destamar IV, Komplek Villa
Damar, RT/RW. 003/006, Keluarahan Kampung Jawa,
Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, sebagai Pemohon;

melawan

Rafita binti Kamaruddin, tempat tanggal lahir di Batu Bajanjang, 05 November
1979, NIK 1372024511790001, agama lIslam, pendidikan S1,
pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Katapiang, Jorong
Subarang Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung,

Kabupaten Solok, sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis;

2. Yani Arfianti Siregar, S.H., M,Kn. sebagai Hakim Anggota;

3. Ahmad Hidayat, S.H.l., M.H. sebagai Hakim Anggota;

- Fadila Rusyda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke

persidangan;

Pemohon datang menghadap di persidangan;

Termohon datang menghadap di persidangan;
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Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon dan
Pemohon bahwa Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Slk tanggal 01 April 2022
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap
pada pendiriannya semula dan memohon agar dalam persidangan ini tetap
dilakukan pengucapan ikrar talak;

Selanjutnya Pemohon menyerahkan kewajibanya sesuai kesepakatan
yang tertuang dalam putusan yaitu memberikan nafkah iddah sejumlah
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan dalam
keadaan suci;

Kemudian atas izin dari Majelis Pemohon mengucapkan ikrar talak
sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 27 April 2022, saya
Mawardi bin Lii menjatuhkan talak satu raj’i terhadap istri saya, Rafita binti
Kamaruddin®;

Setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak tersebut, selanjutnya Ketua

Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN
1. Menyatakan perkawinan Pemohon (Mawardi bin Lii) dan Termohon (Rafita
binti Kamaruddin) putus karena perceraian;
2. Membebankan biaya penetapan kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Setelah pengucapan ikrar talak, Ketua Majelis menyatakan sidang
ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara sidang ini yang ditandatangani oleh
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti, Ketua Majelis,

Fadila Rusyda, S.H.I. Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.
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PUTUSAN
Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Slk

e N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wira Siska Wati binti Busnar, tempat dan tanggal lahir di Saning Bakar,
12 April 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di di Jorong Balai Panjang,
Nagari Saniang Baka, kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten
Solok, sebagai Penggugat;

melawan

Gustian bin Jamahir, tempat dan tanggal lahir di Saningbakar, 07
Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pedagang, tempat tinggal di di Jorong Balai Panjang, Nagari
Saniang Baka, kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18

Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan

register perkara Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.SIk, mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada

tanggal 2 Maret 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X Koto
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Singkarak Kabupaten Solok dengan Kutipan Nikah Nomor: 408/14/111/2000
tanggal 4 Maret 2000;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya
bertempat tinggal bersama semula di rumah Penggugat dengan tergugat di
Kota Sumedang, provinsi Jawa Barat selama 5 tahun, kemudian Penggugat
dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua penggugat di Jorong Balai
Panjang, Nagari Saniang Baka Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten
Solok, sampai kemudian berpisah;

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama:

3.1 Gionola Gustian , lahir tanggal 6 Agustus 2001;

3.2 Alfan Fadil, lahir tanggal 20 September 2000;

3.3 M. Abil Arya Wiguna, lahir tanggal 1 Juli 2009;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak tahun 2009;
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi
perselisihnan dan pertengkaran hingga semakin tajam dan memuncak pada
sekitar tahun 2013;

Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat adalahTergugat malas dalam bekerja sehingga Tergugat
kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga bersama
Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
tersebut, akhirnya semenjak bulan Agustus 2013 hingga sekarang selama
lebih kurang 9 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di Jorong Balai Panjang, Nagari Saniang Baka,
kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok dan Tergugat sekarang
tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Balai Panjang, Nagari

Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok ;
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10.

11.

12.

Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 9
tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana
mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan
kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum berupaya mengatasi masalah
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau
berbicara dengan Tergugat secara baik-baik;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gionola Gustian,
Alfan Fadil, dan M. Abil Arya Wiguna, penggugat mohon agar anak
tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan
Penggugat;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya
pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan
dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta
rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk
memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui
Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut
dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua

puluh) persen setiap tahunnya

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1.
2.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Gustian bin Jamabhir)

terhadap Penggugat (Wira Siska Wati binti Busnar);
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3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang
bernama:
3.1 Gionola Gustian , lahir tanggal 6 Agustus 2001;
3.2 Alfan Fadil, lahir tanggal 20 September 2000;
3.3 Abil Arya Wiguna, lahir tanggal 1 Juli 2009
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi
anak tersebut

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah)
anak sebagaimana tersebut pada diktum 12 (dua belas) diatas sejumlah
3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat
terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut
dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua
puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan
jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan
keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil, sedangkan usaha
damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat

gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat
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dan Penggugat menyatakan mencabut tuntutan Penggugat tentang nafkah anak

sebagaimana pada petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar

jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di

persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
I. Bukti Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 408/14/111/2000 Tanggal 04 Maret 2000

atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten

Solok, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda

P dan diparaf;

Il. Bukti Saksi

1. Sosta Joni bin Zainal, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Perumahan Jala Laing RT/RW

03/02 Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, telah

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah
Paman Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu
Gionola Gustian, lahir tanggal 6 Agustus 2001, Alfan Fadil, lahir
tanggal 20 September 2000, dan Abil Arya Wiguna, lahir tanggal 1
Juli 2009;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun
dan harmonis namun sejak 10 tahun yang lalu antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada

Penggugat karena Tergugat malas dalam bekerja dan untuk
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memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja
mencari nafkah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang
10 (sepuluh) tahun;

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan
perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh
oleh Penggugat;

Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan
sangat baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan
mengabaikan anak sehingga anak sangat nyaman bersama

Penggugat;

Elvi Lendra bin Edi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Labuah

Nagari Saning Bakar Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah
Paman Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu
Gionola Gustian, lahir tanggal 6 Agustus 2001, Alfan Fadil, lahir
tanggal 20 September 2000, dan Abil Arya Wiguna, lahir tanggal 1
Juli 2009;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun
dan harmonis namun sejak 10 tahun yang lalu antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang bbertanggung jawab
dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang

10 (sepuluh) tahun;
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— Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan
perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

— Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh
oleh Penggugat;

— Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan
sangat baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan
mengabaikan anak sehingga anak sangat nyaman bersama
Penggugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak
mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal
yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu

kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama lIslam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut
Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam
perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara
dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang
secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (in person) di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran
Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without
reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak
hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka
Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar
bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan
mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat
tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),
maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai
pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan
mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam
perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan
alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di
persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal
Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak
keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui
dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat,

namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat
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dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang
dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (de groten langen);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat
ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an‘Juz Il hal 405 yang berbunyi:

AR, S GG Wi P (e EORGR, [Arbion
Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan

gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah
termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan
alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf
() Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf
(f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur
sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan
dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk
rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang
perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiiinya, dan
untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai
dengan Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4
April 2006 tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan
Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat
diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil
posita dan petitum gugatannya;
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Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih hujjah
syari’ah dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil
alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak
diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana
dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat
tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu
akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai
ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah
di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil
dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan
karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan
dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
408/14/111/2000 Tanggal 04 Maret 2000) merupakan akta otentik yang berdaya
bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat
telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan X
Koto Singkarak Kabupaten Solok, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285
R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal
7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan
Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak
dalam perkara ini (persona standi in judicio), karenanya Penggugat mempunyai
kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan
Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka
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Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga

dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang
saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat
yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi
persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuanPasal 171-172 R.Bg
jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan
kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal
175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah
di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi
Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang
saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan
saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling
bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang
dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal
307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Gionola Gustian,
lahir tanggal 6 Agustus 2001, Alfan Fadil, lahir tanggal 20 September 2000,
dan Abil Arya Wiguna, lahir tanggal 1 Juli 2009;

— Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan
harmonis namun sejak 10 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang
bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat karena
Tergugat malas dalam bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga Penggugat yang bekerja mencari nafkah;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 10
(sepuluh) tahun;

— Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan

perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
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Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh
Penggugat;

Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat
baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak
sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi

serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan

dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah

terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai
berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor 408/14/111/2000 Tanggal 04 Maret 2000 dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten
Solok dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
tiga orang anak yaitu Gionola Gustian, lahir tanggal 6 Agustus 2001, Alfan
Fadil, lahir tanggal 20 September 2000, dan Abil Arya Wiguna, lahir tanggal
1 Juli 2009;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi
pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan
nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas dalam bekerja dan untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja mencari
nafkah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 10
(sepuluh) tahun;

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan
perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa pertengkaran dan pisah rumah merupakan faktor yang sangat
prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;

Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh

Penggugat;
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— Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat
baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak

sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat
bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam
tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), selain itu
saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk
dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang penyebabkan perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini
Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 38
K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa
tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya
perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah
telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya
hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah
tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari
kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat
kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap
dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana
kaidah fighiyah yang berbunyi sebagai berikut:

i ypall

Artinya:  Kemudharatan harus disingkirkan.
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Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar’iyyah
dari Kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai
pendapat Majelis sebagai berikut:

dalls aldl) agde gl Leag 3l Aa g3l A a2 XA D
Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian
memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan

talak satu.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada
hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini
perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak
berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan
pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang
dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan
Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian
alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi
maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis
berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua)
dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2
(dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian
pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2
huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat

adalah talak satu ba’in sughra;
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Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
ba’da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155
Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib
menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,
hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak
dengan alasan karena anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur,
maka demi kepentingan dan masa depan anak Penggugat mohon agar Hak
Asuh Anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat
penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan
pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang
dengan berdasarkan pada landasan hukum yang ada,;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar dalam
pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak. Oleh
karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik
anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 juga dijelaskan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus
terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai
kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi
kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu
orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa
pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadinya perceraian:
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pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah
hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan
untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis
Rasulullah SAW. yang artinya: “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu
dan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih —
kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat
Fugoha™ dalam kitab Bajuri juz 1l halaman 195 yang artinya: “Apabila seorang
laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya
dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, terbukti bahwa selama ini Penggugat telah merawat dan
membesarkan anak dengan baik, disamping itu Penggugat berkelakuan baik dan
tidak pernah terlibat dengan perbuatan kriminal;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka Majelis berkesimpulan bahwa demi kepentingan terbaik anak dan masa
depannya, maka hak asuh anak sudah sepatutnya berada di tangan Penggugat
sebagai ibu Kandung. Oleh karena itu, gugatan Penggugat pada petitum angka 3
(tiga) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan
azas lex spesialis drogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkara
ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum
dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Gustian bin Jamahir)
terhadap Penggugat (Wira Siska Wati binti Busnar);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang
bernama :
4.1 Alfan Fadil, lahir tanggal 06 Agustus 2000;
4.2 Gionola Gustian, lahir tanggal 06 Agustus 2001;
4.3 M. Abil Arya Wiguna, lahir tanggal 06 Agustus 2001;
dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi
anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Solok pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan
tanggal 7 Dzulgaedah 1443 Hijriah oleh Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua
Majelis, Ahmad Hidayat, S.H.l., M.H. dan Muhammad Illham Al Firdaus Lubis,
S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yosmedi, S.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Muhammad llham Al Firdaus Lubis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yosmedi, S.H.

Rincian biaya:
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1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp180.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00
JUMLAH : Rp300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)
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— Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Solok memanggil kedua
belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama
Solok pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas. Selanjutnya
agar diserahkan kepada Termohon sehelai salinan permohonannya, dengan
diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang
ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan
diajukan pada waktu sidang yang diagendakan untuk itu.

— Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara

dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.
Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 10 Juni 2022
Ketua Majelis,

w
ZulkiflpFirdaus, S.H.L.

Dipindai dengan CamScanner



PENETAPAN
Nomor 196/Pdt.G/2022/PA.Slk

Ketua Pengadilan Agama Solok telah membaca surat permohonan
Pemohon yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-court dengan
register Nomor 196/Pdt.G/2022/PA.Slk Tanggal 10 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan secara Elektronik.

Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok Nomor
W3-A7/605/HK.05/6/2022 Tanggal 02 Juni 2022 Tentang Susunan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Solok Tahun 2022 serta ketentuan-ketentuan hukum

lain yang berkaitan.

MENETAPKAN
1. Zulkifli Firdaus, S.H.l. sebagai Ketua Majelis;
2. Yani Arfianti Siregar, S.H., M,Kn. sebagai Hakim Anggota;
3. Muhammad llham Al Firdaus Lubis, S.H.l. sebagai Hakim Anggota;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Solok

Dipindai dengan CamScanner



‘lejluag jeqefed

2202 udy 10 oS

- - - - - - - M M - - uswnyog zl 00l sems 1seyiidy ueiadejed ueeuesyejed| g
A B B ; i ) ) ) ) uedejeueduesmnd
P p teibmiog ooy ook ueuyjes ueyelefued ueeuesyejod 4
- - - - - - - M A . - uswnyoq Gle 001 10409 e uBenquied ueeuesyeled| ¢ vieyied ueBuep uepesieq
BueA jeins-jeins uejesejelued epes
eieyled |sensiuwpe uep sjuye) Buepiq b
1p ueBunynp uepequwed eAueuesyeps |
- - - - - - - IS M - - uswnyoq Zl 001 npjem jede) eieysed uejesejedued ueeuesyeled| 7z
A N B ; B ) ) i ; uejeBng ueesepuedey |p eseyied
» g veumyod el o0 1seyysjujupe |sBuny sebn} ueeuesyejejeuay 4
) 7] () (s) {v) {e) @ (0]
(yesdns wefep) $3aa _ AON _ M0 _ d3s T:o,;_._:a ~ INAP _ 130 — ma<1~ YVN _ €34 ﬁzﬁ. SYLILNYAN
NVNLVS 139uv1 NLNWN 1398V1 VIYINIX HOLVMIANI ON NV1VIOIN NVAVSVS ON
_! NVUYOONY NOVd NVIVSTTIANTd NINVM
MOT0S VINVOV NVTIaVON3d

0202 smisnby 61, : TYOONVL
020ZNNAMS/MZS/BLS - JOWON

VISINOANI XI1aNd3d ONNOY HYWYIHYIN
SIIV.LIANIS NYSNLNGIN NVEIdAYT

NAIAIONI VYN NVIPNVRE3d "ITNINEOd




5 %1 WTaNDI NYIVY0 VI
16 a8l 28 uswmjog ¢ 0 001 uswnyjog | 0 1BJad epje :ENDQE@Q ueeuesyelod l
(6) ) (2) [C) (9 (v (€) @ ()
VNG [5VaIa NYONNLIFONGa) | (IGVS1vad SVLIVIY + L309vL [ NINAVID | 10dLno/INvI ARV | INALNO/NVI
YPHIND NYIVdyD IYTIN SVLITYNY) NVONNLIHON3d ISVSI V3 . JERT) N kit i e

16 £81 VraINIM NYIVdYO IVIIN
§'16 €8l €8 usunyog | €} 0 0oL uswnyoq | 0} 0 Buepis essjued uep wiyeH sijelely epedsy elexied ueisnquisipuad|
16 a8l 4] uswmjog | €l 0 001 uswnyoq | 0} 0 Buepis ey uedejsuad yejeousiy| €
16 z81 28 uswnyog | ¢} 0 001 uswnyog | 0} 0 e)is ninp uep [uebbuad ess)iued uedejauad yejaouspy| 2
§'l6 €8l €8 ueumyog | €l 0 00l uswnmjeg | 0l 0 uwinjeH sielepy uedejouad Jejeousiy| |
(6) (8) (1) O] (9) () (&) @] ()
NLAWAYNN | LNdLNO/LNYNY NLAWAYNN | LNdLNO/LNYNN
(vNa 19v81a NYONNLIHONId) | (ISYSITY3d SYLITYNY + L30YVL NYLYEYF SYONL NYLYIOI ON
YIYANIM NYIVdYD IVIN SYLITYNY) NVONNLIHONId 1SYSITY3Y MY 139¥v1 MY

16 [4:13 YIEINIY NYIVAYO IVIN
wiyey siefew ueynfunuad uedejsuad ueylesepiaq wiyey sijelew enjey
e €8l €8 vewrbed | &l 0 00 velned ¢ Ol 0 epeday ueysniayp ynjun Jajsibaup ueje) Buek eiexiad [snquisip ueeuesyeldd L
16 181 18 uswnyjog | L 0 00l uswmiogq | g 0 (wnyny eseny) eseny| jeing ueleyepusd| 9
16 18l 18 uswnyog | 0} 0 001 uswmyog | 0L | 0 uenpefuag Uep seuloju| Uueewususd| §
16 281 28 uswmjoq | €1 0 00l uawmjeq | 0} 0 eieyiad eAe|q Jefued uelisyeusd ¥
lequIey Uenefujuad Uep |sesey Bulpueq
06 08l 08 ueumeq | 0 0 00 uewmiog | ot 0 ueyuoyoup BueA eleyied seyiaq uewibuad uep ueeewlsusd ueeuesyeled ¢
26 £8) €8 uswniog | ¢l 0 00l uswmiog | 0l 0 un03-3 uep dd|S 1seldy wejeq o) ueleyepuagueinduibusd| g
16 281 28 uswnyoq | €I 0 00 uswmyog | 0} 0 19zZi8/\ UBP LBUOYOWIa ‘UeleBng) eieyiad Uelgjepua ueewlausd| |
{8) ) ) (9 (g) [C) (€ @ )
(¥Na 19vaId NVONNLIHONTd) | USYSIvId SVLIYMY + L39uVL | NLNWAYIY | INdLNO/LNVM NLAWAYNN | LNdLNO/LNYNM
YIEAND NYIYdYD IYTIN SYLITYNN) NYONNLIHONI ISYSITvay d 1394V.L A RULYEy SvanL vy R
0[S ewieby uejpebuag elleyjun] g
Uejipeiad Bieyied Sieuy uejeger| ¢
e/||l /epnp eleuad| Buenyjooseybued| ¢
0101 £0220Z 0150.66) diNf ¢
‘H'S ‘uled ynwpy euweN| |

MO70S VINVOV NVTIAVONZd TidIS [4393N IVMVO3d
NVNVING VLAINIM NVIVAVYD NVIVIINId AITNNRIOA

20z 18 - Leing



I'HE 'V

200 4212102 §260.

(reg yebueg)
£0°L6 13N NYINg YraaNIM NYIVAYO TISYH
00'L6 uedejeusd/uesmnd ueulies ueyelehuad ueeuesyejed| ¥
00'16 0028} 12190 e UBlenquiad ueeuesyeled| €
§z'L6 05281 npjem jeds) eseyied uelessjekuad ueeuesyejed| g
98'06 12181 uejebng) ueesayueday Ip elesiad iselsiuiwpe 1sbunj sefin) ueeuesyeleleuad L
(vna 19v81Q NYONNLIHONAd) | (ISYSITYIY SYLITYNY + 139YYL
VIENDI NVIVAYO IVTIN SYLITYNY) NYONNLIHONId VRN vl Helvios ON
2202 1¥dV NYING VIYANIX NVIVdYO NVIVIINId ISVINLIdYXIY
06 08} VYIYANI NYIVAYO IVIN
06 08l 08 uswnyod | 0 0 001 uswmiog [ L | 0 SYMIS Iseyiidy eped uenpebusd iseuloju) ueinduibusd| |
(6) (8) () (9) {9) ) (€) @) (1)
(¥NQ 19V8Ia NVONNLIHONSd) | (ISvSIvay SvLrvy + Laouyy | MEIWTIVIA | INAINOLNYAX - NLAWTYA | INALNO/LNVNN = N —— B
VYIrYaND NYIVAYO IVIN SYLITYNY) NYONNLIHONI ISYSIvaY 139MYL

16 28l YIYINIM NYIVAYD IVIIN
eleyladiaq
16 a8l a8 veunea | ¢ 0 00l ueuimieg _ 0 yeyid eed epeday uedejsuad/uesnnd ueuies ueyeleAuad ueeuesyejed F
(6) (8) (/) (9) () (p) € (7) (1)
NLAWAYNM | LNdLNO/LNYNM NLAWAYOM | LNdLNO/LNYNM
(¥NQ 19v4IQ NVONNLIHONId) | (ISYSI vy SYLITVNY + L1394vL - - KR SPET REE ax
YrYANDI NYIVAYD IVTIN SYLIVNM) NVONNLIHONId 1SYSITY3Y 13OuYL




€00 | 709002 §0Z01861
PNV 'OLRVIYE3d

dIN

yojog ewieby uejipebued
eseboy jesy ueejojebuad uep uejoyojaidey uzbunyBuy 1p eusieseld uep eueles Euss
i3 r , teuintog ¢ 00 ‘diste Jeinfus Jeuns Lesun ueeuesyeled 4 eisnuew eAep Jequins ‘veBuensy ‘isesiuebio 4

‘isensiuwupe Buepiq ip uebunynp veLsqad

(8 7] (o) ] (¥ (e (@ (1)
(yerdh werep) 530 [ non [ 1o [ aas [snov ] ror [wer | an EIEE [ o .
NVLYS ww.w_muﬁ._x E:M@ N VYIH3NIY HOLYIONI ON NYLVIOIN NVHVSYS ON
NVYVOONY Novd NYIVSITIANId NINVAM

020z snmsnby 61 : IVOONYL
0Z0ZAINANS/MIS/BLE - HONON

VISINOANI %IT8Nd3d ONNOY HYWYNHYN
SIYVLIENIS NYSNLNdIN NIV

MOT0S VAVYOV NV1IaVON3d

NAIAIANI YIHINIY NVIFNYrd3d




jieg jebueg)

enp Beqip nje} g woiox Lep yapwnf LeBUSP 18P 6 WY Bped ‘6

1sesieel seyeny yequeyp b seyieny esgjue usBumiyied Lebusp 1sup g Wojoy eped '8

eAuuRing mes wejep ueynye)p BueA ueyeiBey eliouiy usiedeo ysey uemes Lep eszjustied ueBuBp 19D £ WolY BpEd L
elioupy ueieded |sey LB Ueres LeBUSP 191P  WO[OY BPeq 9

LosEjuasied, ednieq sejeny ueinyn ueyeunBBuew BueA wlieury uerede 1865 Lebuep 181 G woioy epRd ‘G

Juejwni, ednueq sejpeny uenyn ueyeunBBuew BueA elieur ueedes jebie) veBuep sip y wojoy epad

musyie; uosbun ueisgel nyBuswer Busk Beq 1pas BxBue @y LRBUBP 1P € WOOY BRYY 'E

uejeqe aBun) uep sebr Lneuesyeled 1x:0) UjeiDex Laeses 18P 2 Woioy Bpeq 7

TN JowWOL 8P | WO[OX BPYY '}

“isueq [eBees LEmpe seeip Ueicue) depayse] uesBusd usseiolusy

musyiey jeucsBuny uepsge] nyluswew Buek end Beg iy .
tumeed

8826

2202 120 NYING VRSN NYIVaYD TSVH

W

UR[Cy010:09% 'd13E JEINAUBLY 1BJNG UGSTN UBGUESYERd] |

(Y@ 19v8I0 NYONNLIHONES)

(ISVSITy3Y SYLITYNY + LIOUYL

NVLvEVI SYONL NVLVIO3M ON

YIUIN NYIVAYD IYIIN SYLITYAM) NYONNLIHONI
8826 1§64 YIHAN NYIVAYD IVIN
£6 981 98 usunyoQ 3 0 (4] ualumjog L 0 ugloyoloidey uebusp jnyBuedudw ueyeq usydeiluen| v
526 [ 8 uswINeq o 0 00l uawnyog s 0 umeinsied uebusp ynybueduew Buek uewnyop ueydisieBuen| €
6 9l 08 uauinyoq 201 0 0oL uauInog 561 0 (13dIS) uingsad jseyjdy Eped jenjey uep ynsew jeins Induiduei| 2
£6 98l 98 uauIneq oy 0 004 usuinyog S 0 ANSELL JRING UBKISNGLASIPUSLW UBP |8Yoj@Auew ejeauen| |
G ® W © ) W | © ‘ @ - W
(VNG 9VEIO NVONNLIHONIS) | (ISVSITVaY SYLIvv+ 130wy, | LWV ANLNOILNYI st ANGLOOILNYIA
YIEINI NYIVAYD IVIN SYLITYNM) NYONNLIHONTd - ; w et - S o i Ll e
18YSITYI 1394v1

‘ |

oo ewedy c.%-!.a oy un| g
 udisszey BEURly  umeger| ¢

o1} / nyeBuag T Busngroonibued| & |
400221020222108681 o dN| 2
T ———y , ewen| 1

2202 19N : ueing

NVYNYING YIE3IND NYIVAYO NYIVINZd




coocciel

0C £€260/861 dIN

I'H's <Q€ﬂqw’.<m

‘lejluad jeqelod

220z ludy L0 “ojos

lBjlued Jey

- - - - - - - - - uawnyoq Gle 001 Jisey| njuequiag ueeuesyeed| ¢ i
. ’ - : - - - - - uawnyoq 7l 001 npjem jeds) eiexsed uejesajaiuad ueeuesyeed| z
eeyed ueBuap ueyeyieq
A uejeling ueeiejuedsy) Ip eseylad BueA jeins-jeins uejessjedusd euss
. A A - - | uewnyog ) 001 b ,
|sesisjujwpe 1sBuny seBny ueeuesyejejeusd eaeysad |seljsjujwpe uep sjuye} Buepiq
1p ueBunynp ueuaquiad eAueuesyela]
® () () (6) (#) {e) (4] 0]
(yerdna wejep) $3a _ AON _ MO _ d3s _ SNov _ ne _ INAP _ 13N _ ydv _~_<: _ g34 _ NV SYLILNYAYM | ninm
NYNLYS 1398v1 | 139uvL VIYINIM ¥OLYMIGNI ON NVLVIOIY NVHVSYS ON
NVYVOONY NOVd NVIVSITIANId NINVM
MOT0S VINVOV NV1IAvONad

020z smisnBy 61 : TYOONYL
0Z0Z/NAMS/HAS/SLS - HOWON

YISINOAN! YI18NdTd ONNDY HYWYMHYIN
SIYV.LIUNIS NYSNLNdIN NYHIdAYT

NAIAIANI VIY3NIXY NVIFNVYrY3d 91TNINGOA




(6)

)

()

(9)

(©)

()

(@)

)

(¥Na 19v81a NYONNLIHONI)
VIY3NIX NVIVAYO IVIN

(ISYSITv3y SYLITVNY + LIDMYL
SYLNYNM) NYONNLIHONI

NLAWAYNM

1NdLNO/LNVNM

NLANYNM

1Nd.LNO/INVNA

ISYSITvId

1394v.L

NVLYavr SYONL NY.LYIOIN

16 281 YrYaN NYIVdYO IVTIN

16 4 a8 uswnyo@ | | 0 001 uswnyog | 0l 0 Buepig elsjiued uep wijeH sijsfej| epede eleyiad uzisnquisipuad|

16 418 4 uswmjoq } 0 001 uswmieq | 0l 0 Buepis ueH uedejpuad yejeouspy| €

16 28l a8 uswnyog | | 0 001 uswinyog | 0L 0 ejis ninp uep juebbued eisjued uedejousd yejeousyy| ¢

16 8l 4] uswinyoq l 0 001 uswmjoq | 0l 0 wieH sialepy uedejeuad yejeousyy l

(6) 6] 0] [®) (S) () (€ @ (D)
e | e [N Lo {UWIoe Deol [ o

VrY3NIX NYIVAYD IVTIN

SYLITYNY) NYONNLIHONd

ISYSITY3d

1394vL

16 18l YIIaNM NYIVdYD IVIIN
6 L g Jwumea | g | 0 | oo |00 |0 | 0 | gy i amn o s sk e e | £
06 08L 08 uswmioq | 0 0 00} uswmjoq S 0 (wnynH seny)) eseny| jeing ueieyepuad| 9
16 181 18 uswmjog | €l 0 004 uswnyog | 0l 0 uenpebued uep Isewloju| ueewlauad| &
16 41 4] uswimjog | ¢l 0 001 uswmjog | 0L 0 eieyied efeq Jelued uelisyeusd| ¥
\6 8l /8 s 0 00 uaimyeq 1 01 0 uexuoyowip Buek eieyed sexiaq cw_ﬂd%mmwﬁﬂmﬁmwm_nwmw_wmmmur._w“_v_ﬂ__wu €
16 413 8 uswnyoqg | €L 0 001 uswnyog | 0l 0 HnoD-3J uep ddIS Iseyiidy wejeq oy ueleyepusdueindubusd|  z
16 8l 28 uswnyoq | €1 0 001 uswmjog | oL | 0 Joziap uep ueuoyouliad ‘ueleBng eiexiag Uele)epUaY UBewlaUay| |
6] 6] ) © ) () &) @ )
(¥NA 19Y8Ia NYONNLIHONd) | (ISYSITYaY SYLIIYNM + L3DHVL | NLNNAYAY | LNdLNO/LNYNM W NLAWAVAA | 1NdLNO/LNYNN e NYLYEYF SYONL NYLYIOIN oN

yojog eweBy uejipebusd eleyuun| g

ue|ipeBuad eieyiad sifeuy uejeger| ¢

g/||| / epnjy ejeusd| Buenyjooneybued| ¢

600 ¢ £02¢02 52219661 diNl] ¢

"H'S ‘Mind BpuIpy eisejseN BueN| |
CC0T 19 - uejng

NO7T0S YINVOV NVTIAVONId TidIS I[M3D3IN IVMVYD3d
NVNVINE VIY3aNIM NVIVdVYD NVIVIINId diTNINYOA




GO0 | ¢1600C 0€ 19861 "dIN

[ejiusd Jeqye
¢C0z Henuer ¢ jojog

&
uebulep TEEN SN
r P P e o 0ok uep i} ueeunbbuay BuLiojuopy asejussiad — ueejojeBuad sejipjel3 ueieyBuiuad _
® 0] ) (6) {r) &) @ 1)
(yeidn. wejep) S3d _ AON _ Do _ d3s _m:0<_ nnr —_z:_, — E[] _ udy _m<§ _ 934 _ NYP
NYNLYS mm_w”«mx wamak VIHIND HOLWYIONI N NYLVIOIY NVHYSYS ON
NVHVOONY NOVd NVIVSITIANZd NIVM

020z smsnby 61 : TYOONVL
020Z/INIAMNS/MISILS - JONON

YISINOGNI XI18Nd3d ONNOV HYWYHHYIN
SIHV1IdNIS NYSNLNIN NVHIdWYT

MOT70S YAVOY NYTIdYON3Id

NAIAIGNI VIEINIY NVIPNVrE3d




.

.
‘epiued
-

\

1986

Jedefed

2 e
500 1 216002 0€

I'H'S ‘A yeug) :ﬁ@

¢_.. e N\

.,rmy

enp 16eqip nje| g Wojoy uep yejwnf ueBuep Isip 6 WojoY eped 6
1Sesijeal Sejeny yequelp Jobie) sejiieny elejue ueBunyyied ueBusp ISip g Wwojoy eped ‘g
eliouy ueieded ueiesasjaAuad npjem Jiyye eped Jsipoayo esed uebusp Isiip / Wojoy eped */

(ifeg jebueg) | S/ d
€626 ~ 050581 2202 I3N NVING YIYINIM NVIVdYD TISYH
€56 5w 08058l MILSILVLS NV ISYWHOANI ID0TONMIL NVVI0TIONId NYYNYSHYIEd| |
(YN 19Y8ia NYONNLIHONId) + HQOE. Svy1ivny)
VNI NYIVAYO IVTIN NVONNLIHONId NELedvE ey LN IYIBN ON
2202 [3N NVINE VIYIND NVIVAVYO NVIVTINTd ISYINLIdYIIY
€526 05'0581 eliaury ueiede?) 1ejiN
1sewloju] 1Bojouya]
é5 ¥l ¥ uejelb) € 0 00} ueielbo) € 0 ueBuap ueyexyiaq Buek yeins-jeing ueydisiebusyy uep dasuobuapy 04
5’26 g8l g8 uswmjoq g6 0 001 uswnyoQ 66 0 |eisog eIpay uajuoy) uesapusiy| 6
G'z6 g8l g8 uswnyoq g1 0 001 uswmjoq G| 0 aseqejeq dn yoed| 8
G'z6 g8l a8 uejeiboy | 0 004 uejeibay| | 0 wooz JojesedQ ipefuspy| Z
G'z6 a8l a8 uejeibay | 0 001 uejeibay | 0 a0UaI8jU023|8) 0apIA Iseinbyuoy| 9
Gz'z6 a8l S'v8 uejelbay g 0 001 uejeiboy 0 [By0 Janiag oy iseydy isejuswajdw)| G
526 a8l S8 uejeibay| / 0 001 ueelbayl / 0 iseusioju| 16ojouya | yexybuelad Bugooyssignoil|
5'z6 g8l i) uejeiboy ¢ 0 001 uejeiboy ¢ 0 MISY qoM isexidy ueejojebuad| €
G'Z6 g8l a8 uejeibey g 0 00} uejeiboy g 0 [exo] @Y aysqem iseyyde isexyydng| ¢
G'c6 18l /8 uejeiboy 0 001 uejeibay ¢ 0 iseydy Buibbngeg| |
(6) (8) () (9) (9) () (€) @ (1)
(ISvVSITvay SY.LYNX
zz,wﬁ_wwm_%ﬁm%%ﬁnu& + 130uvL svinyny) | (VIVIDL | ANINOUNVIDEY o AAWIVIDE | LNALAOINYA |- o NVLVEVF SYONL NVLVIOIN ON
NYONNLIHONId ISYSIV3Y 1398VL

NVNVYINEG VIY3INIM NVIVdYO NVIVIINId HITNNYEOA

yojog eweby uejipebuag ey un| ¢
ewepad Ijyy Jayndwoy| ejeueld ueleqert ¥
€/|I| ‘epnj EJRUSd Buenyjooeybued| ¢

600 2102029090966} diN] ¢

woy's ‘eyunkewyey imq eweN| |

»11dIS [H393N IVMVO3d

¢C0C 19N - uejng




uedejousdjuesnynd
r & r p r touroiog ey 004 ueujjes ueyeiekuad ueeuesyedd 9
MLor M ] s M| vewneg 59¢ 004 {2100 EDYR uBIEnGUIed useUESYRld| G
MM M| M| M| ueumiog 0z 004 wad ¥
! ! yede; vavyed uvjesejefued ueeuesyeied wnyed ueBusp usyeieq
BueA jeins-peing uejesejoiued eues ,
wiyed disse ueeseyjowed wimped [seasjupupe uep sjuje) Buepiq
r M r d M usunyog sty 004 uep ueuedwidued d o] € 1p usBumynp uepequed eAusuesyepey
wieyed uesodejed
MM Al M| M| veunieg i 001 S i e o], &
useimpedey ynsnmns eep ueifedued
MMM A A A 4 004 uep ueejojpBued ‘vejndwnBued veeuesyzeg|
®) 7] (o) (s) (v ) (@ (1)
(yejdru wejep) S30 { AON | IMO | d38 [SNOV | 1IN’ | INNF | 13N | ¥dV | ¥V | 834 | NV
[ o [ 40 | a6 Janov] rwe | e | om [ ua | | i | Nvnys | STLIRVIDE D o VFHINI HOLVHION] oN NYLVIO3N NVHVSYS oN
| wvavooNy novd NVIVSITIANIA NLOVM L) 139WV,
Y0108 VIWVOV NVTIGVONId

0202 smsnBy 61 : IWOONVL
0Z0ZMINAS/MIS/BLS - HOWON

VISINOGNI ¥T8Nd3Y ONNOY HYIWYHHVYI
SIHVLIHNIS NYSNLNdIH NValdNYT

NAIAIGN] VIEENIM NVIPNVRYEd ¥ITNNYOA




161 YIYINI NYIVAYD IVIIN
061 06 uewntod |9z | 0 00l uswmjogd |66 0 | ddIS sexide eped eiessed disie ejep Ajue uep disie isesijeybip ueeuesyeled| Z
161 16 uewnmjod [9Z | 0 00l uswmog |81 0 eieyied disie ueeseyjjewsd vep ueuedwifued ‘ueejeusd ueeuesyeed| |
(8) ) )] (g) (t) ) @) )
+1308VL SYLIVNM) | NLOWIYNY | LNdLAO/LNYNM ALAWYNY | LNdLNO/INYAM
NVONNLIHONId ISVSITYId i 1394VL ad HYLVAVTSHRIL N VIOt o
eleylad djsie ueesey)jswed uep ueuedwiAusd ‘ueejeusd ueeuesyejad Jojeyipu|
161 YIYINIY NYIVEYO IVTIN
161 16 uauinyoq 110 00l uswnyoq 110 eleyled ueeepesy ueuejng uelode| uewiliBued uep ueunsnAuad ueeuesyeed| |
(8) [ ) ) () (€) @) (1)
+ 139¥VL SYLIVAM) | NLAWAYOM | LNdLNO/LNYNM NLAWAYNY | LNdLNO/LNYNA
NVONNLIHONId ISYSITY3d -l 1394Vl d NNV FSYSIL YD 2 N
eieysed uelodejed ueliiBued uep ueunsnAusd ueeuesyejad Jopeyipul
081 YIYANIM NYIYEYO IVTIN
061 06 uejelfey L 10 ool uejelboy L lo eleyiad ueepesy ueuging yisiels ejep uelfeAuad ueeuesyeed| |
(8 W) ) ) () £) ) ()
+ 139UYL SYLIVNY) | NLNWIYOM | LNdLNO/LNYNM NLAWAYNY | LNdLNO/LNYNA
NVONNLIHONId ISYSINY3Y s 1394vL i MRS Bl
ueesesadey yiisizels eyep ue|leAuad uep ueejojsbuad ‘uejndunbusd ueeuesyejed Jogeyipuj
Yojog euweby uepebuad| eleyun| g
winyny epnjy eisjiued uerqer| ¢
PAll | L eleued floaexbued| ¢
2001 ¥09002 £201+861 diN| 2
‘H's "efesdueg Bunby juoyyes3 BLBN| |

MNOT0S VAVOY NYTIAVONZd TidIS [H393N IVMVYO3d
NVNVING VrH3aNIY NVIVdYO NYIVIINId dIMNNYOS

¢20T 13N - ueing




g6 061 VIME3NIA NYIVAYO IVIIN
g6 06l 06 uswnog |67 | 0 00l uswmog 10€] 0 [ei80 ey uejenquied ueeuesyejed| |
(6) (8) () ) (9) () &) @) (1)
VNG 19VEId NYONNLIHONSD) | + 1399VL SVLIVAN) | NLOWIVNY | LNdLNO/INYM ALOWAVIY | LNdLNO/LNYI
VIINIY NVIVAYO IVIIN NVONNLIHONId ISYSITv3d - T3ouvL Ay IR ERS RIS ON
[eJ99 B}jE UBjenquad UeBUES)E|9d lojeyipu
g6 06l YIYINI NYIVAYO IVIIN
sningd Ye|elag LeH njes uesdissy 1g yniun wnsinH
9% el \6 Sl RS L oot uswmog 12k 0 epn euelued epedey| isenuily ip yele] Bue, eseiay sexieg ueyelafusd ot
g6 061 06 uswnjod | 8 |0 0ol uswmog |2 0 uexeaeqiq uesning Yejeles e neg eiedied sexisg ISeInuly UeeUEsERd| 6
Isejnuly uep
56 o8t 06 usuimiog 810 oot waed jakyw smindiq) elespiad uebueq ledweg eleyiad seyleg ueuedwiiuad ueeuesyefed 8
96 161 16 uswnyog | ZL |0 0oL uswmeg |81 0 }n0Y-3 uep ddis Isesidy Wejeq ey uebuepisieq depeg ejeq ueindubued| /
. puebbued
g6 s 06 uswmod 19 10 0ok med §10 elisninp/epsning epedsy) uesning UBnyejisguad uslunisu| ueyesafued 9
g6 06l 06 uswinyo(] glo 0oL uswnyog |2 0 nuefbuag eysninp/eysnine epedey Buepis uepbbued usunigsu) ueyesshued| g
96 16} 16 uswmed |2l |0 00} uswmjog 81| 0 Buepig eseoy e)lieg Uelenquiad| ¢
G6 o6l 06 uswnyog |21 |0 ool uswmeg |8k | 0 nuebBued eisued 1ebeqeg Uebuepisiad ueeuesyeled| ¢
il — uebuepisied
g 68l 68 taded el 10 ook a8k 0 wnjeges UeH Nes dd|S eped Jepusien uno?) uejsibusy ueeuesyeled ¢
G6 06l 06 uswnyo |2t | o 00l uswmjog |8l 0 uebuepisiad ueelefibusjeiusy uedeisiad ueeuesyepd| |
(6) (8) () ) g (v) ) @) ()
(VN 1OVEI0 NYONNLIHONTd) | + [394VL SVLIVAY) | NLOWIVAN | LNdLNO/LNVNN NLAWAVYNY | LNdL1NO/LNYNA
WrHINY NYIVAYO IVIN NYONALIHON3 ISvSvas b [EEI) - ik o
npjem jede) eieyied uejessjeAuad ueeuesyejod lojeyipu|




eyl v,
(reg jeBueg)
66 2202 13N NV1NE YPYINIM NYIYdYD TISYH
o8 uedejeusd/uesnynd ueijes ueyeleAuad ueeuesyeled| 9
G6 18489 epje uejenquiad ueeuesyeed| g
G6 npyem jede) eledied Ueiess|sAusd ueeuesyejed| ¢
6 161 elexled disie ueeleyjewed uep ueuedwifusd ‘ueejeusd ueeuesyejed| ¢
9% 161 eleyJed uesodejed uewbuad uep ueunsniuad ueeuesyeled| z
G6 061 ueeJesiadey yisne)s ejep uelleiued uep ueejojsbued ‘uejndwinbuad ueeuesyejed| |
YNQ IOVEID NYONNLIHONId) |+ 1394vL SYLITWNM)
YIEINIM NYIVEYO IVIN NVONNLIHONId NI SO NV LT -
2202 |3 NVINE VrYENIY NYIVAYO NYIVTINId ISVINLIdYYIY
96 261 YIEINM NYIVAYO IVIIN
uswn uswnyo! eE s
9 c6l 26 eumeg 192 | 0 00 o g€ 10 yeyid eled epedey uedejeuad/uesnind ueurjes ueyelskusd ueeuesyzjed P
®) - ® N ©) ) ) B) ) 0
(VNQ 1OVEIT NYONNLIHONId) [ + 1399Vl sYLYnM) [ NLOWIVOM | LNJLNO/LNVNM NLAWAYNY | LNdLNO/LNYNM
VIYIN NYIVEYD IV IN NYONNLIHONId SVSIvaY l T5ouvL AR KNG SRRl Y oK

uedeeusduesmid ueujjes ueyeseAusd ueeuesyejed loeyipuj

gt

BEEIET © L

v

“



sosoud efejq ueejojebuad
A M ed o oot |sueseduesy uep sejjqeiunye ueeuesyejod ¢
eseysed uebuep
nyem| ugjieyeq Bues jeins-ieins uemsejefued|
M ., ueumeq 0L ook jede) eseysed uejeseiehuad Leeuesyejed ¢ €108 RIeNied ISBASIUWPR LBp siuye) Bueplq 4
1p ueBuminp ueequed ek 8L,
N N sse o0l p W pewped |
|sesisjujupe |sBun) sefnj ueeuesyejejeueg
@ 7] {9 ] (7 ] (t7] {1
(yeidhu werep) 530 | non | wio | aas [snov | mne | war [ an [uav Tuwn [ ez [ e SN -
NYNLVS 130%VL 130uvL VIEAND HOLYOIONI ON NYLVIOIN NvvSYsS ON
NVYVOONY NOvd NVIVSITIANId NLAVM
JOT0S VAVYOY NYIIAYON3d

0202 snsnBy 51 | TWOONYL
OZ0ZAIAMSHISALS - HOWON

VISINOQN! XNBNJTY DNNOY HYAWIHWA
SIYVLIUNIS NVSNLNGIN NV NIV

NAIAIANT YrE3NIM NYIPNYFE3d YITNINYOS




16 €61 VAN NVIVEYD IVIN
6 uswnyog 5 0 0ot ustunyoQ 0e 0 ST EAE KM DPwA TR
16 8l ueenyey lefundwaw yepns Buek eleyied sexieq ueysledusd uBBUBSYB|8d H
6l €6 uslinyog [1}4 0 00t ualinyoQ 0e 0 SHAIKON
18 € ueyenyey lefundwels wnjsq Buex elexied seyieq uevedwifuad useUeSYRjag Ok
BunBy yewesjyeyy uep eweBy 156u)) uejpeBusy
16 61 6 uswinyoq 0 0 001 uewnyoQ I 0 epedsy uesnind st ueyerefusd sejel ueiedwiedued uep yeyid ered epedsy| ¢
wnyny efedn uesnind i1 uenyepaquisd depeyse) ussemebusd ugeUesye|ed
l[equisy
18 961 6 uswnyog 0 0 001 ualnyoQ 1 0 uenefuiued uoyoue] uep isesey Uoyoue | ‘Butpueq uoyouna yeyd spedsy 8
ljequiay ueneuiued uep isesey ‘Buipueq ueejeiwed usnyeyeqlued useuesye|ed
Ifequiey uenefuiusd uep |sesey ‘Bupueq
18 €6l €6 Uewnyeg 0 0 ook Heumeq _ 0 uesuoyowip Bue esesed seyisq uewiBued uep useeLeusd useuesyejeg| ¢
1 61 6 uswinyoq Gl 0 00} uswmjeq 09 0 ueieBnB eseied uesmnd usulies uesuIwed depeyie) ueuele|ed ueeussye|eq 9
ApeY yepn
18 €6l €8 uswnieg | ot 0 0ok veunyeg | sl 0 Bue yoyd eied epadey ewewed jexBuy uesrind (31 uenyeyiequed useuesyeieg| °
IsenuIp
16 £61 €8 ueunyoq | €1 0 004 weumieq | og 0 uep snindip yepns Bued vieyiad sexieq flequey Usewyieued useuesyeieg|
wipfey siefew ueynfunued usdelousd ueyiesepieq wiyey silslew enjey
18 6l €6 ueunyog | &¥ 0 oot vewnyoq | oe ° Bpedey uBySnUBlp Yruun saysiBeurp yeje) Buek wiexied snqusip useuesyBreg| ©
18 €6l €6 usunyog 14 0 00t usuimjeq 0 0 ueieBnd eieed 1sensibe useuesyEied| 7
16 £61 6 uswnyoq 13 0 001 usuinyoQ 08 0 ueyeBnB eiexsed sexieq uedesBuejvy ueysejeusd ‘uesyuewed useuesyeed| |
6 (@ () © (¢ (t) (] @ Y]
(YN0 VIO NVONNLIONS) | (SVSITYEY SwLrtor + s3ouyL | MLONTVIY | ANUNOANYIM | ) AUAWTYOY | LndLnouswny " T TT— -
YIEIN NYIVAYO IVIN SYLITYAN) NYONNLIHONIY ISYSITvaN 13981
uejefing ueeseyueday |p eieysd (sensjujwpe jsBuny seBng ueeuesyRRIRUSy 4 ellaupy Jojeyipy;
ueeieyuedey eheyuun| ¢
ueiebng epny vieyuey umeqer|
Gl L epap Bleuey BuenyjooaeyBueg| ¢
200T 2H210T £260.851 diN| 2
TH'S "ephsny eypey BueN| |
20T 18- Ueing

Y0708 VIWVOV NYTIAVONI TidIS IM3DIN IVMYDId
NYNVING YIE3NIM NVIVdYO NVIVTIINId HITNWSEOA



(Mieg jeBueg)

19'98 68'92) 130 NYING YIYINIM NYIVEYD TISYH

$L'9 05'¢8L npjes jede; erexiad usiessjeiued ueeuesyeed| 2

65'96 81'¢8l ugjebng ueelsyueday| Ip eiexied [seasiurupe isBuny seb useuesyegleusd| |
(YNQ 1OVEIQ NYONNLIHONId) | (ISYSITY3Y SYLITYNY + 1398VL

VIE3AN NYIVAYD IVTIN

SYLITYNY) NYONNLIHONId

NVLYBVI SYONL NYLVIOIH

ON

20T 13N NVING YrHaNIN NVIVAYD NVIVIINS ISYINLIdYHEY




‘ejiued 1gas{ed
2202 Lenuer g0 pioiog

g >
00°000580°¥Z°¢ wal N N M uswnyog 2 00} uebuensy) ueejojebuad| 2 »,/!..x. ) j0j08 eweby uejpebuay
ueBunxBui ip eueieseid uep eueses elss
eles ‘ueeyeisndied 'uejoyojoidey eisnuew eAep Jaquing ‘uebueney ‘Isesjueblo| _‘
IS M IS uawnyog 4 001 ‘ueueweey ‘eb6ue; yewns ‘vedeyBuslied| | | yseqsiuwpe Buepiq Ip uebunynp ueLBqWRY
‘disse ‘JesnAusLu JINS UESNIN UBBUBSYRIOd
(@) @ (©) (©) (¥ fe) ) 0]
(yerdns werep) 53 | non | 1o | aas [snov | e [ mer | an [ uav EIEAE T—
NVALYS 139uYL 1394VL VYIY3NIY OLYMIANI ON NYLVIOIN NYEYSYS ON
NYHVOONY NOVd NYIVSITIANI NIMYM
HOT0S YINYOVY NV TIAVYONId

020¢ smsnby 6} : TYOINYL
O0Z0Z/MIAMSMISIBLS : HONON

VISINOGNI MIT8Nd3 ONNOY HYWVHHYIN
SIAY.LIAMIS NYSNLNdIN NVHIdNYT

NAIAIONT YIEINIM NVIPNYrY3d




696 6626 VYIYINIM NVIVAYD IVIIN
. ueBunyBuy| ueyisieqey|
' €6l £6 uesode ! 0 001 ueiode 1 0 S O N WA FYRMONN| -
6% £6) €6 uejeiboy| 13 0 00} uejeiBey| 3 0 edip ueseBBue Asuow uexeuesyelpN| 9
. ‘. S ejeibo Jojuey euesesesd
¢9% 726 veh H o 0 oot ueietbo s 0 UEP BUBJES BIaS UBURLLIEAY UBP UBQIHSIaY ‘UBYiS!eqey JOHUoWSH §
§'%6 €6} £6 uswimjoq 4 0 001 uswnyoq 14 0 d uesode) Buuoy 14
§'% €6} 6 uswnyjoq I 0 001 uawnyoQ ) 0 ueeipasied Bueieq uesipesielay Bupoyuowsyy] ¢
‘ uebueney]
9% €6t £ s ' 0 00 L _ 0 uep wnwn uebuep iybueiusw BueA uewnyop uedisiebued uesnyelon ¢
SL'9% G'e6l §'6 uswnyog G4 0 004 uswmyoq 29 0 Jenjey neje ynsew jeins ueeojebued Buuoyuowsyy| |
(6) ® %) (9 © 0] ) @ )
(VT 1OVBIO NVONNLIKONA) | (ISSITva SvLrvnyt+ 13ouvy | M4V LNdLNOINYY ALY LNdLNOILNYI
VPHEND NYIVAYD VTN SYLITYAMY) NYONNLIHONZd o Ay NyLYENT SYONLNYAVIODE oN
1SYSITVIY 130¥vL

NVNVYINEG VIYINIM NYIVAVYO NVIVIINId

yojog eweby ueppebusy elisynl §
uebuenay uep wnwin ueibeg qng ejede) vejeqer| ¢
i 1 Ereued Buenyjooneybued| ¢
€00 | $09002 50201861 dIN| 2
PAY 'ojieuqe BuRN| |
220z 19: ueing



(ijeg yebues)

05'% \ 66261 2202 13N NVINE VIHINIY NYIVYD TISVH
0596 NS uebuensy| ueeiopbusd] ¢
6% 6261 Bue/ese)d Uep EBURIEs eyias UBeyEjsndied UEj0y0j0idey Ueugwea) eboue) yewn) ‘Uedexbueed 'Gisie JeinAuell J2InS UBSTUN UBEURSYERd| |
(¥NQ 1OVEIA NVONNLIHONId) | (ISVSITYIY SYLIYNY + L3041
YRINIY NYIVGYD IVTIN SYLITVAY) NVONNLIHONSd NVLVEVT SYONL NVLVIOD OoN
7202 13N NYING VIUIND NYIVAYD NVIVIINSd ISVINLIGYYIY
05'% 261 VIUINI NYIVAYD IVTIN
16 61 6 uawmjog U 0 00} ueiziBay| U 0 vdiQ nbed vseipssialey Buuoyuows| ¥
% 418 6 uepebay| I 0 00} ujeiBey| | 0 seuepwoy| iseyidy eped ueieBBuy sesyesy ueinduibusy| ¢
0 0 0 uewnyog 0 0 0 uawnsjoq 0 0 dVIS-IvS Iseyisuoyay ueeuEsyeRd| ¢
59 €61 £ uswnyoq ! 0 004 uswnsoq ! 0 dND ‘7 %eq WS ueynfeBusw uep 1enquep| |
©) {8) (1) (9) (s) (%) ) ) (1)
(YNQ 1DVEIA NYONNLIHONd) | (ISYSITvad SYAITYAY + 1398V | NLOWAYAY 1NLNO/ANYAN NLONVNN 1NdLNO/LNYNY
VPYINIY NYIVAYD VTN SYLIVNN) NVONNLIHONId o w NYLYEVT SYOL NVLVIOSN ON

ISYSITYIY 1394V



2002 zlele0z €260.861 dIN

‘fejlusd jeqelag

2202 1udy 0 Hoios

i i i i 3 i B N B R R uedejeuadjuesnind
M ! usuimieq ooy 004 Jes ueyeiakuad ueeuesyejod 4
s 5 5 . 3 5 - p IS - - - uswinyoq GlEg 00L 12199 Epye uejenquiad ueeuesyelRd| ¢
eaeyiad ueBuap uejesieq
BueA jesns-jeins ueiessjahuad epes
eJeyiad isesjsiujwpe uep sjuye Buepiq b
npyem 1p ueBunynp uepaqwad eAueuesyejs )
. : : 8 : - . p M : . - | uswmieg (4] 004 ¢
jeda) eexsed uelesajakuad ueeuesyejad
i B uejeBng ueesejueday 1p eleyiad
- - - - B - A A - -
L ! vewmioq ol 004 isenysiujwpe |s6uny sebnj ueeuesyejejeuad F
{8 () () ] (v) ] () ]
(yerdn wepep) s3a _ AoN | o | a3 M snov _ ne _ INAP ” a3 _ uav | wvw | 834 | e
SYLILNYNM nLinw
NVNLYS VIYIND HOLYAIANI ON NVLVIOIN NYEVSYS ON
NYHYOONY NOVd NYI¥STTIANTA NLIYM 1394Vl | 135uvl
Y0108 YINVYOVY NYTIAVYONId

0202 smsnby 61 : TYODNYL
0Z0Z/NINMS/HIS/BLS - HOWON

YISINOANI YIT8Nd3Y ONNDY HYWYIHYIN
SIYY.LIENIS NYSNLNGIN NYdIdNYT

NAIAIANI VYN NVIPNYMYId HITNINYOA




16 z8l YIIINI NYIVAYD IVIIN
28 vswnyoq ¢l 0 00l vewnyog o 0 wiey siisfew ueynfunuad uedejouad uesesepiaq wiyey siplew enjsy J
8 L epeday ueysnielp ynjun Je)siBauip yejs) BueA elexied 1snquisip ueeuesyejad
06 08} 08 uswnyog l 0 00l uswnyog g 0 {(wnynH seny)) eseny| jeing ueleyepusd| 9
16 28l 8 uawnyog L 0 00L uawnyog 0l 0 uenpeBuay uep Iseloju| UseuILsUsd| G
16 a8l 8 uswnyog b 0 001 uswmjog 0l 0 eleyiad efelq Jelued uensyeuad| ¢
1lequisy uenefuiusd uep (sesey ‘Buipueqg
06 e G e s g 0 pelimed Ol 0 uesjuoyowp buek eseyied seyieq uewibuad uep ueeewiisusd ueeuesyeled €
26 €8l €8 uslnyog gl 0 0oL uswnyog 0l 0 1093 uep 4d|S Iseyiidy wejeq ey ueteyepuadueinduibusd| z
16 28l 8 uawnyog gl 0 00} uswmiog 0L 0 JoziaA Uep ueuoyowied ‘uejefing eleyiad Ueielepuad Ueewuauad| |
(6) (8 @) (9 (© (v) (€) @ (1)
(vnQ 19v8Ia NYONNLIHONI) | (IS¥SITvay SYLYny+ 139uyL | MEWIVAM | LNdLNO/NYIN gy | HAVI | AndAnG/NYD! " LYY SYONL Y LYo -
VIE3NIM NYIVAYO IVIIN SYLITVNM) NYONNLIHONId 1SYSITYaY 13949Y1
%0/0S euweby uejpebusy ey un| ¢
i) ejojsbuad ueleger| ¢
9|/ imebueq Bueny'jcopeybued| ¢
200 | £0220¢ 92T iessl diN| ¢
PV ‘ounueld Ipqy uolyes BuweN| |

220z 13N NYINg
Y0708 VINVOY NVTIAVONIAd TidIS IMID3N IVMVYDAd
NVNVTING VIE3INIY NVIVdYO NVIVIINId ¥1ITNNNOL



2 £l VPN NYIYAYD VTN
§'l6 €8l €8 uawnyog € 0 00} uswnyog 3 0 leJso epyje uelenquiad ueeuesyejed| |
(6) (8 () (9 )] (v (€) @ (1)
ALAWAYON | LndLno/iNvAY ALWAYAY | LNdLNOINYN
(¥NQ 19Y8IQ NYONNLIHONI) | (ISYSIIVaY SYLITYAY + 130MYL
VIRINIY NYIVAYD IVTIN SYLIYNM) NYONNLIHONd A oY NVLVEVF SYONL NVLVIOIN oN
ISYSITYaY 139wv1

16 28l VIAINIM NYIVdYD IVIIN
16 [41% 28 uswnyoq gl 0 00L uawnyoq 0L 0 Buepis essjiued uep WwixeH sijsfeyy epeday eleyiad uaisnguisipusd| ¥
6'06 181 18 uawnyoq gl 0 00L uawnyjoq oL 0 Buepis LeH uedejsued yelousy| €
G'08 18l 18 uswnyog ¢l 0 001 uswnyoq 0L 0 g)is nunp uep nuebBuad ese)iued uedejouad yeleousiy| z
16 28l 28 uswnyog €l 0 001 uswinjog 0L 0 wiyeH sijaley uedejpuad yejeousiy| |
® ®) () © () () ) @ )
NLNAAYNM L1NdLNO/LNYNM NLAWAYNY 1NdLNO/INYNM
(vNQ 19¥8IQ NYONNLIHONId) | (ISYSIYIY SYLITVNX + L3041 SR i e = NYLVEYF SYONL NVLYIOIN ON

YIY3INM NYIVAYO IVTIN

SYLIYNY) NYONNLIHONIG




200z elelengee

,,Mwn%a

V&

‘ejusy

(Mreg jebues)
1016 20281 €202 13N NYINE YIY3INIM NYIVAYO TISYH
05'16 00'e8l |eJa0 epje uejenquisd ueeuesyeled| €
6106 05'181 npjem jeds] eieyied ueiessjehusd ueeuesyeRd| 2
606 26'181

uejeBng ueelsjiuedey Ip elexiad Isessiulupe [sBuny sefn) ueeuesyeleleusd| |

(¥Na 19vaI0 NYONNLIHONI)

(ISYSITY3Y SYLNVNY + 13DHYL

YIAININ NYIYYO IVIIN SYLIYNM) NYONNLIHONId NYAYERT SYRNLL NELIE O
2202 13N NYINE VrYININ NVIVAYD NVIVTINAd ISYINLIdYIIY
16 Z8l YrEIN NYIVAYD IVTIN
eleysadieq
uswin
\6 @ € . . 0 0 veuineq b 0 Yeyid esed epedey uedejauad/uesnind ueulies ueyeiakusd ueeuesyejed .
(6) (8) () (© (©) () {€) @ (1)
NLANAYAY | 1NLNO/LNYNA NLNNAYAN | LNdLNO/INYNN
(vnd 19¥4IA NYONNLIHONId) | (ISYSITY3Y SYLVNY + 13DYVL
VRU3NIY NYIYAYD IYTIN SYLIYN3) NYONNLIHONd W e ERRIESEER SRS R o
ISYSITY3Y 1399v1




900221€00282042£61 "dIN

By w“By's ‘pu
=
fepuad jeqefod uesery
ueppebuad uejeyeranjesay uebunybuy
M uswnjoq ! 00} Ip ueiodejed Epes isejuswmop uBp IsENEAS| €
‘uenejuewsd ueeuesyeed ueyeq uedekuad i seey| eweby uejpeBusg uebunybui
1p euesesesd uep eueles ejias ‘eisnuew ekep
= sequns ‘vef | ‘1sesiuefio iseasiuwpe 4
M S » r M uepeiboy 4} 001 iseusou 1Booua) ueepopebuad _m_‘g .mm_ﬁ_m_ al Guepig 1p vebuminp usuequied useuesyeld
uesebbue uep weiboid ueeueouaisd
p Lsumiog 4 00 uesrun euesyejed ueyeq uedeuay 4
8 7] () @ (v (e (@ u
(s werep) s3a ‘ AON _ 0 _ a3 Tsw<_ nne _ INAF _ aw _ Ny _msa _ 834 _ NYP -
NYNLYS 130ML 130uvL VIEIND HOLYMION! ON NYLVIO3) NvevSYsS ON
NVEVOONY NOVd NVIVSTTIANId NINVM

020z smsnby 61 : TVOONYL
0Z0ZMIAMS/MISIBS : HOWON

YISINOANI YIT8Nd3Y ONNOY HYWYIHYIW
SIMVLINIS NYSNLNGIN NVHIdNY

NYHOdV13d NV ISYIWHOLNI IDOTONMIL NYYNYINTHId Ovansv

NQIAIONT VIYINIY NYIPNYRE3d




85'% 11'E6) YIYINIY NYIYAYO IVTIN

5'96 £6) £ ueleBoy | 0 o0 ueperBoy; | L ﬁm%ﬁﬁmﬂwﬁo._ g
5'% g6l €6 uejeiboy | 0 00} ueleibe | 0 T Tyt — sﬁ.._m_n_aw” Nﬁm ¥
§'% €61 €6 uegeibay| |/} 0 001 uepeibey 171 0 %0i05 Vd SliSqa uep Bueped ¥ id VI & ddiS Biep isesiuonjuig| €
g% €61 €6 uejeibay| 0} 0 001 uejeibay) o) 0 %0/08 Y ilusay weibejsu) eped uajuoy 1sesiiewsdo] Z
G'9% €61 €6 uejeibay gy 0 001 ueieiBoy oy 0 slisqam usjuoy bunepdn| |
(® (8 (] (@) (©) ) (€) @ (1}

(VNG 19YEI0 NVONNLIHONId) | (ISvSITY3y YLV + 13odyL | MLV ANdLNO/NVIY LIV ANCLNOILNYN

n Y NVLVEVT SYONL NYLYIODN ON
VP3N NYIVAYO IVTIN SYLITYY) NYONNLIHONId |SVSIVay 13001

009 00Z61 VIPINI NYIVAYD IVTIN
% ) ) usumyoq z 0 00} uswyoq z 0 (Wies 1seidy) 2207 Unue] ¥0 P 10 Yaiq sesiewsdo| 2
% %61 % vewmyoq | 0 001 uawnyoq | 0 2202 wnp veing def Jeyep veienquisg| |
(6) () ) ()] (s () (€) @ ()
(¥NQ 19v8Ia NYONNLIHONI) | (1SvSrva Svimvnyl+ 3oy | LAWY AN AOVINYIDY i NLANTVIDI ANdLNO/LNVI - itk e e o
VNI NYIYYD IVTIN SYLMYNYY) NYONNLIHONId PR e,

T ooy RO RYG00R AYAYONREA NV NYVNVENY T34 NYHVA RYAVIANSG  VRSDI JOTYOION

Yojog eurefy ueyipebuad eliyipun)
uelodejed uep iseunioju) 1Bojous; ueeueouaiod ueibeg qng efeday ueleqer| ¢
P/l 1L E12Ueg Buenypopneibued| ¢
$00 | 246002 0EL19861 diN| 2
I'H'S 'zned jeug) Buen| |
2207 1o < veng

«1IdIS [4ID3IN IVMVYDId
NVNVINE VIEINIM NVIVAYO NYIVIINSd YITNINEOS



(¥ieg jebueg)

179 e Y1) 2202 13N NVING YEHIND! NYIVAYD TISYH
59'%6 0£'s6} NVLYIHY.LIEHISIN NYONNYONIT 10 NvOdVTEd VLNIS ISVINIWNNOT NV ISYNTYAT ‘NYAY.LNYIWId NYYNYSHYT3d NVHYE NYdviANad] €
85'%6 11861 SILSILYLS NVQ ISYWHOANI IDOTONYIL NYYIOTIONId NYYNYSHYT3d| 2
0096 00264 NYHYOONY NYQ WrHDOHd NYYNYONIHIS NYSNEN NYYNYSHYTId NYHYE NYdvIANId | |
(¥NQ 19vEI0 NYONNLIHONId) | (ISYSITYIY SYLIVNY + 1394vL
VNI NVIVAYO IVTIN SYLIVNY) NVONNLIHONSd NYLVEWT SYONL NVIVIODI o

2202 13N NVING VrI3NDI NVIVAVD NVIVINId ISVINLIAYVISY

9% 0c'esl VPHNDI NYIVAVYO IVIN
59'96 €'e6l £'e6 veeifiey | 0 00} ueeiboyy | 0 Al ease sepboju) euoz sesgewndo| |}
(6) (8) ] (9) () (v [G] @ ()
(¥NQ 19vEIa NYONNLIHONA) | (ISYSIVaY SYLITYIN+ 1308vL | NLAWTYNY LNALNOILNYIY ALOWTYD | LNALAO/LNYAN
VRHINDE NVIVAYD IVTIN SYLIYN) NYONNLIHONId T ny £ w NVLVEVF SYONL NVIVIOI ON



100 | 206691 90€L61 dIN

HS 'IGINSOA
<Y =
'leji¥ed 10O 1ejlued feqelod uesery
. f\ uswnyoq | %Id Uep fsesey| ‘Buipueg uesmng uep| < - 4
& 004 UBUOLOULIS UBNYE}IS]D UBYEUBSYEION 9
) yeyid eied eped 1snyesy3 uep
uswmiod b oo e)IS eJede Ejueq ueyeleAuad uexeuesyelep §
- uswmieq | 004 uep mumMMM_%a MmN 7 eseyad uebusp ueyeyseq Buek jeins
—— i ' T -Jeins ueyiessjeAusw eyss eseysad
iseqsuwpy uep suya) Buepigip|
- uswnyoq 1 00} 1snyasy3 uep eNg uedeisied ueyeuesselg| ¢ uebunynQ ueueque eAueuBSHEPS |
) yeuid esed eped isnyesy3
tewiniog 4 oot uep eyig uenyejLequiad ueyeUBSYEIW 4
A seyid
r p F teummiog 008 0o esed epedsy uejibBueway uey L 4
(8 0 (9 (6 (v (€ @ )
(yeidns wegep) s3a _ AoN | 130 | a3s _%2 _ e _ INAF _ =N _ v # Hn _ &34 _ Ny —
NVNLYS 204 YIY3NIY HOLYMIAN ON NYLVIOTH NVEVYSYS ON
NYHVOONY NOYd NVIVSIT2ANTd NLIVM 1399Vl | 130uVL
MOT0S YAVOVY NVTIAVYONId

020z smsnby 6} : TYOONYL
0202/MIAMS/AIS/BLS - YONON

VISINOANI M18Nd3d ONNOV HYWYIHYIN
SIFVLIIHMIS NVSNLNdIN NVHIdAYT

NAIAIONI VIEIND NYIFNYEEd d1ITNINGOA




(yreg jebueg)

T

LT el

98'66 =2 13N NYING VrE3NIY NYIVAYO TISYH
98'66 €L°161 esyiad uebusp ueyeseq Buek 1eins-jeins ueyeseiausw Epes Biead [seasiurLpy uep siuxe] Suepig Ip uebuming uelsquied uaL| )
(vna 19vaIa NVONNLHONId) | (ISYSITYIY SYLITYNY + L3OVL
YIYIANIN NYIVAYO IVTIN SYLITYNM) NVONNLIHONId NYLVEV SYONLNVLYI9) ON
202 13N NYING YIUINDI NVIVAYD NVIVTINGd ISVINLIdVITY
98's6 €161 YIHANIN NYIVAYO IVIIN
00'96 00261 4] uswinyoQ L 0 00} uswnyoq [ 0 ddIS Isexidy Injejew senjoy isebejeq Jejuebuad uewibusif |1
05'56 00'16} 18 usuwinjog ) 0 00} uswinyjoq Z 0 Ienjey 1seboje( uesmIng Uenyejusquiad ejuebuad uenquisd| 0L
i ' yeyid ered epeday
05'56 00’161 16 vewmjog ) 0 004 vewmyog € 0 NS 5eBoiPQ UESTING UenyEaqad seepy ueyeduekusyy| ©
05'56 00'164 16 usuwinyog | 0 001 uswnyjoq € 0 ’nsepy 1seBsjeq uesning uenyelusquisg seejey uernquad| 8
00'96 00761 6 usunyoq L 0 004 uswnyoq 14 0 renjey 1sebejeq buepig uejibued sejuebusd uelenquad| £
; . eliay Ley ¢ eAuizqueeiequeess yeyld
0% 0061 €6 yeRg o 0 004 LR L 0 esed epedey ynseyy 1sebajaq Buepis ueyBBue seejoy ueyrdwelusyy 9
05'06 00'¢61 €6 uswinyoq 04 0 00} uswijoq £ 0 Jnseyy isebajaq Buepis uejiBbued seejoy uelenquiad| §
y . eiyadisq
05'56 00'16} 16 uswinyoq ! 0 001 uswnsjoq 14 0 Yeud epedey Buspig Uesng uoquiog seerpy ueduekuag|
05'56 00'16} 16 uswnyog ) 0 001 uawnyoq ¥ 0 ddIS 1seviidy inejew uesming j seeoy d| €
’ G elioy Ley ¢ eAueque] - jlequeeies
0096 0026 % usunyoq i 0 00t uauniog s 0 exyiedieq yeyid epeday Bueps uzyBBued seejey UerdwRAUsy|
00'96 00264 6 uswnyoq i 0 00} uewinjoq L 0 ddIS Iseidy injejsw Buepis ueyBBued seejey uelenquiad| |
(6) (® ()] ()] (©) (0] (€ @ (0]
(¥NQ I9VEIO NVONNLHONId) | (ISvSIvay SvLvny+ 13oyyy | MWV LNdLNO/LNYNY W NLNWYNY 4NdLNOILNVNN W S ot 5
YIYININ NVIVAYO IV IIN SYLITYNM) NVONNLIHONId — 139uVL
ueesaueday eleywun| ¢
eysnunp ueleger| v
g/ill epni Bjeuad Bueny'jooesbued| ¢
Z10 L L0LLOZ 81502861 diN| ¢
Ipuad3 uem| BUeN| |
202 19 - ueing

Y0708 VINVOY NV1IAVYONId TidIS [H3O3AN IVMVYO3Id
NVNVYING VIA3INIX NVIVAYO NVIVIINGd JITNA-OL




a——
lejiuad Jeqefed

) 3 A sjqejumye Buek ueBuenay ajgejumyy Buek uebuensy)
) ) ) : IS M s » r vereibey 4 00 uesode uesnsnfuad eAueuesyepo| v uelode] ueejojebuad efuliesia | €
B sjqejunye Buek Buek eseued sjgejunyy Buek eseyiad
: : . . . ) r r r M I | vewmiog scr 004 ehejq uejeleieauad sososd eAuruesyela] « uebuensy ueejojebuad eAullesia| ¢
UBUOYOULID
) 5 . - EpNY e1o)uRd BpRdey [SEInUIMIP
) . . M f r I i 4 004 yeje} Buek ueuoyouey eimyed €
sexsaq ueyesdhuad eAueuesyepo)
UG um_i IR epese [eqejunye uep uesedsuel ] ‘iseq
- - - . : - ¢ [ IS M N | uswmyog 06 004 iseynunp yero) BueAueiedng exesed| 7 Y }
seyieq ueyesofuod eAueuesyepy BueA uejipelad sas0id eAupninmia
npjem jede) eseped
- - - - - - - M M M M M uswnyog 0L 001 ueressjeAuad uep ueBuepisied efuuejel| |
uejejeouad sasoud eAusuesyea )
®) 7] ) (@] (#) (e) @ (1)
(yetchu werep) s30 | noN | wio [ &35 Jsnov [ e [ war [ aw Juav Juww [ e [wwr RN
NVYNLYS VL 139MY VIIIND HOLYMIGNE ON NYLYIO3M NVHVYSYS ON
NVEVOONY NOVd NVIVSTTIANIA NLINVM A0 .
Y0708 VIWVOV NY1IAVON3Id

020z smisnby 61 : TYOONVL
0Z0Z/MIAMS/MIS/BLS - HOWON

VISINOGNI MaNd3d ONNOY HYWYMHYIN
SIYYL3UMIS NYSNLNGIN NYHIdNYT

NAIAIGNI VIE3NI NYIPNYrY3d YITNNYOA




96 6l 6 seyleg ¢ 0 00} sexyieg ¢ 0 isgynuiwp ynjun exexied sexseq unsnfuspy| S
G'l6 g6l S6 uejeiboy| g 0 00} uejeiboy) g 0 Svg iuebuejepueuswl uep jenquispy| ¢
5% €6l €6 uejeibey| g 0 00} ueieiboy g 0 uesning Jewy/1 g4/6uepis ueepun) uswnisul jlenquispy| €
696 €61 €6 uejeiboy g 0 00} ueleibey g 0 uebuepisiad eAuuejel jeiesuaw uep nnyiBuspy| ¢z
G'.6 g6} S6 uejeibey| g 0 00} ueeifiey| g 0 Buepis uedeisey Buejus) wisey sijefew epaday uexiodeisiy| |
(6) (8) 0] © (©) ) (€) @) (0]
LAWAYNM 1Nd1NO/INVNM NLAWAYAY 1ndLno (1
(VNa 19VEIA NYONNLIHONId) | (ISVSITYIM SYLIVAY + L13DUVL i - W .5 Sk Ny NYLYEYF SYONL NYLVIOI ON
YIYINI NYIVAYD IVTIN SYLITYAM) NYONNLIHONId ISVSITVaY 139NYL
5'%6 €61 VIEINDI NVIVAYO IVTIN
G'%6 €61 €6 uejeiboy) g 0 00} uejeifoy g 0 ddiS weep & Syg yedbun uesinyelen| Z
5% €61 6 ueleibsy g 0 00l uejeibsy g 0 ddIS oy eiexed eiep indubusyy| |
(6) C)] ) o) ()] (0] € (2) (1)
(VNG IDVEIQ NYONNLIHONI) | (ISvSTivay Svirvny + 130uvy | MANAIVIN NdLNOLNVNY - NLAWAYIA ANd1NO/INYNY - O i
VRHANIY NYIVAYO IVTIN YY) NYONNLIHONId e 130VL

TidIS II3O3N IVMVYO3d
NVNYING YIrYaND NVIVAVYD NVIVTINId "ITNINYOS

Yoios eweby uejpefuey elisyyun| g
juebbusd essyjjued ueleqer)

P 1l eleued Buenyjoo/eybued| ¢
¥00220600220909.6} diN|
H'S"I'SINYNANTT eweN| |
220z 13N - veing



207 13N NVING VIU3NI NVIVAVO NVIVTINId ISYINLIdVITY

1196 00'2L8 YIYINI NYIVAYO IVTIIN
% 6 26 uswinjop | 0 00} uswinyop | 0 (2vdi) ueueing ueBuenay ueiode| lenquisyy| 6
% 64 6 uawnyop z|, 0 00 uswmyop z}, 0 dfINd Ueiode| jenquisy| 8
wsd
% 61 6 uepeifoy 7 0 001 uejeiboy 7 0 yueg &y yeyd uedyy Buen jquiebusyy uep enbeyy IueBueiepueuayy| ¢
9% 261 6 ueeibey g}, 0 00} uegetbay 0 yeuid epeday ereyed Jefued esis Buen ueyiequeBuspy| 9
ddis eped eysed
% %l e veieiB4 001 0 00t vereiB) 001 0 jewn| Buisew-6uisew weepsy buepis ueybbued Buen induiBusyy g
B _— ‘uoyowad/iebnbBuag
% 26! % vepeiBay 0g 0 004 eleiboy 0 0 epede NS eweyied uesepuy evss sy vexueiekusy| 7
96 261 14 uejeibey 0g 0 001 uegeiboy 0g 0 uejnyBuesiaq Buek ddIS leuinf wejepey esexied ueewusuad nduiBuspy| €
% 61 6 uepeibey g 0 004 uegeiBoy 0g 0 NNYIS eped seun| epue) uequisw uep iuebuejepueusiy| g
INNMS uBesepisq uoyowiadpebnbbuad Lep isnyesye
G'26 61 56 uswnyop g 0 00} uswINyop 0g 0 ‘ueejifuad efeiq ynsews) isesey| uep ‘Bujpueg ) Bwelad N1 eiexied| |
efelq sefued uzieAequiad ynjun uIO}es (N || JEqWS| BUILIBUSH
) (C)] 0] (@ (s) ()] ) (@) ()]
(vNa 19vEId NYONNLIHONId) | (ISYSIYIY SYLIYANM + 1IOVL i S ki AL
+
Y MY NYLYEYF SYONL NYLYIOIN ON
INI NYIVAYD IVIIN SYLIVOM) NVONNLIHONId
i N e o ISYSITVaY 1394vL

77'%6 68'761 VIYIND NVIVAYD IVTIN
96 261 43 sexieg | 0 00} seyleg | 0 wnyNH pnuwiuey epedey Jexyi yeje) Buek erexiad sexieq ueyyeiekusy| 6
96 a6l 4] seyeg | 0 001 sexisg | 0 Yeje sexyj uedejsuad uep dasuoy uexdeifuspy| 8
96 a6l a6 seyieg | 0 00} sexieg | 0 YeleL Jesy| eieoe ejusq jenquisyy| L
wnynH epniy
9 261 26 sexieg g 0 004 sexisg g 0 ela)iue epedey ueysnialp ynjun ‘eAuerexsed siusl uebusp rensas epnpy| 9
ela)jued epeday isejnuiip yepe) Bued esexiad sexsaq ueyyeiakusyy




(reg jebueg)

1£'%6 68'296 202 13N NYING YrY3NIY NYIVAYD TISYH

1196 00248 eieyied uebuensy ueejojebusy| ¢
v'%6 68761 uebuepisiad ueeuesygjeq| ¢z
§'% 00'c61

eiexied [selsiuwpe ueeuesyz|og

(YNQ 19¥8Ia NYONNLIHONI)
YIANI NYIVAYD IVTIN

(ISYSIY3Y SYLIVNY + 1394YL
SYLIVNY) NVONNLIHONAd

NVLYEVF SYONL NYLVIDIN

ON




Zz0Z 1N~ BAON uBlnT IZjaN “Mid

9002 2LEl
VN BV S

. . . yid Uep isesey| ‘Buipueg uesnind )
i i i ) ) ) ) = ] ‘uewmiog b oot UEp UBUOYOULIad UBNYZIIa0ad UBseussyeisi ¢
& R yeyid esed eped |snyasy3
: ’ . i i ) ’ ’ - ] uswmiod b 0o uep eyig BJeoe eyieq ueyelafuad usyeuRSYEIBN §
e1R08 BjUaq
- R % - = - - - - = 2 uswnieq 3 004 ! ¥ ereyisd uebuap ueyeyiaq Buek jeins
ueunsnAuad Uep 1STESH3 Uep BNS uexeuesyeish AL, Ee s
ISRASIUILUPY UEp SIS L Buepig Ip L
- - - - - - - - - - = uswinyoqg 1 004 isnyesy3 uep S uedeisiad ueNeuesiBiBN| € uebunming veuaquiad eAueuesyeyal
- R R N R . _ yeyd esed eped
) ) ) ) uswmog 4 ook |SyesY3 UEp BYS Uenyeuaquad Ueyeuesyeia ¢
. - R Yeyid eied epede) uesningd is| uenyesquisd
) i ) i ) M . | uewmiod 009 oot uep ugyBBue ue|BBuewad UeyeuesyeiR F
8) ) (o) () () e) 2) )
{yerdn wepep) 530 | AON | o _ 4as |snov | or | war | | wav | wv _ g3d | Nvr oy | Aunw
NVYNLYS WL 130MYL YIYINIY SOLYHIANI ON NYLVIOT NvdvSYS ON
NYHYOONY NOVd NYIVSIIZANIA NLIVM S0
MOT0S VIWVOV NV IAVONId

0207 smsnby 6| : IVOONYL
0Z0ZMIAMSMIS/BLS  HOWON

YISINOANI YI1ENd3E ONNOY HYWYHHVYA
SIVLIUNIS NYSNLNGIH NVEIdAYT

NAIAIGNT YIYINDI NVIPNYrE3d dNNNEOo4




2202 19N BAON UBjNT 1ZI8N HOd Z/LIeH

Syl Gz9'e6l YN NYIVAVYO IVTIN
. ddIS 1seide wejep
G126 g6l 56 uswmoq st 0 0o vetrioq 05 0 a9y uesnind uenyejaquiad induiBusw uep seejal uswnyop peojdnBuapy 8
G'ce 161 16 uswnyoqd ol 0 001 uawnyog ol 0 iseBajep Jojeuipiooy| epeday senjey isebajeq ejuebuag ueyedwelusyy| L
§'66 16} 16 uawnyoq ) 0 00L uaunyog S 0 Jenjay| 1seBajeq uesning uenyejusquig Jejuebuag uelenquad| - 9
9% 61 43 uswnyoq 6 0 004 uswnyeq S 0 renjey 1sebojeq Buepis ueibued seuebuag uelenquad|  §
§'26 66} g6 uawmjoq 1 0 00} uswmioq G 0 eesypedieq v
yeud epeday Buepig uesning uenyejusquied seeisy ueiedweAuad
546 s6l % vawmyoq ! 0 0oL vewnyoq g 0 il I
- 3 Uep ddIS Iseidy INfelaw UEsMINg uenyejaquad SeeRy UElENqURd
" elioy uey ¢ eAuiequie]
526 g6 6 veumoa 13 0 oot vewmiod §€ 0 - Jequizjes ereyiadiaq yeyid epeday Buepis uejiBued seejoy uefedweAued ¢
G'/6 g6l 6 uswnyog ¥ 0 00} uswmieq G 0 HnoD - JuBp ddiS isexydy infejaw Buepis ueyBbued seefey uelenquid| |
(6) (8) 7] (9) (s) () (€) @ (1)
=
(yNa 19vEI0 NVONNLIHONTS) | (ISYSIvaY SYLITYAN + 13D4VL D LNdLNO/LNVA NLOWY 1NdLNO/INVO
VIYINIY NYIVAYO IVTIN SYLITYNY) NVONNLIHONId 1SvSITvaY el 13ouvL v_< NN Sim b S o

YINVLN
NYVHILINYAIN eleyun| G
vLsnane uelecer| ¥
O/l YLYN3d Buenyjooexfued| €
00 ¢ ¥09002 02117861 dn| ¢
38 'VAON NY4N11Z13N eweN| |

220z 13N NYIng

3OT0S YAYOV NY1IAVONId TidIS [¥3D3AN IVMYO3d
NYNYINE VIEINIM NVIVAYD NVIVTINGD dITNINEOS



2202 19N~ BAON uBjnT 1ZjoN YOd

Z2/2IeH

enp 1Beaip NfE) @ wojoy Lep ueiun uebuap 1ip § WOjoY EPed 6

\SesyRa SeeNy URqUINP 1obe) sepeny exgue uebuniy:ed uebuap 1sip § W00y Bped g

eliauny ueedes ueessRAuRd nyem Jiuye eped JSiHoayd Bred ueBuap Isip / Wojoy eped L

elisuny ueedes psey uep uenjes ueBudp Isip g Wojoy eped 9

JYejwni, edruaq seyeny ueinyn ueyeunbBuaw Buek eliauny uereded 10612} uebuap isip G WOj0) Eped 'S
.esejuasied, edrueq seyyeny uesnyn uexeunbbusw BueA eliauny ueieded jaBue} uebuap ISP § WOI0Y BPed ¢
nusys) (uorsBuny vejeqe! nybuewsw Guek 1Beq ypasy eyBue ey u2Buap 11 € Woj0Y Bped €

ueyeqe isBuny uep sebn ueeuesye[sd yexia) usjelBay U2Ieses 181D 7 LojoY eped 7

JuN JOWOU 18P | WO{0X eped "}

Jneq 126eges Uepe sejep uesdure) depeus) uesibuad vesereluad

musye) [euaisBun; ugjeqel nyBuewaw Buk SN 128 MY +

 ueEiRg
(reg yebues)
62959'96 2202 13N * NYING VrYaNIY NVIVdYD TISYH
5'9% €61 ueleBbuy |sesifeay ueeuesyeRd| T
571896 6Z9'c61 yeyid esed epedey uesnind I| UBNYEJUSqUIA UEP ue|iBBued ue|Bbuswad uexeuesyeRN l
(¥NQ 19VEIA NYONNLIHONId) | (ISYSITYaY SYLITYNY + 13D8VL
ON
YIEINI NYIVAYO IVTIN SYLITVNY) NYONNLIHONId NV INENP SRIRL NV LY
Z20Z 1IN S NYING YIHINI NVIVAYO NVIVTINId ISVINLIdvATY
§'6/9 £61 YPAINIY NYIVAYO IVTIN
70 vdIQ uep
g6 061 06 uswnyoq 8 0 004 uswin¥oq 8 0 10 Vdiq ueizbbue uegeme! BunbBueyed sexisq ueydisieBusw uep eleusw 4
0 YdIQ Uep 10 ¥diq uebuenay
8 88l 88 usuinied §. 0 0o vewnyoq o 0 1sexjyde eped uebuenay isyesues ejep L B jeusw uep nduiBuapy 9
0 VdIQ Lep 10 VdIQ NdNdd S uep Jexes
8 w6l 8 Lewmiod H 0 004 veumog 9 0 |euoisesadQ JouoH * uesep Buen ‘feo Jeyeq dexey luebuejepueusyy §
0 vdIQ Uep 10 YdIQ dn uepuebbuag undnew
16 6l 8 uswnyoq 4 0 004 usuinjod v 0 §712q nyeiaq Buek uemuaiey ueBuap lensas Xeled 101§ UEp INBuNWA i
516 561 6 uswmjoq 14 0 00} usuiniog [4 0 $0'VdIQ Uep 10 VdiQ ueeipesiag Buen uepueBbuad uenfebusd jenquan €
. 0 VdIQ Uep 10 YdIq uerenjsbueg
G126 S61 96 teuimod ¢ 0 oo uewmq ¢ 0 eleyepusg uegemelBunBbuelag ueiodeT uebuejepueusw uep jenquiaiy 4
. — wiyeH iselodsues | ,
516 g6l 56 veuiniod € 0 004 od 4 0 uep lemebag efiauty vebueflun] uenfeBuad iueBuejepueuaw uep Jenquisiy
(6) (8) () (9) 6] (7) (€} (z) (1)
(¥NQ IOVEIQ NYONNLIHONIS) | (ISvsvay svirwi+ 13wy | MO e Sié e L w NYLY8YF SYONL NYLYIOD ON
VIE3INIY NYIVAYO IVTIN SYLINYNY) NYONNLIHONI 1SYSIYIY 1394vL

NVHVEWNYL



900 ¢ ¢1€QT 8201226} 'dIN
VN “ORS “rueA BlinZ

ielud\yaeled
2202 venugl €0 40j08

00 } £0286) 92805561 ‘dIN
H'W ‘uesyy uiez 'sig

1ejiued jeqefed uesely

‘ueBuyef uep isewoju; 1Bojouse; ‘verebbue
M p M p p ugreibox 2] 0o ‘weiBoid uesuesyejed ueiode Busoyuopy|  ©
ueBuyel uep ‘ueiode) uep jseusiojul iBojouel ¢
IS M I IS I uswmiog 4] 001 Jul 1Bojouse) ugeunBBued B .. M 14 ‘ueeueouaied ueibeq elieuy uejenBued
'Vdiq veretbue
usuimiog W 0ot uep weiBoid ueeuesusied Bulojiuop P
(uediszeay
IS r M IS N uswmjoq 00 001 uep ‘fenjey “ynsew jeins) ueleinsied| ¢
1sefsiuipe ueeuesyejad BuLojuop
‘ueeyesndzad uep
A N A r r ueieifo) 4 004 ugjoyojosdey wumLcE Yewni cmn.s_?ocma € uebueney
e — e uep wnwn ueibeq efiauy uelenbueg ¢
& " i A A GGl ‘uefuensy uelode| ueunsniuad
d / ' 4 i Hoa ¢ oo uep isejjisuoyes useuesyejed Buuojuopy 4
M N » M M uswnyjog 4 00} uefueney isesijees ueeuesexe|ed Buuojuopy| |
MU ML MM M| uewopsd } 004 "Was seyeny ueiexBuiusd Buuoyuon| €
‘ueiemeBodey "BUBSYE| BJE] UBp Isesejuebio
ML MMM M| uewmiog 4 oot aseqeiep isensiuwpe Bupoyuopy| ¢ ‘ueiemeBadoy uziBeq elisuy ueienbusg|
‘ueremeBodey
A R R I ¢ o0t rsensiuwpe UeieseipAuad Bupoyuop|
(@) 7 (9 (@) ) (e) @ {1
( yesdrs wejep) S30 | AON | IMO | 43S {SNOV | INM | INAF | 13N | ¥dV | ¥vIN | 834 | NYP
P — _ _ _ _ _ _ _ * * NYNLYS w&w._m.wﬁwx mw:md L VIHIND HOLWHIONI ON NYLVIO3® NVHVSYS ON
NVEYODNY N9vd NVIYST3ANZd NDIVM L e

0202 Smsnby 61 : TYOONYL
020Z/NAMS/MIS/BLS - HOWON

YISINOGNI YI18NdIY ONNOY HYWYNHYIN
SIMYLIUNIS NYSNLNGIN NVIdNYT

YOT0S VWYOV NVTIQVONId SRIVLIYUNIS
NAIAIGNI VIEINIM NVICNVE3d 3TNINYOS




G'e6 18} /8 ueeibey ¢ 0 0014 uejelbey y 0 uesebBue |sesijeas ueleyBued uep Buuojuon| |
(6 (8 () () (9 (v (€ @ ()]
(¥NQ 19VEI0 NYONNLIHONI) | (ISYSITvaY SYLvny + 130wyy | MLWIVIA LNdLNO/NYIY LAWY ANdLNO/UNY
VRSEND! NYIVGYO IVIIN SYLIVNY) NYONNLIHONAG A pem—— w HYYENT SeROL vt -

ISVYSIvad

19%6 £e'681 VIMEND NVIVAYD IVTIN
656 8 16 ueeiBeyi | 0 00 ugeibey) | 0 seuepwoy) 1sexidy p eiep Buloyuon| €
426 sl ) vejeiBey | 0 00 ueleiBey | 0 YN d3HNIS SBY isexidy 1p eep Busoyuon| 2
% %! % ueeibeyi | 0 00l ueleey) | 0 VN 43S 1seice 1 eiep Buucyuon| |
() (8) () ©) () 0] ) @ (1)
(¥NQ IOVEIC NVONNLIHONZA) | (ISvsrvay svivipi+ 3ouyy | MAOWTIVIY | ANAINOUNVY | e | MAURES | & kA avE RS -
VAN NYIVAYD IVIIN SYLIVNY) NYONNLIHONId ey e

£€'66 1906} VAN NYIVAYO IVTIN
louie/yejeseussq
5 06} 08 I T 0 004 U | 0 BueA aujjuo |sussqe ueiode| jeewaw uep isyaioBusyy 9
6’66 164 16 uswnyoqd g 0 001 uswnyod 2 0 Jedes ueBuepun jeins jelewsw uep Isyeiobusyy| S
g6 061 06 uswnyjog | 0 00! uswmiog 0 |emebed sussqe Jelewsw uep isyaiobuspy| v
g'66 16} 16 uswnyog 8 [1} 001 uswniog 8 0 sebn) jeuns jesewsw uep |syaiobusy| €
96 261 26 uswmjoq | 0 001 uswnyog | 0 ‘glexdeq ([eb ueyjeusy jeuns jesewsi uep Isyelobus| 2
6 061 06 uswnyoq ¥ 0 00} uswmjog ¥ 0 1emeBed pno uenfebuad jesewsw uep (syaioBusy| |
(6 ® (0] © ()] () @ @ 0]
(¥NQ 19¥GIQ NYONNLIHONIE) | (SVSIvay Svirvpi+ 130wy | MOWIVIM | LNGLNOUNYIY AUEENR 1 S
VIRENDI NYIVAY IVTIN SVLIVNY) NYONNLIHONId s i s i b s

TidIS [4393N IVMVYO3d

NVYNYING VrEANIM NVIVAYO NVIVIINSd dITNN-OS

¥0j03 eweBy uejpebusd elieyun| S
suejenes uejeqer| ¢
E/A feUIqUEd Bueny'joopeybued| €
200 | 90¥00¢ 0Z¥01861 diNt ¢
essued e60 euweN| |

2207 e\ : ueing



(vNa 19v8Ia NYONNLIHONId)
VIIINIM NVIVAYD IVIIN

(ISYSIY3Y SYLNVNY + 130UVL
SVLIVNY) NYONNLIHONId

NLANAYNA

1NdLNO/INYNM

NLANAYAM

1NdLNO/LNYAM

ISYSIV3Y

AV

1394vL

b\

NVLVEVF SYONL NYLVIO3N

ON

006 0098} VINENI NYIVAYD IVTIN
€6 98l 98 uejeibey z 0 00} uejeibay g 0 Jenjey Jeuns uep ynsew jeins disie Bupojuop| €
ge6 81 /8 uewnyoq 0 0 00 uswnyoq 0 0 JEnjey JeINS-JBINS JelBWel UEp [SYeI0BUBN| 2
526 sl o8 uswnyoq 0 0 00 uewmjoq 0g 0 ynsew Seujp Jeins 1sisodsipusty uep pyausy| |
®) (8 () (9 (© (¥ (€ @ (1)
(¥NQ I9VEIQ NVONNLIHONId) | (ISYSvay SvLvny + 13ouyy | MHOWIVIA | LNdLNOANYAM ALANAVAY | LNJLNOILNYAX
VRSINI NYIVAVO IVTIN SYLMVY) NYONNLIHONId R e R W NSRSyl e ON

T T S e e e T o O T i R OON RO

00'¢6 00'981 YY3INIM NYIVAYO IVTIN
16 4] 28 uejeibay| | 0 00} uejeiBay | 0 ueeyejsndied ueejojebuad Buuojuop| €
6 83} 88 ueieibey | 0 00} uejeibay | 0 10}uBY UBUBWESY UBp UBYiSIeqey Buuoyuon| Z
JOJUBY SUEJUBAU] UBP ‘Z BPOJ ‘p BPOJ UBBIBPUSY
6 88} 88 usiBel 0 004 ueielBo) | 0 ‘ueunBueq ‘Bunpab ueyemessd uep ueeseyjswed Buuojuopn v
(6 () () © @ (v () @ (1)
(VNG 19Y8IQ NVONNLIHONIA) | (ISYSvay SvLnvny + 13ouyL | LIV e NLAAYIA e Ml L = T -
VIIINIM NYIVAYO IVTIN SYLIYNN) NVONNLIHONI ISYSITVIY 1398YL

§'Z6 68l VIE3X NYIVAYO IVTIN
€6 98l 98 uswnyog g 004 uswnyoQ g 0 ueseBBue ueeuesyejed uelode| Buuoyuon| 2z
¥0
4 78 v8 LoUITOa:Z 004 uewrmioa 2 0 uep |0 ueseBBuy sejisuoyey Yvg luebuejepueus uep |syesobusiy _
6 (] ) © (© (0] ()] (@ 0]
(VN0 IOVEIQ NYONNLIHONG) | (SYSIVEY Svurtviy+ 13wy | AWV | LNAINOANVAY | i s B Wit [ AR R &
VRUINIY NYIVAYO IVTIN SYLIVN) NYONNLIHONId a——— 1308vL

g'e6

18}

VrIIND NYIVAYO IVIIN




00'€8 00981 NYL7HNSHId NYYNYSHY 134 ONIHOLINOW] 9
00'€6 0098l HOLNYM NVLYMYEId NV NYWEYHITINId ONIMOLINCW| &
576 68l NYONYNIN NVHOEYT NYNNSNANTD NYQ ISYITISNONYIY NYYNYSHY13d ONRHOLINCH| ¢
g'es /81 NYONYNIN ISYSITyI4 NYYNYSHYIId ONRIOLINOW| €
1976 €E'681 NYIYMYOIIN 3SVEYLYT ISYHLSININGY ONRIOLINOW| €
£e'se 19064 NYIYMYO3dIN ISVHLSININGY NYIVSTTIANID ONRJOLINOW|
e P

2202 1YW NYING VIYINI NVIVAYD NYIVTINId ISV INLIdYIT

£8'26 19681 VIEIND NYIVAYO VTN
AR " uejeitey 7 . . uejeBay 7 0 soluey ueyeuojselsdo p Buek iseulojuy 1Bojcuye) ¢
58 581 58 e v 001 1o e uenBBuefb uep ueyesnioy exie) e} ueibeq uebuep |seulpsooy
£6 981 98 ueibay ¢ i} ueeisy ¥ 0 JOlURY [EIS0S BIpsw uep a)isyem |p epe Buek usiuoy-usjucy Buuciuow| g
53] 984 98 ueyeidey / 0 001 ueleifey / 0 Jojuey ueyeuoisesado ip Bued uebuuel uep isexyde Buuoyuon| |
{8 () (0] (6] ] @] (&) @ o
(v IOVEI] NVONNLIHONSA) | (1Svsrivay Svirtvnyl+ i3ogyy | LOWIVIM | IAMINOANYAM | e ey VBV SO NYLYIOS) o
VERAND NYIVAYD IVIIN SYLIIYN) NYONTILIHONE e a8 pomsen NYLYEVT SYONL NYLVIOMN

7R ] G'/81 YIYINM NYIVAYD IVTIN
4] 38l 88 uejeiBey| z 0 001 uejeifioy z 0 seuepluoy| isexdy 1p eliauly uesode) Suuoyuow uep isyaioBuspy| 7
S'Es 18] 8 usun®og ¢ 0 001 uswnyoq g 0 seusddeg rsuow-e uesode| luebuejepueuew uep isyesobusw| |
(5} @ ) © (7] ) @) 0

5276 G'v8l VIUINDE NYIYAYD VTN
3 ARG y ¥0 uep
528 sl £ usumxed g 0 o vewmieg e 0 10 ueibeq 120z -MvY uenfebusd iuebuejepueusi uep isysiofusy ¢
z8 81 8 ugeifey z 0 0014 ueyeidey 7 0 11vS 1sexyde 2ped pQ uep g ueiebbue ueeuesyeisd Buuoiiucy| |
(5) (®) () (9) () » (€ @ 0]




/ e
m__mwaﬁumv diN »@

JBOWEYP 1@7E, o

ueipsaisad rvew s

]

o
o
bH

P
oy

rel

Beg vy .
wleRs
YA NYING YHENDI N
NYONRYP NG L NVINNDONTd DRIBOLINOWNE 8
NV NYT WYHD0Md NVYNYSHY 134 ASNON NYT NYHOJ YT SNIJOLINOW| 8

A0
ot

=23

NYEYOONY NV AiviD0Ed YNYONSYN §

QLINOW) ¢




<00\, ¥0900Z 0201861 dIN
WY vssiiyad voo

/.v A A . p EuBSHeT BlR]
p p A A p ueuefel 4 0ot uep isesiuefiQ ueejeusd ueyeg uedeiusy ¢
ojos eweby uejpebusq
ueBunybuy Ip eueleseld Uep eueies eyss
eisnuews efep Jaquns ‘uebuensy ‘sesuebio 4
- S M A S r ueuefe 43 001 ueiemebadey uesnin uesuesyelpd| | ISEASMLPE BUEpI 1p LBBunp URisquag
(8 w (9} ] %) (e @ 0}

MOTI0S YINVDV NVTIQVONId 10 Al NOTIST LYMONIL
NTIAIONI VIYINIY NYIPNYCYEd dITNWSO04

0202 sMsnBy 6 - TYOONVL
OZOZINIANSIYISBLS  HONON

VISINOTN! M18Nd3Y ONNDY HYWYHHYIN
SIAYLIYYAS NYSNLNCIN NVXIdY T



68.G1€92 96 6291¢ VIYINIY NVIVAYO IVTIN
16 76} y6 usuwnyoq | 0 004 usumnyoq | 0 UeuoLouiiad pnuiued | 1d yenquep| 6}
16 v6l 76 usping | 0 00} uspiAg | 0 jede. Jipey Jeyep uep ueBuepun jenquwall ‘Usjnjou ipeluspy| 8
16 61 6 uswnyoq 0 00 usuimioq g 0 WdY uepine idexbusjepy| /|
16 v61 76 uswnyoq | 0 00} uswnyoq} 0 uelemebaday jeins-jeins gniuepiepuiusiy| g1
16 761 ¥6 usunyoq 0 001 uswmjoq 0 SNdD uedse] nuey| uejigistiag ueyinsnbusyy| ¢}
16 76} 76 uejeibayl 0 001 ugelbay z 0 uelemebodey disle-disie depeyus) ueejojebuag uesnyeEl| bl
16 v6l 76 uswmjog ¢ 0 00} uswinjog € 0 IS 'ddS ‘INdS 1enquep| €}
16 761 76 uejeibay| 7 0 001 uejeibay| g 0 jedey pnyibusiy| z1
16 761 76 uswinyoq ¢ 0 001 usuwnyo( | 0 jedy uesqe ueydeikusu uep jenquepy| 11
96 413 76 usunyoQ g 0 001 usumjoq | 0 JoJejye[eseuileq bueA aujuo ussqe eledy ejleg jenquispy| 0}
16 v6l ¥6 uswnyoqd v} 0 001 uswmjoq 0 1emebed uep wijeH ussqe ueydekuspy| 6
16 761 76 ugjeibey y| 0 00} uejeibay 1 0 lemedad Uep wpjeH ussqe depets} Buliojuo)y ueynyelen| 8
16 76 76 ming ¢ 0 00} ming g 0 uejemebaday epusy nyng-nyng isibusy| 7
96 45 43 ueieiboy 6 0 00} ugjelbay 0 IV d3NIS Sav isexidy ip ejep sjepdnbuspy| 9
16 761 76 ueleibsyf / 0 00} uejerbey| y 0 RIVIN d3NIS 1sexiidy Ip ejep ejepdnBusiy| g
96 413 26 uejeibey | 0 00} uejeibay | 0 Bueped /1 4 pnojoumolp LipjeH Ussqe peojdnbual uep ueos uexnyelep| §
G'96 €61 €6 uswmjod | 0 001 ustinyoq | 0 wieH Ip uesqe ueiode|jenquap| ¢
16 761 76 ugjeibsy / 0 001 uejeibey 0 seuepwoy iseyjdy Ip uesqy ejep sjepdnbuspyy| ¢
96 4513 [43] uswnyoQ ¢} 0 00} uswnyoq o} 0 iemebad gno ueynfebusi uep 1enquisiy| |
(6) (8 0] (© [©) () (€ @ )
NVONNLIHONID) | SY1rvn) 1
VRN wvo |V g nonnny| gy [MLOWTYI) Lndinomeny | NYLYEYF SYONL NYLVIOI) ON
NYIVdVO IVIIN  [NNLIHONId ISYSITvY3d 1394vL
%0jog Bweby uefpeBuey eliyunl ¢
Buesye eje] uep isesjuebl( ‘uejgmeBbade) beqgnsey ueleger| ¢
IETCETEN buenyjoopexbued| ¢
100 ¢ 20v861 0Z}1€/6) diN| ¢
H'S 'UNI313 vZou BuiBN| |

220z 18 - tejng

Y0708 YINVOV NVTIAVONId idIS IN393N IVMVDId
NVNVINE VIY3INIY NVIVdVYD NYIVIINTd HNWN04



enp 1Beqip nje| g wiojoy Lep yejwinl ueBusp ISIp § WojoY Bped §

isesijeas sejijeny yequeyp jobie} seyjeny esejue uebunyiyiad uebusp Isiip g wiojoy epey §

eAuuejng nyes wejep uexnyelp BueA ueieibsy elisun ueiedes Iisey uenjes Lep asejussiad uebusp Isip / wojoy eped )
elisun| ueiedeo jisey Liep uenjes uebusp 1sip g wojoy Eped g

JBSejusssad, ednieq seyieny usinin uexeunBbusw Buek elisun| ueiedes jobie) ueBusp isip G wojoy eped G

JYejwnl, ednseq seyieny ueinyn ueyeunBBusw Buek eliauy ueiedes jobie) uefusp isip y wWojoy eped

njuspia} jeuoisBuny uejeqel nyBuewsw Buek 1Beq ypany exbue ieju uebusp isij € Wojoy eped ¢

uejeqe! isBuny uep sebn) ueevesyejsd yeyie) uejeiBoy ueleses isip Z wojoy eped 7

11N JOWOU ISIIP | WojoY Bped |

" imjuaq leBeges yejepe sejeip uelidwe; depeuyse) ueisibusd uesejsiuay

njus}is) feuoisbuny uejeqel nybuewaw Buek SNd 1Beg Yy .
uejeje)

200 1 X09002 07

\w\\ﬂw\ﬂ.q.%/
pOYE61 diNe

8E'96 | 8E10e 2202 L34YW NVING VIY3INIY NYIVAYO TISYH
9 =6t BuesyeT] eje] uep jsesjuebliQ ueejeusd Ueyeq uzdeikusq] ¢
9/°96 62912 ueremebeda) uesnin ueeuesyeled| |
ke NV NVLYEYF SYONL NYLVIOIN ON

NVIVAYO IVIIN ~ INNLIHONSd

2202 13W NVING VIYINDi NVIVAYO NVIVTIINZd ISVINLIdVATY

96 261 YIYINDI NYIVAYO IVTIN
96 413 26 uejeibey | 0 00} uejeibay | 0 juebbusd eiejiued ueyjue|ed eleoe ueydelkusy| ¢
96 1413 43 usumiod 0 001 usumjog | 0 3S Isinelenquispy| |
(6) (8) 0] © (s) (v) (€) @ (1)
NVONNLIHONId) | SYLvn) 1
NLAWAYON NLAWAYNM] LNdLNO,
YIYANIN NVD Nd1NO/LNYNY WY il A AV NV.LVEYP SYONL NY1VIO3N ON

NVIVAVO VN [NNLIHONId ISYSITY3d 1394VvL




[A A R RATATAY

£€260.861 dIN

220z udy | Yojog

100 | 20€66

uedejeusduesnynd =
- - - - - - - A -
! i uewmiog 00y 004 Iles ueyeiohued ueeuesye|og 4
R " « « & - - M Iy - uawnyoQ Gl 001 10102 epje uejenquied ueeuesyejad| ¢
eseyied ueBuep ueyeyseq
BueA jeins-jeins ueressjakued epes
vieyiad isensjujwpe uep sjuye} Buepiq 4
npyem 1p ueBunynp uerequwad eAusuesyeje
- . " - - - s M M g uswnioq 4% 001 1edey e1eysed ueesojofuad elod 14
: B ) A a } ) 4 ; uegeBng ueesenuedey 1p eieysed
v M uewrvog ek 004 1sensjujwpe 1sBunj sebny ueeuesyeejeuay 4
(8 @ (@ (s 1t} (€ @ 0}
{ yerdns wepep) 53 | ron | o | aas [snov [ mor [ war EIEIEE EIE .
NVYNLVS 139MvL 139y VYIYANIM HOLYMIANI ON NVLYIOIN NVEYSYS ON
NYHYOONY NOVd NVI¥SITIANTd NLAYM vl
Y0708 VAVOY NYTIAYONId

020z smsnby 61 : TYDONYL
0Z02/IINMS/MIS/BLG  HOWON

YISINOGNI XIT8NdTY ONNDY HYWYHHYW
SREYLIUNIS NYSNLNIN N7l

NAIAIANI VIEINI NVIPNYrE3d H1TNNEOS




16 a8l VIY3NIY NYIVYD IVIIN
8 uswnyog ol 0 00 uewnsoq ey syialew ueynfunuad uedejouad ueyesepiaq ey sisfew j
% . o 0 enjsy epeday ueysnielp ynyun Joysibauip yeje) Buek elessed 1snquysip ueeuesyejod
16 28l 28 uswnyog L 0 00L usuimiog g 0 (wnynH seny|) eseny| jeing ueseyepuad| 9
16 28l 28 uswinyoq L 0 00L usuinyog 0L 0 uenpebuad uep isewso| uewpsued| §
26 €8l €8 uswnyog L 0 00L uswnyog 0L 0 eieysed efeiq Jelued uelisyeuad|
llequay ueneluiued uep 1sesey ‘Buipueq
06 vk w sl i g 0 AR o 0 uexuoyowp BueA esexied sexieq uewBuad uep ueeewauad UeeUESYERY €
26 £8) £8 uswinyog €l 0 0oL uswinyog 0L 0 UN0Q-3 Uep ddIS 1sexiidy wejeq ay| ueselyepuad ueinduibusg| Z
16 28l 28 usunyoq €l 0 0oL usuwnyoq oL 0 19213\ UBP UBLOYOLLIRY ‘UEIBBNG BieNiad UBIB)EpUad UBBWIBUSY| |
(6) [ 0] (9) (8 (v (€) @ 1)
(¥NQ 19VEIQ NYONNLIHONId) | (ISYSITYay SyLvny+ 13owye| MWV | IndLnO/LNYNY NLAWYOY | LNALNO/LNYAN
A A NYLYEYT SYONL NYLYIOIY ON
YIEaNIY NYIVdYD IVIIN SYLITYNM) NYONNLIHONId R— 1391

0708 YAVOV NVTIAVONId TidIS I¥3DAN IVMYD3d
NYNVING VMY3ANIM NVIVAYD NVIVIINId NITNINNOS

Jolos eweby uejpebuad el jun| ¢
eleyad ejojsbuad uejeqer|
2|/ JmeBuag Bueny joopeybued| ¢

00 € £02202 21£00661 diN| Z
PW'Y ‘WioH Jeupsny BweN| |

¢e0C 13N+ NYINg




16 a8l VIE3NI NYIVAYO IVIIN

16 a8l a8 uswnyoq € 0 001 uawnyoq l 0 12180 EJje uejenquad ueeuesyejed| |
(6) ) ] (@) (©) () (€) @ 0
NLONAYNNY | LNdLNO/LNYNY NLAAAYNNY | LNdLNO/LNYAY
(¥NQ 19¥8I0 NYONNLIHONID) | (ISYSI Yy SY.LIMYNY + LIDNYL
YIMINI NYIVEYD IYTIN SYLIYNY) NYONNLIHONId K w NYLYEYT SYONL NYLYIOIM ON
ISYSIY3y 1394vL
16 281 YIEINIM NYIVAYD IVTIN
16 28l 28 usuinyog €l 0 001 uswniog 0L 0 Buepig eieyued uep wiyeH sieleyy epedey ieyiad usisnauisipudd| ¢
16 28l 4] uswnyog ¢l 0 001 usuinyog oL 0 Buepig ueH uedejauag yeyousy| €
16 28l a8 uawnyoq €l 0 001 uswnxog 0l 0 gjis nunp uep juebbusy eis)iued uedejsuad Yesousyy|
16 28l 14 uswmjog €l 0 001 usuiniog 0L 0 wiseH syaleyy uedejsuad yeyeauspy| |
(6) (9 ) (@) ()] 0] )] @ )
NLOWAYAN | LNdLNO/LNYNY NLAWAYAY | LNdLNO/LNYNM
(¥NQ 19¥8I0 NYONNLIHONI) | (ISYSITVaY SYLITYNM + LIDHYL - NYLYEYM SYDNL NYLYIOIN ON
YRUINI NYIVEYD IVTIN SYLIYNM) NYONNLIHONId ISYSITv3y 139uvL W




(ireg jebues) .
20'16 12'7ve TiddY NYINE YIE3NIM NYIVAYD TISYH
00'16 00281 uedejeusd/uesnind ueuiies ueyeiskuad ueeuesyejed| ¢
00'L6 00'z81 12189 Epje Uejenquad ueeuesyejeq| ¢
0016 00281 npem jeds) eseyiad uelessjauad ueeuesyepg| z
06 ({418 uejebng ueessjueday Ip elexsad isessiuiwpe 1sbuny sebn ueeuesyeeleuad| |
(¥NQ 19v8I0 NYONNLIHONId)  [(ISYSITY3d SYLIMYNX + L3DYYL
VP3N NYIYEYO IV IN SYLIYNY) NYONNLIHONId NVLVEVT SYONL NVLVIOIN ON
2202 13N NYINE VINANIM NYIVAYD NVIVTINId ISYINLIdYHIY
16 a8l VIYINI NYIVAYD IVTIN
16 81 28 vwnog | 4 | o 004 vewmog | | 0 sy I
seyid esed epedsy uedejeuad/uesnnd ueuijes ueyeleiusd ueeuesyejed
(6) @ 0 ) @ (1) (€) @ W
NLAWAYNA 1NdLNO/LNYNM NLNWAYNY 1NdLNO/LNYNN
(YN 19VEI0 NYONNLIHONID)  |(ISYSITY3Y SYLIMYNY + 130NVL W
VPN NYIYYD IVIN SYLITYNY) NYONNLIHONId i NYLYEYM SYONL NVLYIOIN ON
ISYSITY3d 1394vL




PENGADILAN AGAMA SOLOK

JIn. Kapten Bahar Hamid Laing Telp/Faks (0755) 3210231
e-mail : pa.solok@pta-padang.qo.id, Web: www.pa-solok.go.id

KOTA SOLOK — SUMATERA BARAT

Nomor - W3-A7/63S /HM/6/2022 Solok, 3 Juni 2022
Lampiran -
Perihal . Undangan Rapat

Kepada Yth

Bapak/Ibu Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengadilan Agama Solok
Di

Solok

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Tim Penyusunan Operasional

Prosedur (SOP) pada Pengadilan Agama Solok untuk dapat hadir pada:

Hari/Tanggal - Senin, 6 Juni 2022

Pukul - 09.00 WIB

Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Agama Solok
Acara : Rapat Reviw SOP Pengadilan Agama Solok

Demikianlah, undangan ini kami sampaikan terima kasth.

~“Wassalam




PENGADILAN AGAMA SOLOK

JIn. Kapten Bahar Hamid Laing Telp/Faks (0755) 3210231
e-mail : pa.solok@pta-padang.qgo.id, Web: www.pa-solok.go.id

KOTA SOLOK - SUMATERA BARAT

Hari/Tanggal/Jam | Senin, 6 Juni 2022 /Jam 09.00 s.d 10.00 WIB
Tempat Ruang Media Center Pengadilan Agama Solok
Pimpinan Rapat | Zulkifli Firdaus, S.H.I

Peserta Rapat Tim Penyusunan SOP pada Pengadilan Agama Solok
Acara Rapat Reviu SOP Pengadilan Agama Solok

Agenda dan Notulen Rapat
Agenda

1. Reviw SOP Pengadilan Agama Solok
2. Hal-hal yang dirasa perlu
Kesimpulan

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Solok yang merupakan rangkaian
instruksi tertulis mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi perlu dilakukan reviu
tentang pelaksanaan maupun peraturan yang dijadikan dasar hukum penerapan SOP serta
waktu yang digunakan

2. SOP Pengadilan Agama Solok yang berjumlah lebih kurang 90 (Sembilan puluh) SOP, agar
bagian Kepaniteraa dan Kesekretarian melakukan reviu terhadap SOP yang digunakan

3. Reviu SOP dilakukan terhadap
- Peraturan yang dijadikan dasar dalam SOP
- Waktu yang digunakan’
- Implementasi SOP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
- Penomoran SOP apakah sudah sesuai dan urut

4. Hasil Reviu akan kembali dibahas pada tanggal 20 Juni 2022

AAG Solok, 6 Juni 2022
v Mencgetahul Notulen

~Ketua Ti Lm
i

( P ]
li FIRDAUS ROZA ELFINA,




PENGADILAN AGAMA SOLOK

JIn. Kapten Bahar Hamid Laing Telp/Faks (0755) 3210231
e-mail : pa.solok@pta-padang.qo.id, Web: www.pa-solok.qo.id

KOTA SOLOK - SUMATERA BARAT

DAFTAR RAPAT REVIW SOP PENGADILAN AGAMA SOLOK
TANGGAL 6 JUNI 2022

No Nama Jabatan Dalam Jabatan Dalam Tim Tanda Tangan
Dinas
1 Zulkifli Firdaus, SHI Wakil Ketua Ketua Tim
Sekretaris
2 Yosmedi, S.H Panitera Administrasi
Kepaniteraan
Sekretaris
3 Oga Pertissa, S.E.,M.M Sekretaris Administrasi
Kesekretariatan
Ahmad Hidayat, . Anggota
4 | SHIMH Hakim
Erathono Agung Panitera Muda
5 | saripraja, S.H Hukum Anggota
. Panitera Muda
6 | Fadila Rusyda, S.H.l Gugatan Anggota
Kasubbag
- Roza Elfina, S.H Kepegawaian, Anggota
Organisasi dan
Tata Laksana
Kasubbag
Perencanaan, Anggota
8 lbnal Fauzi, S.H.1 Teknologi
Informasi dan
Pelaporan
Kasubbag Umum
9 Febrianto, A. Md dan Keuangan Anggota

Solok 6 Juni 2022
Petugas Absen

Rofza Elfiffa, S.H

NIP. 19731120 199402 2 001







PENGADILAN AGAMA SOLOK
W, Rapt. Bakan Hamid, Laing

KOTA $OLOK 27325 Telp./Fax. 0755-3210231

E-Mail s
Nomor : W3-A7 /s13.a/PL.O1/V /2022 24 Mei 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Penetapan Status BMN

Berupa Gedung dan Bangunan
Pada Pengadilan Agama Solok

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang
Di Padang

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, PMK
Nomor:87/PMK.06/2016, tentang Perubahan Atas PMK 246/PMK/06/2015, tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung RI nomor: 893 /SEK/SK/X/2019 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Sekretaris
Mahkamah Agung selaku Pengguna Barang kepada Kepala Biro Umum Perlengkapan Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Sekretaris Satuan Kerja Tingkat Eselon I, Sekretrais
Tingkat Banding, dan Sekretaris Tingkat Pertama untuk dan atas nama Sekretaris
Mahkamah Agung mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Negara, Surat Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Adminstrasi Mahkamah Agung
Nomor: 361/BUA.4/PL.07/08/2019 tanggal 16 Agustus 2019 perihal Pengajuan
Permohonan Penetapan Status Pengunaan Barang Milik Negara Melalui Aplikaasi SIMAN.
Dengan ini kami mengusulkan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa
Gedung dan Bangunan yag terdiri atas Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen Pada
Pengadilan Agama Solok (401922) dengan nilai perolehan sebesar Rp.416.395.000 dan
Bangunan Tempat ibadah Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp. 150.000.000,- dan
Pagar Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp.1.146.546.500,-

Sebagai dasar penetapan tersebut, bersama ini kami lampirkan berks-berkas
pendukung yang disyaratkan sebagai berikut:

1. Daftar BMN yang dimintakan penetapan status penggunaan

2. Laporan Barang Kuasa Pengguna

3. Laporan Kondisi Barang

4. Foto Copy Alih Fungsi dari Gedung Kantor Permanen menjadi Bangunan Rumah
Negara dan foto copy kepemilikan Bangunan Tempat Ibadah Permanen dan pagar
permanen
Surat Keterangan Kebenaran Dokumen
6. Dokumen Pendukung Lainnya

o

rPertissa, S\E, M\.M
AIP.198104202006041002



Membaca

Menimbang

Mengingat

MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRAS!

KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRAS!
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR . AW JBUA/SK/VI/2011
TENTANG

ALIH FUNGSI PEMANFAATAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA SOLOK YANG LAMA

MENJADI RUMAH DINAS PENGADILAN AGAMA SOLOK

KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRAS! MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

10.

1.

12.

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 02 Mei 2011 Nomor @ W3-A/737
PL.01/V/2011, Perihal : Permohonan Alih Fungsi Tanah dan Gedung Menjadi Tanah dan Gedun¢
Untuk Rumah Dinas Pengadilan Agama Solok :

Bahwa untuk memanfaatkan gedung kantor Pengadilan Agama Solok yang lama, yang sudafr
tidak difungsikan lagi untuk dijadikan rumah dinas Pengadilan Agama Solok :

Bahwa demi efisiensi pengelolaan dan tertib administrasi dipandang perlu mengalihfungsikar
geduny kantor Pengadilan Agama Solok yang lama menjadi rumah dinas Pengadilan Agame
Solok ;

Undang-Undang Noinor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tenfang Kekuasaan Kehakiman :

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1969 Tentang Peradilan Agama ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 :

Reputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi
Administrasi den Fungsional di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan
Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 tentang
Penjualan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sekretariat Mahkamah
Agung Republik Indonesia ;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September
2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara ;

Surat Menteri Keuangan Rl Nomor : S-90/MK.6/2009 tanggal 8 Mei 2009 tentang Barang Milik
Negara Berupa Tanah Dan/Bangunan Idle ;

Nota Kesepakatan bersama antara Kementerian Agarna Republik Indonesia dengan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 2049 Tahun 2005
MA/SFEKHMATISKAXIo00S tantann Qarah Tarima Raran~




Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

>
m

TIGA

MEMUTUSKAN

ALIH FUNGSI PEMANFAATAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA SOLOK
LAMA MENJADI RUMAH DINAS PENGADILAN AGAMA SOLOK.

Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadiian Agama Solok unfuk :

Memasukkan bareng milik negara yang semula gedung kantor Pengadilan Agama Soclok yang
menjadi rumah dinas Pengadilan Agama Solok pada daftar inventaris Pengadi !an Agama Solok
Mahkamah Agung Republik Indonesia. ;

Melakukan perubahan nama pada sertifikat menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesi
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Surat Edaran Kepala Badan Urusan Admini
Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 Mei 2010 Nomor : 144/BUA/PL/V/2010.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudiai
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di . JAKARTA
Pada tanggal © 17 Jum 50W

ﬁPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
'AHKAMM R“GUNG REPUBLIK INDONESIA

. DRA.SUBAGYO,SH, MM.
~NIP, 9570227.198003.1.003

Tembusan kepada Yth. :

N

PR .
POl

N e

¥
P
Ny

o0 L0 ©3 TR IO (O % G (RO

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah 11l Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Pekanbaru
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang

Ketua Pengadilan Agama Solok .

Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Solok



DAN URUSAN ADMINISTRASI
HKAMAH AGUNG RI

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA - R
:1111BUATSK VI 2011

SRR A USRI

Bangunan Gedung Kantor Pengadilan
Agama Solok

JI. Marah Addin, Kel. Kampung
Jawa, Kec. Tanjung Harapan,
Kota Solok, Propinsi Sumatera
Barat

1500M2 | 326 M2

1996

416,395,000 Baik | Serfifikat Hak Pakai Alih fungsi menjadi Rumah Dinas
an. Pemerintah R Pengadilan Agama Soiok
cq. Mahkamah Agung RI

Ditetapkandi : JAKARTA

T

AI:AS?%%N URUSAN ADMINISTRAS!
ABKAMAH AGUNG RI

s




Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN S O L O K (090)

agar melakukan pencatatan atas penerimaan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga :

Tahun Anggaran : 2021

Dasar Pencatatan Satker Kewenanggn Nama Satker
PP No.10/2011 401922 KD PENGADILAN AGAMA SOLOK

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program

03.04.005.01.WA
Kegiatan, Output, Lokasi
1071.EAD.08.53
Sumber Dana / Cara Penarikan : 12/-
Nomor Register : 27F71BA
ASET/BEBAN JASA PENDAPATAN
BA/Unit Eselon I
Akun Jumiah Uang /Lokasi/Akun/Satker Jumlah Uang
133111 150.000.000,- | 999.02.01.51.431121.977263 150.000.000,-
Jumlah Aset/Beban Jasa 150.000.000,- | Jumiah Pendapatan 150.000.000,-

Kepada : Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperiunya

Yaitu : Pengesahan Hibah Dalam Negeri dalam bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga Triwulan II untuk
kegiatan Hibah Bangunan Mushalla Al ISHLAH Pada Peng adilan Agama Solok berdasakan SP3HL
nmr:W3-A7/449/PL.01/Iv/2021 tgl 16 /04/2021

SOLOK, 20 APRIL 2021
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PENGADILAN AGAMA SOLOK
JIn Kapten Bahar Hamid Laing Telp (0755) 3210231

e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id, Web: www.pa-solok.go.id
KOTA SOLOK — SUMATERA BARAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : W3-A7/231/PL.01/11/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
bertempat di pengadilan agama solok, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.l, dan rekan-rekan
Tempat / Tanggal lahir : Binjai/ 16 Februari 1992

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Griya laing 2, Kel. Laing, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok
Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Solok

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Mushalla Al Ishlah, selanjutnya
disebut Pihak Pertama.

Nama : Nurmia Locana, 5. Kom
NIP : 19861113 200904 2 006
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Solok

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Solok, selanjutnya disebut
Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan serah terima hibah berupa 1
(satu) unit Mushalla beserta 2 (dua) buah kursi, dengan ini menerangkan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah mengadakan suatu
perjanjian hibah langsung berdasarkan Naskah Hibah nomor W3-
A5/232/PL.01/11/2021 tanggal 16 Februari 2021, dalam perjanjian tersebut
disebutkan bahwa Pihak Pertama merupakan Pemberi Hibah dan Pihak Kedua
merupakan Penerima Hibah.

2. Bahwa sebagai Pemberi Hibah, Pihak Pertama wajib untuk menyerahkan kepada
Pihak Kedua barang hibah dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No | Uraian Bangunan | Lokasi Bangunan Luas Bangunan | Nilai Bangunan
1. | Mushalla Al Ishlah | JI. Kapten Bahar | 107 m? (seratus | Rp.150.000.000,-
Hamid, Kelurahan | tujuh meter | (seratus lima
Laing, Kecamatan | persegi) puluh juta
Tanjung Harapan, rupiah)
Kota Solok




No | Uraian Jumlah

Nilai

2. | Kursi besi 2 buah

2 x1.250.000 =
Rp2.500.000,- (dua
juta lima ratus ribu
rupiah)

3. Bahwa untuk melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir
2 (dua) Berita Acara Ini, Pihak Pertama dalam hal ini menyerahkan barang tersebut
kepada Pihak Kedua sebagaimana dalam hal ini Pihak Kedua menerima barang

tersebut dari Pihak Pertama.

4. Bahwa berita acara ini merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian dan sekaligus
sebagai tanda terima barang diantara para pihak dan karenanya merupakan suatu

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah berita acara ini dibuat pada tanggal sebagai mana yang telah disebutkan pada

bagian awal berita acara ini.

Pihak Pertama Pihak Kedua
Pengurus Mushalla Al Ishlah, Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Solok,
-
. =
Muhammad llham Al Firdaus Lubis, S.H.I Nurmia Locana, S. Kom
NIP : 19920216 201712 1 001 NIP : 19861113 200904 2 006

~Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Solok,

'\ _
Dr. Muham Fauzan, S.H.l.,, M.A
NIP_; 19810209 200704 1 001




MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : 10-12-2013 Nomor : 00072/2013

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara S O L O K (090)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 93.462.574,-

*+*SEMBILAN PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH DUA RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH***

Jenis SPM : | 07 |LANGSUNG Cara Bayar: | 2 |Giro Bank Tahun Anggaran : 2013
Dasar Pembayaran Satker Kewenangan Nama Satker

UU APBN NO.22 TAHUN 2011 KEPRES 401922 KD PENGADILAN AGAMA SOLOK

NO 42 TAHUN 2002 (01) DIPANG.

DIPA-005.01.2.401922/2013 TANGGAL
05-12-2012 REV.6

NO.DIPA-005.01.2.401922/2013 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program

03 04 005 01 02
Kegiatan, Qutput, Lokasi
1072 998  08.53

Jenis Pembayaran 01 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran 1 4 Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM/RM
PENGELUARAN POTONGAN
Jenis Belanja Jumlah Uang BA.Unit.Lok.Akun.Satker Jumlah Uang
53 104.906.970,- | 015.04.08.53.411124.525212 1.907.399,-
015.04.08.53.411211.525212 9.536.997,-
Jumlah Pengeluaran 104.906.970,- Jumlah Potongan 11.444.396,-
Rp. 93.462.574,-

Kepada  : CV MUTIARA SELATAN JI. Raya Koto Baru No.15, Muara Labuh Kab. Solok Selatan

NPWP : 02.336.867.3-203.000
Rekening :1300.0103.00077-8 (MUTIARA SELATAN CV)
Bank/Pos : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT KC MUARA LABUH

Uraian : PEMBAYARAN TERMYN II 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR KELILING GEDUNG K ANTOR PENGADILAN
AGAMA SOLOK BERDASARKAN SPK NMR:03/PPK-PA.SLK/PPK/VII 1/2013, TGL 19/08/2013, SENILAI £02.570.000,-
DAN ADDENDUM KONTRAK NMR :09/PPK-PA.SLK/ADD-PPK/X/2013, TGL 09/10/2013,SENILAI RP.636.570.000,-
DAN BASTP PERTAMA NMR:11/PPK-PA.SLK/PPK/X1/2013, TGL 26/11/2013

s Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah SOLOK, 10 DESEMBER 2013
diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas A.n. Kuasa Pefigguna Anggaran
beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan .
ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM. Pejabat Penapgla Tangan SPM

= Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung
jawab Pejabat Penandatangan SPM.

AR Ay | res (Ao, Ao

167 332 800 2-7 2 NIP. 198102052006041003

SN :r_rspp

{=LAH DITERBITKAN SP2D
KPPNSOLOK - =

.EZANGGAL:‘ 11 pEC 203
NOMOR & 3 (/pey 9 g 0



MAHKAMAH AGUNG

1

BADAN URUSAN ADMINISTRAS] a. No. KIB C
PENGADIEAN TINGGE AGAMA PADANG b. Kode Barang : 4.01.02.02.007 .1
KARTU IDENTITAS BARANG
(KIB)
BIDANG : BANGUNAN GEDUNG
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL
SUB KELOMPOK : RUMAH NEGARA GOLONGAN Il
SUB-SUB KELOMPOK : RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE C PERMANEN
NAMA UAKPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UAKPB : 005.01.08.401922.000.KD
L. UNIT BARANG III. PENGADAAN
1. Luas bangunan 326 M2 1. Cara Perolehan : Reklasifikasi Masuk
2. Jumiah lantai ! 1 Lantai
3. Type 0 C 2. Dari : APBN
4. Th. sls dibangun/ : 1996 /1996
digunakan
5. No.IMB : 230/SK/IMB/WSL-1996 3. Tgl Perolehan  : 17-06-2011
Tgl.IMB  Op-02-15%8 4. Kondisi Perolchan: Baik
5. LetakBangauan 5. Harga Perolchan : Rp 416,395,000
Propinsi + SUMATERA BARAT 6. Dasar Harga : Harga Perolehan
Kota/Kabupaten*) : KOTASOLOK % BumbecDeans
No:
Kecamatan : TANJUNG HARAPAN Tl : -
Kelurahan/Desa*) : KAMPUNG JAWA
Jalan : JLN. MARAHADDIN A MAEN, MARGR LIS
1. Nilai Buku Y Rp 572,716,347
RT/RW/RK - 02/05 2. Nilai Wajar . Rp 0
7. No. KIB Tanah 1 NJOP . Rp 0
II. UNIT PENGGUNA V. CATATAN PENGISI
1. NamaUnit : PENGADILAN AGAMA SOLOK 1. Status : Digunakan sendiri untuk dinas jabatan
Penggunaan
2. Alamat  :JLN. MARAHADDIN KOTA SOLOK 2, Digniki
oleh/ untuk *)
Disetujui Tgl. : 08-06-2022 Diisi Tgl. : 08-06-2022
Nama Pejabat  : Oga pertissa, S.[;, M.M Nama Pejabat : Febrianto, A.md
bt. Struktural : SB \RETARIS Jabatan : Kasfbbag Umum dan Keuangan
Tanda tangan Tanda tangan
dan stempel [“ ﬁl dan stempel
[

A
A

i oret yand UAgK perth
*} Coret yand gk h\'u
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MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI]
PENGADILAN TINGGE AGAMA PADANG

a. No. KIB :
b. Kode Barang

KARTU IDENTITAS BARANG
(KIB)
BIDANG : BANGUNAN GEDUNG
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK :BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH

SUB-SUB KELOMPOK :

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH PERMANEN

4,01.01.08.001

2

NAMA UAKPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UAKPB : 005.01.08.401922.000.KD
I. UNIT BARANG IT1. PENGADAAN
1. Luas bangunan 107 M2 1. Cara Perolechan : Hibah (Masuk)
2. Jumlah lantai 3 1 Lantai
3. Type : ; : Individual
2. Dx :
4. Th. sls dibangun/ : 2021 /2021 o
digunakan
5. No.IMB : 3. Tgl Perolechan : 21-04-2021
Tel.IMB 2 4. Kondisi Perolehan: Baik
8. Ltk Bangumo 5. Harga Perolehan : Rp 150,000,000
Propinsi : SUMATERA BARAT 6. Dasar Harga : Harga Perolehan
Kota/Kabupaten*) : KOTASOLOK 7. BumberDuos
No:
Kecamatan : Tanjung harapan Tel: -
Kelurahan/Desa*) : Liang
- . J1, Bahar Hamid IV. NILAI/ HARGA LATINNYA
1. Nilai Buku “ Rp 147,000,000
RT/RW/RK : 03/04 2. Nilai Wajar : Rp 0
7. No. KIB Tanah 5 0 3. NIOP : Rp 0
II. UNIT PENGGUNA V. CATATAN PENGISI
1. Nama Unit : PA Solok 1. Status : Digunakan sendiri untuk operasional
Penggunaan

2. Alamat : JI. Kapten Bahar Hamid

2. Digunakan : Pegawai PA Solok
oleh/ untuk *)

Disetujui Tgl.  : 08-06-2022
Nama Pejabat  : Oga pertissa, S.E, M.M

b
Jbt. Struktural /: SE

15[ Merr
Tanda langl '(w_’ )
dan stem L=

\
\

\

\

Diisi Tgl. : 08-06-2022
Nama Pejabat : Febrianto, A.md
Jabatan : Kas@bbag Umum dan Keuangan
Tanda tangan

dan stempel

" )(_’c)rcrm{‘peilt.l ,. /

e
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PENGADILAN AGAMA SOLOK
Mo, Kapt. Bakar Hamid, Laing

KOTA $OLOK 27325 Telp./Fax. 0755-3210231
E-Mail s

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor : W3-A7/573-% /PL/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oga Pertissa, S.E, M.M
NIP/NRP : 19810420 200604 1 002
Jabatan : Sekretaris / Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Agama Solok

dengan ini menyatakan bahwa Gedung dan Bangunan dengan perincian data :

No Nama Barang Lokasi
1. Bangunan Rumah Negara JI. Marah Addin, Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung
Golongan Il Tipe C Permanen Harapan Kota Solok
2. Bangunan Tempat Ibadah JI. Kapten Bahar Hamid, Kel. Laing Kec. Tanjung
Permanen Harapan Kota Solok
3. Pagar Permanen JI. Kapten Bahar Hamid, Kel. Laing Kec. Tanjung
Harapan Kota Solok

adalah Barang Milik Negara yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kementerian/ Lembaga Mahkamah Agung Rl c.q Pengadilan Agama Solok.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan
penetapan status penggunaan Barang Milik Negara.

-

%a Pertissa, S.B\ M.M
NIR.19810205 200604 1 002
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PENGADILAN AGAMA SOLOK
Pn. Rapt. Bakar Hamid, Laing

HOTA $OLOK 27325 Telp./Fax. 0755-3210231
E-Mail

SURAT KETERANGAN KEBENARAN
FOTOKOPI BERITA ACARA SERAH TERIMA DAN DOKUMEN LAINNYA
TERKAIT PEROLEHAN BARANG MILIK NEGARA
Nomor : W3-A7/572.c /PL.04/V/2022

Yang bertandatangan dibawabh ini:

Nama : Oga Pertissa, S.E, M.M
NIP : 19810420 200604 1 002
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang

Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi Berita Acara Serah Terima / Dokumen Lainnya terkait
perolehan Barang Milik Negara :

No | Nomor Berita Acara Serah Terima/ Dokumen Lainnya Tanggal Berita Acara Serah Terima/
Dokumen Lainnya
1. 111/BUA/SK/VI/2011 17 Juni 2011
2. W3-A7/231/PL.01/11/2021 16 Februari 2021
3. 00072/2013 10 Desember 2013

Adalah benar sesuai dengan aslinya.

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan
penetapan status penggunaan Barang Milik Negara.

Jga Pertissa, S.ENVILM
NIP.19810205 200604 1 002



PAGAR PERMANEN




TEMPAT IBADAH




Hal : 1

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022
TAHUN ANGGARAN :2022
UAKPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UAKPB  : 005010800401922000KD
NILAI
KODE RAIAN
v PER 31 DESEMBER 2022
117111 BARANG KONSUMSI
1010301001 | ALAT TULIS 120,000
100111} - pena signo 120,000
1010302002} BERBAGAI KERTAS 25,000
200213] - stiker coral 25,000
1010306010] BATU BATERAI 30.000
000005] - Baterai AA 30,000
Jumlah 175,000
Keterangan:

1. Persediaan senilai Rp. 0,- dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0,- dalam kondisi usang.

i
".

37

setujui tanggal : 31 Mei 2022

dngye

Solok, 31 Mei 2022
Petugas Pengelola Persediaan,
Staf

!

Ayu Nuansa Ramadhani
199801222020122001



MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA RUANGAN :RUANG TUNGGU MEDIASI DAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE RUANGAN :22

KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

No. No.Urut Nama Barang \dentitas Barang i Penguasaan Keterangan
Pendaft Merk/Type Kd Barang |Th.Prih Barang
1 2 3 4 8 6 7 8 9
1 8| Sice 3.05.02.01.005| 2006 1 Buah [ Milik Sendiri

Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa

Pengguna Barang gUﬁKPB) dan penanggung jawab ruangan ini

”

SOLOK ,14-06-2022

g\}Xab UAKPB, Penanggung Pawab Ruangan,

RTARIS

FEBRIANTO, A.Md

, HBaa pertissd, K MM
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MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK

KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA RUANGAN :RUANG TUNGGU TAMU

KODE RUANGAN :21

No.Urut Identitas Barang Jumlah
No. Nama Barang B Penguasaan Keterangan
Pendaft Merk/Type Kd Barang |Th.Prlh arang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5| Sice 3.05.02.01.005| 2007 1 Buah [ Milik Sendiri

Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit A

Pengguna Barang (MWAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini
T

kuntansi Kuasa

Lo 198104202006041002
“\\\.'_'_.7 —

SOLOK

,14-06-2022

FEBRIANTO, A.MD
198102052006041003

Penanggung Jawab Ruangan,




MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK NAMA RUANGAN :RUANG RESEPTIONIS
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD KODE RUANGAN :04
Identitas Baran Jumlah
No. Eghlé;uf: Nama Barang NerkiType K Barangg oy Barang Penguasaan Keterangan
1 2 3 4 8 6 7 8 9
1 2| Mesin Absensi 3.056.01.05.017| 2017 1 Buah [Milik Sendiri
2 56| Meja Kerja Kayu KAYU JATI |3.05.02.01.002| 2010 1 Buah | Milik Sendiri | MEJA RESPTIONIS
3 107| Kursi Besi/Metal 3.05.02.01.003| 2011 1 Buah | Milik Sendiri
4 9| Sice Gresco LS-03| 3.05.02.01.005| 2016 1 Buah | Milik Sendiri
5 2| Lambang Instansi LOGO 3.05.02.06.042| 2012 1 Buah | Milik Sendiri
PENGADILA
N AGAMA
SOLOK
6 1| Komputer Jaringan Lainnya Touchscreen | 3.10.01.01.999| 2011 1 Milik Sendiri | Koreksi Tambah
15| P.C Unit COMPAQ 3.10.01.02.001| 2012 1 Buah [Milik Sendiri

Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini

SOLOK ,14-06-2022
, Penanggu awab UAKPB, Penanggung\Jawab Ruangan,

f
A7 00a pertissa) S. K M.M
&, 9810420200604 N02

o5 ~

FEBRIANTO, A. Md
198102052006041003




MAHKAMAH AGUNG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

NAMA RUANGAN :RUANG DAPUR

KODE RUANGAN :08

No. No.Urut Nama Barang Idenifas Barang Mg Penguasaan Keterangan
Pendaft Merk/Type Kd Barang |Th.Prih Barang
1 2 3 4 & 6 7 8 9
1 76| Kursi Besi/Metal futura 3.05.02.01.003| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
2 78| Kursi Besi/Metal futura 3.05.02.01.003| 2007 1 Buah [Milik Sendiri
3 79| Kursi Besi/Metal futura 3.05.02.01.003] 2007 il Buah | Milik Sendiri
4 6| Sice 3.05.02.01.005| 2007 1 Buah [Milik Sendiri
5 1| Kompor Gas (Alat Dapur) 3.05.02.05.002| 2006 1 Buah |Milik Sendiri

Tidak dibenarkan.memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit A
dan penanggung jawab ruangan ini

kuntansi Kuasa

Pengguna Barang (UAKPB

~ Ogapertissa, S.E

e 2498404202006047002

M.M

SOLOK

Penanggung
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wab Ruangan,
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MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK NAMA RUANGAN :RUANG LAKTASI
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD KODE RUANGAN :24
No.Urut Identitas Barang Jumlah
No. Nama Barang B Penguasaan Keterangan
Pendaft Merk/Type Kd Barang |Th.Prlh arang
1 2 3 4 5 6 Y4 8 9
143| Kursi Besi/Metal futura 3.05.02.01.003| 2016 1 Buah |Milik Sendiri
2 3| Kipas Angin 3.05.02.04.006| 2004 1 Buah | Milik Sendiri

Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa

Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini

SOLOK ,14-06-2022
Penanggung Jawab Ruangan,

FEBRI O, A. Md
198102052006041003

N



MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

NAMA RUANGAN :RUANG AULA
KODE RUANGAN : 20

No.Urut Identitas Barang Jumlah
No. Nama Barang Penguasaan Keterangan
Pendaft Merk/Type Kd Barang |Th.Prih Barang
1 2 3 4 5 6 3 8 9
1 37| Meja Kerja Kayu meja kerja 3.05.02.01.002| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
kayu 1/2 biro
2 38| Meja Kerja Kayu meja kerja 3.05.02.01.002 2007 1 Buah [ Milik Sendiri
kayu 1/2 biro
3 39| Meja Kerja Kayu meja kerja 3.05.02.01.002| 2007 1 Buah [ Milik Sendiri
kayu 1/2 biro
4 49| Meja Kerja Kayu MEJA 1/2 3.05.02.01.002 2010 1 Buah [Milik Sendiri
BIRO
5 65| Meja Kerja Kayu 3.05.02.01.002 2013 1 Buah | Milik Sendiri |[MEJA BIRO
6 51| Kursi Besi/Metal 3.05.02.01.003] 2006 1 Buah [ Milik Sendiri
g 53| Kursi Besi/Metal 3.05.02.01.003| 2006 1 Buah | Milik Sendiri
8 55| Kursi Besi/Metal 3.05.02.01.003| 2006 1 Buah | Milik Sendiri
9 72| Kursi Besi/Metal futura 3.05.02.01.003| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
10 74{ Kursi Besi/Metal futura 3.05.02.01.003| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
11 148| Kursi Besi/Metal futura 3.05.02.01.003| 2016 1 Buah | Milik Sendiri
12 149| Kursi Besi/Metal futura 3.05.02.01.003| 2016 1 Buah [ Milik Sendiri
13 150| Kursi Besi/Metal futura 3.05.02.01.003| 2016 1 Buah | Milik Sendiri
14 151] Kursi Besi/Metal futura 3.05.02.01.003) 2016 1 Buah |Milik Sendiri
15 152| Kursi Besi/Metal futura 3.05.02.01.003| 2016 1 Buah | Milik Sendiri
16 153| Kursi Besi/Metal futura 3.05.02.01.003| 2016 1 Buah | Milik Sendiri
17 167| Kursi Besi/Metal 3.05.02.01.003| 2017 1 Buah | Milik Sendiri
18 11| Kursi Kayu KAYU JATI |3.05.02.01.004| 2010 1 Buah | Milik Sendiri | KURSI SIDANG
19 12| Kursi Kayu KAYU JATI |3.05.02.01.004| 2010 1 Buah | Milik Sendiri | KURSI SIDANG
20 13| Kursi Kayu KAYU JATI |3.05.02.01.004| 2010 1 Buah | Milik Sendiri | KURSI SIDANG
21 14| Kursi Kayu KAYU JATI |3.05.02.01.004| 2010 1 Buah [Milik Sendiri |KURSI PANITERA
22 10| A.C. Split LG 2 PK 3.05.02.04.004| 2016 1 Buah | Milik Sendiri
23 5| Tiang Bendera 3.05.02.06.030] 2008 1 Buah |Milik Sendiri
24 6| Tiang Bendera 3.05.02.06.030{ 2008 1 Buah | Milik Sendiri
25 1| Mimbar/Podium Jati 3.05.02.06.037| 2016 1 Buah | Milik Sendiri | Podium
kuntansi Kuasa

Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit A

dan penanggung jawab ruangan ini

Pengguna Barang (UAKPB)

SOLOK

,14-06-2022

Penanggung\Jawab Ruangan,

FEBRIANTO, A. Md

198105022006041003




MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA RUANGAN :RUANG RAPAT PIMPINAN
KODE RUANGAN :23

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

No.Urut] Identitas Barang Jumlah
No. Pendaft Nama Barang NerkiType Kd Barang [Tnprin Barang Penguasaan Keterangan
1 2 3 4 L 6 7 8 9
1 40| Meja Kerja Kayu Meja Biro 3.05.02.01.002 2008 1 Buah | Milik Sendiri
Type L

2 63| Meja Kerja Kayu 3.05.02.01.002 2013 1 Buah | Milik Sendiri | MEJA MEDIASI
3 77| Kursi Besi/Metal futura 3.05.02.01.003] 2007 1 Buah [Milik Sendiri

4 108| Kursi Besi/Metal 3.05.02.01.003| 2013 1 Buah | Milik Sendiri | KURSI KERJA

5 109| Kursi Besi/Metal 3.05.02.01.003| 2013 1 Buah |Milik Sendiri | KURSI KERJA
6 124] Kursi Besi/Metal FUTURA 3.05.02.01.003] 2013 1 Buah [Milik Sendiri
7 125 Kursi Besi/Metal FUTURA 3.05.02.01.003| 2013 1 Buah | Milik Sendiri
8 126| Kursi Besi/Metal FUTURA 3.05.02.01.003| 2013 1 Buah | Milik Sendiri
9 127| Kursi Besi/Metal FUTURA 3.05.02.01.003| 2013 1 Buah | Milik Sendiri
10 128 Kursi Besi/Metal FUTURA 3.05.02.01.003| 2013 1 Buah | Milik Sendiri
11 129 Kursi Besi/Metal FUTURA 3.05.02.01.003| 2013 1 Buah | Milik Sendiri
12 142 Kursi Besi/Metal futura 3.05.02.01.003| 2016 1 Buah | Milik Sendiri
13 165| Kursi Besi/Metal 3.05.02.01.003( 2017 1 Buah | Milik Sendiri
14 168| Kursi Besi/Metal 3.05.02.01.003| 2017 1 Buah | Milik Sendiri
15 8| A.C. Split PANASONIC | 3.05.02.04.004| 2012 1 Buah | Milik Sendiri
16 3| Televisi Samsung 3.05.02.06.002| 2017 1 Buah [Milik Sendiri

Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini

N >

Y : SOLOK ,14-06-2022
/ E?enanggung Wwab UAKPB, Penanggung Jhwab Ruangan,
A& .
%’ W 3 /
W7 Sdapertissa; S.E\M.M FEBRIANYTO, A. Md
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MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

NAMA RUANGAN :RUANG PANITERA PENGGANTI

KODE RUANGAN :29

No. Ne.Urnsg Nama Barang feaiies Barng SHITES Penguasaan Keterangan
Pendaft Merk/Type Kd Barang |Th.Prlh Barang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 50| Meja Kerja Kayu MEJA 1/2 3.05.02.01.002] 2010 1 Buah | Milik Sendiri
BIRO
2 63| Kursi Besi/Metal fantoni f 220 |3.05.02.01.003| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
3 64| Kursi Besi/Metal fantoni 3.06.02.01.003| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
4 65| Kursi Besi/Metal fantoni 3.05.02.01.003| 2007 i Buah | Milik Sendiri
5 1| Meja Komputer 3.05.02.01.009| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
6 4| Meja Komputer 3.05.02.01.009| 2008 1 Buah | Milik Sendiri

Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit 2

dan penanggung jawab ruangan ini

kuntansi Kuasa

Pengguna Barang (UAKPB)

& 1981
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MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK NAMA RUANGAN :RUANG PUSTAKA
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD KODE RUANGAN :17
No. e Nama Barang BHIIEE B Jumiah Penguasaan Keterangan
Pendaft Merk/Type Kd Barang |Th.Prih Barang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 6| Lemari Kayu 3.05.01.04.002 1997 1 Buah | Milik Sendiri | Koreksi hasil
2 19| Lemari Kayu 3.05.01.04.002| 1997 1 Buah [Milik Sendiri | Koreksi hasil
3 21| Lemari Kayu 3.05.01.04.002[ 1997 1 Buah | Milik Sendiri | Koreksi hasil
4 26| Lemari Kayu 3.05.01.04.002| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
5 4| Filing Cabinet Besi L 44 3.05.01.04.005 2010 1 Buah | Milik Sendiri
6 29| Meja Kerja Kayu 3.05.02.01.002| 1996 1 Buah | Milik Sendiri | Koreksi hasil
7 35| Meja Kerja Kayu meja kerja 3.05.02.01.002| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
kayu 1/2 biro
8 54| Meja Kerja Kayu KAYU JATI [3.05.02.01.002| 2010 1 Buah | Milik Sendiri |MEJA SIDANG
9 52| Kursi Besi/Metal 3.05.02.01.003| 2006 1 Buah | Milik Sendiri
10 1| Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
11 2| Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
12 3| Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah [Milik Sendiri
13 4{ Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
14 5| Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
15 6[ Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
16 7| Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
17 8| Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
18 9| Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
19 10| Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
20 11| Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
21 12| Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
22 13| Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
23 14{ Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
24 15| Monografi 6.01.01.01.001{ 2007 1 Buah | Milik Sendiri
25 16| Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah [ Milik Sendiri
26 17| Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
27 18| Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
28 19| Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
29 20| Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
30 21| Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah [ Milik Sendiri
31 22| Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
32 23| Monografi 6.01.01.01.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa

dan penanggung jawab ruangan ini

Pengguna Barang (UAKPB)
7 X
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,14-06-2022
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MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

DAFTAR BARANG RUANGAN

KODE RUANGAN :27

NAMA RUANGAN :RUANG ANJUNGAN MANDIRI

o, No Urut Nama Barang Identitas Barang Jumlah Penguasssn Keterangan
Pendaft Merk/Type Kd Barang |Th.Prlh Barang
1 Z 2 4 5 6 3 8 9
1 1{ Tabung Pemadam Api 3.05.01.05.001| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
2 90| Kursi Besi/Metal Futura 3.05.02.01.003| 2008 1 Buah | Milik Sendiri
3 91| Kursi Besi/Metal Futura 3.05.02.01.003| 2008 1 Buah | Milik Sendiri
4 1| All Band Receiver GSR 6900 3.06.03.23.021| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
5 9| P.C Unit 3.10.01.02.001| 2009 1 Buah | Milik Sendiri

Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit A

kuntansi Kuasa

Pengguna Barang\_(UAKPB)‘,qan penanggung jawab ruangan ini

/ ‘ SOLOK
</ ‘,’ﬁehanggun Jawab UAKPB,
I7 | & SEKR
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MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA RUANGAN :RUANG TUNGGU SIDANG /
KODE RUANGAN :16

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

No. No.Urut| Nama Barang Identitas Barang Jumiah Penguasaan Keterangan
Pendaft Merk/Type Kd Barang |Th.Prih Barang
) 2 8 4 5 6 7 8 9
1 33| Meja Kerja Kayu 3.05.02.01.002| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
2 54| Kursi Besi/Metal 3.05.02.01.003| 2006 1 Buah | Milik Sendiri
3 56| Kursi Besi/Metal 3.05.02.01.003| 2006 1 Buah [ Milik Sendiri
4 82| Kursi Besi/Metal futura 3.05.02.01.003] 2008 f Buah | Milik Sendiri
5 83| Kursi Besi/Metal Futura 3.05.02.01.003| 2008 1 Buah [Milik Sendiri
6 84| Kursi Besi/Metal Futura 3.05.02.01.003| 2008 1 Buah | Milik Sendiri
7 85| Kursi Besi/Metal Futura. 3.05.02.01.003| 2008 1 Buah | Milik Sendiri
8 86| Kursi Besi/Metal Futura 3.05.02.01.003| 2008 1 Buah | Milik Sendiri
9 87| Kursi Besi/Metal Futura 3.05.02.01.003| 2008 1 Buah [Milik Sendiri
10 88| Kursi Besi/Metal Futura 3.05.02.01.003| 2008 1 Buah | Milik Sendiri
11 89| Kursi Besi/Metal Futura 3.05.02.01.003] 2008 1 Buah | Milik Sendiri
12 100| Kursi Besi/Metal KURSI 3.05.02.01.003| 2010 1 Buah | Milik Sendiri | KURSI TUNGGU
STENLES
13 101| Kursi Besi/Metal STEINLES | 3.05.02.01.003| 2010 1 Buah | Milik Sendiri | KURSI TUNGGU
14 140| Kursi Besi/Metal futura 3.05.02.01.003| 2016 1 Buah [ Milik Sendiri
15 141| Kursi Besi/Metal futura 3.05.02.01.003| 2016 1 Buah [Milik Sendiri
16 144| Kursi Besi/Metal futura 3.05.02.01.003| 2016 1 Buah [Milik Sendiri
17 3| Dispenser national 3 in 1] 3.05.02.06.036| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
18 18| P.C Unit HP 3.10.01.02.001| 2012 1 Buah | Milik Sendiri

Tidak dibenarkan. memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini

SOLOK ,14-06-2022
Penanggung Jawab Ruangan,

./ /
QONI AGUNG SARIPRAJA, SH
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MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK

KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA RUANGAN :RUANG MEDIASI

KODE RUANGAN :13

No.Urut Identitas Barang Jumlah
No. Nama Barang Penguasaan Keterangan
Pendaft Merk/Type Kd Barang |Th.Prlh Barang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 55 Meja Kerja Kayu KAYU JATI |3.05.02.01.002| 2010 1 Buah |Milik Sendiri | MEJA MEDIASI
2 65| Kursi Besi/Metal fantoni 3.05.02.01.003| 2007 1 Buah | Milik Sendiri
3 102| Kursi Besi/Metal VEMO 3.05.02.01.003| 2010 1 Buah | Milik Sendiri | KURSI MEDIASI
4 103| Kursi Besi/Metal VEMO 3.05.02.01.003] 2010 1 Buah [ Milik Sendiri | KURSI MEDIASI
5 104| Kursi Besi/Metal VEMO 3.05.02.01.003| 2010 1 Buah |Milik Sendiri | KURSI MEDIASI
6 105| Kursi Besi/Metal VEMO 3.05.02.01.003| 2010 1 Buah | Milik Sendiri | KURSI MEDIASI
7 14{ A.C. Split 3.05.02.04.004| 2017 1 Buah | Milik Sendiri

Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini
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PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Tahun 2021

Nama : Eni Kaswen

Jabatan : Pramubakti

Unit Kerja  : Pengadilan Agama Solok

Nilai Perilaku kerja Nilai kehadiran
Indikator Perilaku Kerja Nilai Uraian Jumlah hari
Integritas 91 Jumlah kehadiran 129
Kedisiplinan 92 Jumlah hari kerja 129
Kerjasama 90.5
komunikasi 90
pelayanan 89.5
Nilai perilaku kerja 90.6 Nilai Kehadiran 100
Penilaian Kinerja
Nilai kinerja 90.6
Nilai kehadiran 100
Nilai Evaluasi Kinerja 95.3

Catatan Penilai Kinerja :




PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

Tahun 2021

Nama : Arman, S.H

Jabatan : Pengemudi

Unit Kerja  : Pengadilan Agama Solok

Nilai Perilaku kerja Nilai kehadiran
Indikator Perilaku Kerja Nilai Uraian Jumlah hari

Integritas 91 Jumlah kehadiran 129
Kedisiplinan 84.5 Jumlah hari kerja 129
Kerjasama 85
komunikasi 84.5
pelayanan 86

Nilai perilaku kerja 36.2 Nilai Kehadiran 100

Penilaian Kinerja

Nilai kinerja 86.2
Nilai kehadiran 100
Nilai Evaluasi Kinerja 93.1

Catatan Penilai Kinerja :

Solok 31 Desember 2021
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PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

Tahun 2021
Nama : BAYU DIWANDA, S.H.I
Jabatan : Pramubakti
Unit Kerja  : Pengadilan Agama Solok
Nilai Perilaku kerja Nilai kehadiran
Indikator Perilaku Kerja Nilai Uraian Jumlah hari

Integritas 91,5 Jumlah kehadiran 129
Kedisiplinan 90,5 Jumlah hari kerja 129
Kerjasama 92
Komunikasi 92
Pelayanan 92,5

Nilai perilaku kerja 91.7 Nilai Kehadiran 100

Penilaian Kinerja

Nilai kinerja 91.7
Nilai kehadiran 100
Nilai Evaluasi Kinerja 95.85

Catatan Penilai Kinerja :

Solok; 31 Desember 2021
 Penilai Kinerja,




PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

Tahun 2021

Nama : ERA MELINDA

Jabatan : Pramubakti

Unit Kerja  : Pengadilan Agama Solok

Nilai Perilaku kerja Nilai kehadiran
Indikator Perilaku Kerja Nilai Uraian Jumlah hari
Integritas 90.5 Jumlah kehadiran 129
Kedisiplinan 91 Jumlah hari kerja 129
Kerjasama 91.5
komunikasi 92
pelayanan 93
Nilai perilaku kerja 91.6 Nilai Kehadiran 100
Penilaian Kinerja
Nilai kinerja 91.6
Nilai kehadiran 100
Nilai Evaluasi Kinerja 95.8

Catatan Penilai Kinerja :

-Solok, 31 Desember 2021
“Penilgi Kinerja,

P
Yebribnto, A.Md

N Nip:198102052006041002
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PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

Tahun 2021
Nama : MITRA YENTI, S.H.I
Jabatan : Pramubakti
Unit Kerja  : Pengadilan Agama Solok
Nilai Perilaku kerja Nilai kehadiran
Indikator Perilaku Kerja Nilai Uraian Jumlah hari

Integritas 89.5 Jumlah kehadiran 129
Kedisiplinan 90.5 Jumlah hari kerja 129
Kerjasama 90.5
komunikasi 92
pelayanan 91

Nilai perilaku kerja 90.7 Nilai Kehadiran 100

Penilaian Kinerja

Nilai kinerja 90.7
Nilai kehadiran 100
Nilai Evaluasi Kinerja 95.35

Catatan Penilai Kinerja :

Sél&k, 31 Desember 2021

\\, éPy%%brl jto, A.Md

“Nip:{98102052006041002



PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

Tahun 2021
Nama : YOGA AFRIMON
Jabatan : Keamanan
Unit Kerja  :Pengadilan Agama Solok
Nilai Perilaku kerja Nilai kehadiran
Indikator Perilaku Kerja Nilai Uraian Jumlah hari
Integritas 92 Jumlah kehadiran 145
Kedisiplinan 90,5 Jumlah hari kerja 145
Kerjasama 91.5
komunikasi 91
pelayanan 93
Nilai perilaku kerja 91.6 Nilai Kehadiran 100
Penilaian Kinerja
Nilai kinerja 91.6
Nilai kehadiran 100
Nilai Evaluasi Kinerja 95.8

Catatan Penilai Kinerja :

fiilai Kinetja,

\&

~/Solok, 31 Desember 2021

Nip.198102052006041002




PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

Tahun 2021
Nama : Sugiono
Jabatan : Satpam
Unit Kerja  : Pengadilan Agama Solok
Nilai Perilaku kerja Nilai kehadiran
Indikator Perilaku Kerja Nilai Uraian Jumlah hari

Integritas 92 Jumlah kehadiran 145
Kedisiplinan 89,5 Jumlah hari kerja 145
Kerjasama 90
komunikasi 90
pelayanan 91

Nilai perilaku kerja 90.5 Nilai Kehadiran 100

Penilaian Kinerja

Nilai kinerja 90.5
Nilai kehadiran 100
Nilai Evaluasi Kinerja 95.25

Catatan Penilai Kinerja :

Sqlbl;(‘,fal Desember 2021
Pénilai Kinerj




PENGADILAN AGAMA SOLOK

JI. Kapten Bahar Hamid Laing Solok
Telp/Fax. (0755) 3210231, Website : www.pa-solok.go.id
e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id

SOLOK

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SOLOK
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Nomor: W3-A/3%-a/KP.00.2/1/2022

Pada hari ini Senin Tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Agama Solok,
kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : OGA PERTISSA, S.E, M.M

2. NIP : 198104202006041002

3. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

4. Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok

5. Alamat Unit Kerja : JI. Kapten Bahar Hamid Laing Solok

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Solok, selanjutnya dalam hal ini disebut sebaai
PIHAK KESATU

2. Nama : ARMAN, SH
Tempat, Tgl Lahir : Sariak Alahan Tigo Kab. Solok, 10 September 1980
Jabatan : Pengemudi
Pendidikan : S.1 Fak. Hukum
Alamat Rumah : Jalan Kapten Bahar Hamid, RT.002 RW.002, Kelurahan.Laing,
Kota Solok

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19
Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian
Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA
PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju
untuk menerima pekerjaan dan PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri dengan jabatan Pengemudi di Lingkungan Pengadialn Agama Solok.



Pasal 2
JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan
mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pengemudi pada
Pengadilan Agama Solok

Pasal 3
JANGKA WAKTU
(1) Hari kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai 3 (tiga) Januari
sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2022
(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk
diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun
paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA
(1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
(2) Jam kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK
KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

(1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai
kinerjanya

(2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan
penilaian perilaku kerja.

(3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan
mendapatkan surat peringatan.

(4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3)
sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri.

(5) Penilaian kinerja dilakuakn pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan
penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).

(6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
satuan Kerja tahun berjalan sebesar Rp 3.006.000.



b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan
berikutnya;

c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
(2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung
jawab;
Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;
Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
(3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:

a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;

b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;

c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.
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Pasal 7
SANKSI
(1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan
larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya.
(2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak
memtuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

PASAL 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
PIHAK KEDUA meninggal dunia;
PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
PIHAK KEDUA melanggar larangan.
2) Aklbal berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK
KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas
ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.
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Pasal 9
PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam
pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan
diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua
belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dokumen ini.

(2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.

(3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan
kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

(4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya diluar kemampuan
Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.

(5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.

(6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak
mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang
bertentangan den melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatanagani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua),
dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHANY KEDYA

SEPULUH RIBU RUPIAH

| METE

50956AJX874871092

ARMAN, SH

NIP. 198104202006041002



PENGADILAN AGAMA SOLOK

JI. Kapten Bahar Hamid Laing Solok
Telp/Fax. (0755) 3210231, Website : www.pa-solok.go.id
e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id

SOLOK

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SOLOK
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Nomor: W3-A/38a/KP.00.2/1/2022
Pada hari ini Senin Tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Agama Solok,
kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : OGA PERTISSA, S.E, M.M

2. NIP : 198104202006041002

3. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

4. Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok

5. Alamat Unit Kerja : JI. Kapten Bahar Hamid Laing Solok

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Solok, selanjutnya dalam hal ini disebut sebaai
PIHAK KESATU

2. Nama : YOGA AFRIMON
Tempat, Tgl Lahir : Koto Sani, 21 April 2000
Jabatan : Security
Pendidikan : SLTA
Alamat Rumah . Jorong Limau Ninik Kotosani Kab. Solok

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19
Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling sctuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian
Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA
PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju
untuk menerima pekerjaan dan PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri dengan jabatan Security di Lingkungan Pengadialn Agama Solok.



Pasal 2
JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan
mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Security pada Pengadilan
Agama Solok

Pasal 3
JANGKA WAKTU
(1) Hari kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai 3 (tiga) Januari
sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2022
(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk
diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun
paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA
(1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
(2) Jamkerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan olch PIHAK
KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA

Pasal §
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

(1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai
kinerjanya

(2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan
penilaian perilaku kerja.

(3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan
mendapatkan surat peringatan.

(4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3)
sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri.

(5) Penilaian kinerja dilakuakn pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan
penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).

(6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sckretaris
Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran
satuan Kerja tahun berjalan sebesar Rp 3.006.000.
b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan
berikutnya;



c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
(2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung
jawab;

d. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;

¢. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;

f.  Masuk kerja dan menaati ketentuan jam Kkerja;

g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja:

Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yan berwenang;
Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
(3) Sclama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:

a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;

b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;

¢. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.
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Pasal 7
SANKSI
(1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan
larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya.
(2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak
memtuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
a. DBatas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
PIHAK KEDUA meninggal dunia;
PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan:
f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
(2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK
KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas
ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.
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Pasal 9
PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam
pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan
diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua
belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dokumen ini.

(2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.

(3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamtan
kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

(4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya diluar kemampuan
Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.

(5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.

(6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak
mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang
bertentangan den melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatanagani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua),
dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA

SEPULUH RIBU RUPIAH

YOGA AFRIMON




PENGADILAN AGAMA SOLOK

JI. Kapten Bahar Hamid Laing Solok
Telp/Fax. (0755) 3210231, Website : www.pa-solok.go.id
e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id

SOLOK

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SOLOK
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Nomor: W3-A/36-a/KP.00.2/1/2022
Pada hari ini Senin Tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Agama Solok,
kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : OGA PERTISSA, S.E, M.M

2. NIP : 198104202006041002

3. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

4. Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok

5. Alamat Unit Kerja : JI. Kapten Bahar Hamid Laing Solok

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Solok, selanjutnya dalam hal ini disebut sebaai
PIHAK KESATU

2. Nama : ERA MELINDA
Tempat, Tgl Lahir : Dumai, 27 Februari 1985
Jabatan : Pramubakti
Pendidikan : SMU
Alamat Rumah : JI. Marahaddin, No. 703, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan

Tanjung Harapan, Kota Solok

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19
Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian
Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA
PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju
untuk menerima pekerjaan dan PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri dengan jabatan Pramubakti di Lingkungan Pengadialn Agama Solok.



Pasal 2
JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan
mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti pada
Pengadilan Agama Solok

Pasal 3
JANGKA WAKTU
(1) Hari kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai 3 (tiga) Januari
sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2022
(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk
diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun
paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA
(1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
(2) Jamkerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK
KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

(1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai
kinerjanya

(2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan
penilaian perilaku kerja.

(3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan
mendapatkan surat peringatan.

(4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3)
sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri.

(5) Penilaian kinerja dilakuakn pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan
penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).

(6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran
satuan Kerja tahun berjalan sebesar Rp 2.733.000.



b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan
berikutnya;

c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
(2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung
jawab;
Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;
Bekerja dengan jujur, tertib, cermat. dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja:
Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yan berwenang;
Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
(3) Sclama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:

a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;

b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;

c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.
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Pasal 7
SANKSI
(1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan
larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya.
(2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak
memtuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
PIHAK KEDUA meninggal dunia;
PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
(2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK
KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas
ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.
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Pasal 9
PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam
pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan
diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua

belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dokumen ini.

(2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.

(3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamtan
kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

(4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya diluar kemampuan
Datftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.

(5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.

(6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak
mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang
bertentangan den melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatanagani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua),
dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA PHAKKESATU
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PENGADILAN AGAMA SOLOK

JI. Kapten Bahar Hamid Laing Solok
Telp/Fax. (0755) 3210231, Website : www.pa-solok.go.id
e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id

SOLOK

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SOLOK
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Nomor: W3-A/29./KP.00.2/1/2022
Pada hari ini Senin Tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Agama Solok,
kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : OGA PERTISSA, S.E, M.M

2. NIP : 198104202006041002

3. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

4. Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok

5. Alamat Unit Kerja : JI. Kapten Bahar Hamid Laing Solok

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Solok, selanjutnya dalam hal ini disebut sebaai
PIHAK KESATU

2. Nama : SUGIONO
Tempat, Tgl Lahir : Madiun, 27 Mei 1969
Jabatan : Security
Pendidikan : SD
Alamat Rumah :JI. H. Marahadin No. 703, Kel. Kampung Jawa, Kota Solok

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19
Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling sctuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian
Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA
PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju
untuk menerima pekerjaan dan PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri dengan jabatan Security di Lingkungan Pengadialn Agama Solok.



Pasal 2
JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan
mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Security pada Pengadilan
Agama Solok

Pasal 3
JANGKA WAKTU
(1) Hari kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai 3 (tiga) Januari
sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2022
(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk
diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun
paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA
(1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
(2) Jamkerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK
KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

(1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai
kinerjanya

(2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan
penilaian perilaku kerja.

(3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan
mendapatkan surat peringatan.

(4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3)
sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri.

(5) Penilaian kinerja dilakuakn pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan
penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).

(6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran
satuan Kerja tahun berjalan sebesar Rp 3.006.000.
b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan
berikutnya;



¢. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
(2) Sclama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung
jawab;

d. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;

c. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;

f.  Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;

h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;

Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yan berwenang;
Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
(3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:

a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;

b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA

¢. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.
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Pasal 7
SANKSI
(1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan
larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya.
(2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak
memtuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
PIHAK KEDUA meninggal dunia;
PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
PIHAK KEDUA melanggar larangan.
(2) Aklbat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK
KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas
ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.
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Pasal 9
PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam
pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan
diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua
belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dokumen ini.

(2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.

(3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamtan
kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

(4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya diluar kemampuan
Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.

(5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.

(6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak
mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang
bertentangan den melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatanagani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua),
dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA
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PENGADILAN AGAMA SOLOK

JI. Kapten Bahar Hamid Laing Solok
Telp/Fax. (0755) 3210231, Website : www.pa-solok.go.id
e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id

SOLOK

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SOLOK
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Nomor: W3-A/36a/KP.00.2/1/2022
Pada hari ini Senin Tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Agama Solok,
kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : OGA PERTISSA, S.E, M.M

2. NIP : 198104202006041002

3. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

4. Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok

5. Alamat Unit Kerja : JI. Kapten Bahar Hamid Laing Solok

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Solok, selanjutnya dalam hal ini disebut sebaai
PIHAK KESATU

2. Nama : MITRA YENTI, S.HI, MA
Tempat, Tgl Lahir : Batipuh Ateh, 02 Maret 1986
Jabatan : Pramubakti
Pendidikan : S.1 Fakultas Syariah IAIN IB Padang
Alamat Rumah : Perumahan Jala Laing, Blok G 14, RT.002 RW.003, Kelurahan

Laing, Kecamatan. Tanjung Harapan, Kota Solok

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19
Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian
Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA
PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju
untuk menerima pekerjaan dan PIHAK KESATU secbagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri dengan jabatan Pramubakti di Lingkungan Pengadialn Agama Solok.



Pasal 2
JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan
mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti pada
Pengadilan Agama Solok

Pasal 3
JANGKA WAKTU
(1) Hari kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai 3 (tiga) Januari
sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2022
(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk
diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun
paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA
(1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
(2) Jamkerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK
KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

(1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai
kinerjanya

(2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan
penilaian perilaku kerja.

(3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan
mendapatkan surat peringatan.

(4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3)
sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri.

(5) Penilaian kinerja dilakuakn pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan
penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).

(6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sckretaris
Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran
satuan Kerja tahun berjalan sebesar Rp 2.733.000.



b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan
berikutnya;
c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
(2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah:
b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung
jawab;

d. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;

¢. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;

f.  Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;

h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;

Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yan berwenang;
Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
(3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:

a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;

b. Mengevaluasi dan mengawasi Kinerja dan etika PIHAK KEDUA

c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.
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Pasal 7
SANKSI
(1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan
larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya.
(2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak
memtuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
PIHAK KEDUA meninggal dunia;
PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
PIHAK KEDUA melanggar larangan.
(2) Aklbat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK
KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas
ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.
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Pasal 9
PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam
pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan
diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua
belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dokumen ini.

(2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.

(3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamtan
kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

(4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya diluar kemampuan
Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.

(5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat scbagai CPNS/PNS/PPPK.

(6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak
mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang
bertentangan den melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatanagani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua),
dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA

SEPULUH RIBU RUPIAH
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PENGADILAN AGAMA SOLOK

JI. Kapten Bahar Hamid Laing Solok
Telp/Fax. (0755) 3210231, Website : www.pa-solok.go.id
e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id

SOLOK

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SOLOK
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Nomor: W3-A/ 8-@/KP.00.2/1/2022
Pada hari ini Senin Tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Agama Solok,
kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : OGA PERTISSA, S.E, M.M

2. NIP : 198104202006041002

3. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

4. Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok

5. Alamat Unit Kerja : JI. Kapten Bahar Hamid Laing Solok

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Solok, selanjutnya dalam hal ini disebut sebaai
PIHAK KESATU

2. Nama : BAYU DIWANDA, SHI
Tempat, Tgl Lahir : Bukittinggi, 29 Juni 1988
Jabatan : Pramubakti
Pendidikan : S.1 Fak. Syariah
Alamat Rumah : Perumahan Jala Laing, Blok G 14, RT.002 RW.003, Kelurahan.

Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19
Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian
Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA
PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju
untuk menerima pekerjaan dan PIHAK KESATU scbagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri dengan jabatan Pramubakti di Lingkungan Pengadialn Agama Solok.



Pasal 2
JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan
mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti pada
Pengadilan Agama Solok

Pasal 3
JANGKA WAKTU
(1) Hari kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai 3 (tiga) Januari
sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2022
(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk
diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun
paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA
(1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
(2) Jamkerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK
KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

(1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai
kinerjanya

(2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan
penilaian perilaku kerja.

(3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan
mendapatkan surat peringatan.

(4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3)
sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri.

(5) Penilaian kinerja dilakuakn pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan
penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).

(6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Seckretaris
Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran
satuan Kerja tahun berjalan sebesar Rp 2.733.000.



b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan
berikutnya;

c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
(2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung
jawab;
Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;
Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yan berwenang;
Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
(3) Sclama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:

a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;

b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;

¢. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PITHAK KEDUA.
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Pasal 7
SANKSI
(1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan
larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya.
(2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak
memtuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

PASAL 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
PIHAK KEDUA meninggal dunia;
PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
PIHAK KEDUA melanggar larangan.
(2) /\klbat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK
KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas
ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.
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Pasal 9
PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam
pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan
diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua
belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dokumen ini.

(2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.

(3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamtan
kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

(4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya diluar kemampuan
Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.

(5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.

(6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak
mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang
bertentangan den melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatanagani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua),
dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA

BAYU DIWANDA, SHI
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PENGADILAN AGAMA SOLOK

JI. Kapten Bahar Hamid Laing Solok
Telp/Fax. (0755) 3210231, Website : www.pa-solok.go.id
e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id

SOLOK

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SOLOK
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Nomor: W3-A/33-a/KP.00.2/1/2022
Pada hari ini Senin Tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Agama Solok,
kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : OGA PERTISSA, S.E, M.M

2. NIP : 198104202006041002

3. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

4. Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok

5. Alamat Unit Kerja : JI. Kapten Bahar Hamid Laing Solok

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Solok, selanjutnya dalam hal ini disebut sebaai
PIHAK KESATU

2. Nama : ENI KASWEN
Tempat, Tgl Lahir : Batusangkar, 02 Februari 1979
Jabatan : Pramubakiti
Pendidikan : SMP
Alamat Rumah : Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut scbagai PIHAK
KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19
Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian
Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA
PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju
untuk menerima pekerjaan dan PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri dengan jabatan Pramubakti di Lingkungan Pengadialn Agama Solok.



Pasal 2
JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan
mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti pada
Pengadilan Agama Solok

Pasal 3
JANGKA WAKTU
(1) Hari kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai 3 (tiga) Januari
sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2022
(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk
diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun
paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA
(1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
(2) Jamkerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK
KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

(1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai
kinerjanya

(2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan
penilaian perilaku kerja.

(3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan
mendapatkan surat peringatan.

(4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3)
sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri.

(5) Penilaian kinerja dilakuakn pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan
penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).

(6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran
satuan Kerja tahun berjalan sebesar Rp 2.733.000.
b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan
berikutnya;



¢. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
(2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah:;

b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung
jawab;
Menjunjung tmgg kehormatan Negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;
Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
Masuk kerja dan menaati ketentuan jam Kerja;
Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yan berwenang;
Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
(3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:

a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;

b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;

¢. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.
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Pasal 7
SANKSI
(1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan
larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya.
(2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak
memtuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :

a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;

b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;

c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;

d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;

e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;

f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.

(2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK
KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas
ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.



Pasal 9
PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam
pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan
diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua
belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dokumen ini.

(2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.

(3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamtan
kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

(4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya diluar kemampuan
Datftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.

(5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.

(6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak
mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang
bertentangan den melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatanagani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua),
dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA

SEPULUH RIBU RUPIAH

;lF1 A4AIX87487110
o ENI KASWEN

NIP 198 104202006041002



Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP
1. Saldo UP Rp. 9.028.194,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan Rp. 10.971.806,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP Rp. 20.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA Rp. 20.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP Rp. 0,00
B. TUP
1. Saldo TUP Rp. 0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan Rp. 0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP Rp. 0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA Rp. 0,00
5. Selisih Pembukuan TUP Rp. 0,00
C. Lainnya
1. Saldo Lainnya Rp. 0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA Rp. 0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya Rp. 0,00

Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)
1.-

KOTASOLOK, Mei 2022

Bendahara Pengeluaran

LY

NELZI LUFAN NOVA
NIP 198411202006042004

Dicelak pada tanggal,06 Juni 2022

NIP. 198306272006021001




PENGADILAN AGAMA SOLOK

SURAT PERINTAH BAYAR
Tanggal : 18 Mei 2022 Nomor : 00107/PB/401922/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran
agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. 797.500,00
Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Kepada © NELZI LUFAN NOVA

Untuk Pembayaran : Pembayaran belanja biaya perpanjangan pajak tahunan kendaraan dinas bermotor roda empat
BA1718 P

Atas dasar

1. Kuitansi/bukti pembelian i 00110/KW/401922/2022

2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ L eerrreeereee e e e re e neeeeaanaeaeenas
(bukti lainnya)

Dibebankan pada:
Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523121

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
18 Mei 2022

KOTAS.OL OK, 18 Mei 2022
A.n-Kdasa P|

gguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

NELZI LUFAN NOVA

\‘.\\ 3:,;’::1.(!}"’4
NIP$88+02420200604Y1 002
Dicetak pada tanggal 18 Mei 2022

NIP 198411202006042004




MEMO PERINTAH BAYAR

Tanggal : 18 Mei 2022 Nomor :

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. :  797.500,00

00107/PB/401922/2022

Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Jenis Perintah Bayar : | 1 UP

Tahun Anggaran :

2022

NO DIPA : DIPA-005.01.2.401922/2022 Satker =~ Kewenangan
TGL DIPA : 17 November 2021 401922 Kantor Daerah

BA UnitEs| Program Kegiatan Output

Nama Satker

PENGADILAN AGAMA SOLOK

005 01 WA 1066 EBA
Sumber Dana A RUPIAH MURNI
Referensi Uang Muka
PENGELUARAN POTONGAN
Akun Jumlah
523121 Rp. 797.500,00
Jumlah Pengeluaran Rp. 797.500,00 Jumlah Potongan Rp. 0,00

Kepada : NELZI LUFAN NOVA

NPWP : 001140342203000

Alamat : JIn. Kapten Bahar Hamid Laing
Provinsi  : SUMATERA BARAT
Kabupaten : KOTASOLOK

Rp. 797.500,00

KOTASOLOK, 18 Mei 2022

A.n Kuasa Pen

Pejabat Pembyuat Komitmen

NIP 198104202006041002




[Kode : PEM005]
MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA SOLOK
LAMPIRAN SURAT PERINTAH BAYAR

Nomor : 00107/PB/401922/2022
Tanggal : 18 Mei 2022
Halaman : 1 dari 1
Detail COA
NO Nilai

Ro.Komp.Subkomp.ltem - Uraian

401922.090.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.0853.2.000000.000000

1 994.002.0C.000052-Kendaraan roda 4 797.500,00

Jumlah 797.500,00

Jumlah 797.500,00

S O LOK, 18 Mei 2022
a.n. Kuaga Pengguna Anggaran
Pejabat

mbuat Komitmen

OGA PERTISSA, SE. MM
NIP 198104202006041002



Sudah Terima Dari

Jumlah Uang
Terbilang
Kuitansi Supplier

Untuk Pembayaran

Tahun Anggaran 1 2022

Nomor Bukti : 00110/KW/401922/2022

Akun : 1066-EBA-523121

Kepada : NELZI LUFAN NOVA

Satker : 401922 - PENGADILAN AGAMA SOLOK

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

: Pejabat Pembuat Komitmen

Satker PENGADILAN AGAMA SOLOK

: Rp. 797.500,00
: Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

. Pembayaran belanja biaya perpanjangan pajak tahunan kendaraan dinas bermotor roda empat
" BA1718 P

Lunas dibayar, 18 Mei 2022

Bendahara Pengeluaran

%@;ﬁw

NELZI LUFAN NOVA

NI\"B8T642020060 1002 NIP 198411202006042004

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



[Kode : BEN0O1]
MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN AGAMA SOLOK
LAMPIRAN KUITANSI

Nomor 1 00110/KW/401922/2022
Tanggal : 18 Mei 2022
Halaman : 1 dari 1
Detail COA
NO Nilai

Ro.Komp.Subkomp.ltem - Uraian
401922.090.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.0853.2.000000.000000

1 994.002.0C.000052-Kendaraan roda 4 797.500,00
Jumlah 797.500,00
Jumlah 797.500,00

NIP 19810420200604 1002
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Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA
KEDUA

KETIGA

PENGADILAN AGAMA SOLOK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
NOMOR : W3-A7/ $94 /HK.05/5/2022

TENTANG
SUSUNAN MAJELIS HAKIM EKONOMI SYARI'AH
PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

a Bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menentukan adanya Penetapan Penunjukan Majelis
Hakim untuk menangani perkara;

b Bahwa disamping Susunan Majelis Hakim tersebut, perlu pula ditetapkan
Susunan Majelis Hakim Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Solok;

1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari‘ah;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK TENTANG SUSUNAN MAJELIS
HAKIM EKONOMI SYARI’AH PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

Menetapkan Susunan Majelis Hakim Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Solok
sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Tugas Majelis Hakim Ekonomi Syariah adalah memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah pada Pengadilan Agama Solok;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa
apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya

Tembusan disampaikan kepada;
Yth.Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok

Nomor :W3-A7/W /HK.05/5/2022
Tanggal : \>Mei 2022
Tentang : Susunan Majelis Hakim Ekonomi Syari’ah pada Pengadilan Agama
Solok
No Kode Hakim Majelis Hakim Kedudukan Kode Panitera Panitera Pengganti
Dalam / Panitera
Majelis Penganti
1 A ZulfaYenti, S.Ag.,M.Ag Ketua D Yosmedi, S.H
B Zulkifli Firdaus, S.H.I Anggota
c. Yani Arfianti Siregar, Anggota

S.H.,M.Kn
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